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ABSTRAK

Nama : Komelis Dehotrnan
Program Studi ¢ Pascasarjana Fakultas Hukum Ul
Tudul : Kebliskan Kepemilikan Tunggal Perbankan Menuju Tata

Perbankan yang Sehat dan Kompetitif

'Tesis ini membahas tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang
merupskan salah satu peniabaran dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Penulisan
tesis ini dilakukan menggunakan data sckunder dengan metode yuridis- normatif.
Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbaokan vang di keluarkan oleh Baok
Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor &/1&/PBI2006,
TIN 4642 dimanae dalam Kebilaksn Kepemilikan Tunggal Perbunkan ind
mewsjibkan pemilik ssham pengendali bank yang sama pada dua bank berbeda
untuk memilih opsi divestasi, merger konsolidasi maupun mendifkan bank
holding compemy. Pemilihan salah satu opsi menimbulkan benturan dengan
undang- undang teniang Perseroan Terbatas dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
Kebijakan Kepemilikan Tunggsl Perbankan diharspkan memperkuat industri
perbankan nasional serta menjadi jawaban stas banysknya pemilik saham
pengendali yang memanfaatkan posisiaya untuk berbust yang merogikan kendisi
perbankan nasional.

Kata Kunci :
Kepemilikan Tunggs! Perbankan, Pengawasan Bank, dan Kepemilikan Silang

Kebijakan Kepemilikan..., Kornelis Dehotman, FH Ul, 2008



vili

ABSTRACT
Name : Komnelis Dehotman
Study Program : Faculty Of Law Post Graduate Programme
Title : Single Presence Policy to the Healthy and Competitive Banking

Industry

This Thesis discuss about single presence policy which implemented from the
Indonesian banking architecture. The written of this Thesis using secondary data
with the normatif -vuridis method. The single presence policy that issued by Bank
of Indonesia inn the formn of The regulation Bank of Indonenesia Number 8/
16/PBY2006, TN 4642 that obligated the ultimate shareholder which become
ultimate in two different bank should pick an option, whether 1o divest, merger
consolidation or make g holding company. The choice of an option is not unfit
with the company law and the faw of monopoly, This policy expested 1o stronger
the banking industry and became the answer for many ultimate shareholder that
misuse the ultimate position and make loss the national banking industry.

¥ey Words:
Single Presence Policy, Bank Supervision, Cross Ownership
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Krisis keuangan yang tegadi di Asia pada tahun 1997/ 1998
merupakan lonceng untuk otorita moneter dan masyarakat tentang tuntutan
tersedianya perbankan yang sehat dan kuat guna beroperasinya secara
berlanjut kebiiakan makro dalam perckonomian Indonesia.

Pelataran yang berharga yang dapat diambil dari krisis adalah bahwa
industrl perbankan nasional secars fundamental masih lemah, karena behun
didukung infrastruktur perbankan yang baik dan minimaya modal dibanding
dengan bank sejenis di negars kawasan ASEAN sehinges bila gejolak baik
external maupun internal datang secars tiba-tiba maka akan sulit untuk
disntisipasi.

Dalam rangka menciptakan industri perbankan yang lebil baik, schat
dan stabil maks pada tanggal 9 januari 2004, Bank Indonesia mengeluarkan -
dan mengumumkan secara resmi cetak biry tentang Arsitektur Perbankan
Indonesia yang selanjutnya ditulis APL APl merupakan suatu kerangka dasar
sistern perbankan Irxionesia yang bersifat menyelurub dan memberikas arsh,
bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu: 5 (lima) sampai
dengan 10 (sepufuh) tahun ke depan.’

Guna mempermudah visi APl maka ditetapkan beberapa sasasan
s 2
yau:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat vang mampu
memenubi kebutuhan masyamkat dan mendorong pembangunan
ekonomi nasional yang berkesinambungan,

! Ditektormt Penelitian dan Pengabuan Perbanksn Bank Indonesia, Arsitektur Perbarkms indoresia,
g.}akma: Bank Indonests, 2006, Hal. 3.
Ibid |, bat 3.

1 Hrdvamitax Indanasky
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2. Menciptakan sisiem pengaturan dan pengawasan bank yang efekaif
dan mengacu pada standar internasional.

3. Menciptakan industri perbankan vang kwat dan memibki daya
saing yang tinggi serta memiliki kelahanan dalam menghadapi
resiko.

4. Menciptakan  Good Corporatz  Governance dalam  rangka
memperkuat kondisi internal perbankan nasional.

5. Meowujudkan infrastruktur  yang lengkap untuk  mendokung
terciptanya industri perbankan yang sehat.

6. Mewujudkan pemberdayaan dan  perlindungan  konsumen
perbankan,

Untuk mewnjudkan sasarsy tersebut skan dilsksanakan program.
program sebagal berikut:

1. Program penguatan strukiur perbankan nasional,

2. Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan,

3. Program peningkatan fungsi penpawasan.

4. Program peningkatan kusfitas manajemen dan  operasional
perbankan.

5, program pengeenbangan infrastruktur perbankan,

6, program peningkatan perlindungan nasabah,

Banyaknys jumlal bank di Indonesia dimenz satu pemilik sabam

pengendali menjadl wonate shareholder di dua bank berbeda menimbuikan
potensi kerawanan penyalahgunasan keadasn oleh pemegang seham pengendali
maupun oleh pemilik bank. Pemegang saham pengendali menurut Peraturan
Bank Indonesia No. 8/16/PBYf 2006 pasal | avat (3) adalah badan hukum dan
atan perorangan dan atau kelompok usaba yang memiliki saham Bark sebesar
23% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang
dikeluarkan Bank dan mempunyai hak sugra dan memiliki saham Bank kurang

Hnlvarmitas ndomeania
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dari 25% {dua puluh lima perseratus) dari jumlah ssham yang dikeluarkan
Bank dan mempunyai kak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan
pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengendalian bank menurut menurut pasal 1 ayat {(§) Peraturan Pemerintah
Republik Indoncsia no. 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan
akuisisi bank adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan atau kebijaksanaan
bank. Kepemilikan dua bank yang berbeda oleh pemilik yang sama
menimbulkan cress ownership yang dapat memicu gejolak terhadap bank Inin
yang dimilikinya apabila salah satu bank dari dua bank yang dimiliki pemilik
vang sama mendapet masalsh. Oleh karena hal tersebut terkalt dengan fungsi
pengawsasan dari bank Indonesia sebagai bank sentral meks Bank Indonesia
menuangkan hal tersebut dalam paket kebijakan oktober 2006 vang dikenal
dengan pakto 2006 dikenal dengan kebiiakan mengenat kepemilikan tunggal
perbankan discbut dengan istilah Gingle presence policy} dimana hal tersebut
tertuang dalam Peraturan Bank Indonesis Nomor 8/ 16/ PBY 2006 tanggal 5
oktober 2006, juncto kebijakan mengenai pemberian insentif dalam rangka
konsalidasi perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan BI Nomor 8/ 1%/
PBI/ 2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan diubah dengan Persturan BI Nomor 9/
12/ PBY 2007.

Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1897 dan 1998
membuat para pengambil kebijakan dalam dunia perbankan meniadi lebih
berhati- hati dalam hal ini Bank Indonesia. Kebijakan arsitektur perbankan
Indonesia yang ditvangkan dalam enam pilar dimaksudkan agar perbankan di
Indonesia cepat pulih. Banyaknya masalah non performing loan pada tahun
1997 membuat efek domino untuk dunia perbankan nasional schingga banyak
bank yang pade akhirnya di likuidasi, Hal ini membuat para pengguna jasa
bank baik it deposan maupun debitur menjadi kecewa karena kacaunya
keadsan dan membuat mercka menjadi kehilangan spa yang menjadi hak
mereka.

Arsitektur  Perbankan Indonesia mengarahkan sektor perbankan
Indonesia menjadi perbankan yang kokoh dan diskei dalam  dunia

intvarsian ndonasis
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internasional. Bank Indonesia mengaharapkan pada tahun 2010 permodalan
tiap bank umum di Indonesia mencapat Rp. 100 Miltar. Salah satu kebijakan
lanjutan dari APl adalash dengan memunculkan Kebijakan Kepemilikan
Tunggal perbankan dimana para pemegang saham mayoritas pada dua bank
diperintahkan untuk menggabungkan menjadi satu bank saja, agar lebih kuat
dalams bidang modal. Pemerintah dalam hal ini memerintahkan agar para
pemilik bank untuk memilih satu dari tiga pilihan untuk pelaksanaan
kebijakan kepemilikan tunggal perbankan yaitu dengan divestasi atau
penambahan modal baru baik dari pemegang saham lamg maupun investor
baru baik investor asing maupun fokal, merger konsolidasi yaity dengan
menggabungkan dus bank yang pemegang saham peagendalinya sswma, atau
holding company yaite dengan mendirikan bank baru yang hanya memipunyat
tugas untuk mengurus bank-bank yvang ada dibawahnya. Namun ketiga pilihan
tersebut  bukan berarti tanpa masalah karens semua pilihan  tersebut
mempunyai dampak yang tidak menyeoangkan baik bagi pemilik bank,
pemilik ssham bark maupon karyawan baak itu sendin.

Langksh Kebijakan kepemilikan funggal perbankan sendiri digmbil
karena jngin melaksanakan asas prudenticl regulation yaitu kchati- hatian
bank dalam melsksanakan tugas perbenkannya. Sebab bank merupakan
lembaga intermediary dan akan sangat berdampak sangat besar bagi ekonomi
suam bangsa apabile suatu bank ditutup atsu dinyatakan tidak sehat oleh Bank
Indonesia. Efek dinyatzken tidsk sehatnya bank skan membust deposan
melakukan riesh, sehingga bank tersebut akan tidak Hkuid dan kekurangan
maodal, Keadaan tersebut dapat membuat bank yang satu grup dengsnnya
dapat terimbas, karena harus ikt menanggung beban nush  tersebut.
Sedangkan hal yang paling berat bagi perbankan secara umuom adalah bahwa
kepercaysan masyarakat turun sekmgga masyarakat melakukan rush juga pada
bank lsin yang sebenarnya masih sehat dan tidak bermasalah, dan hal ini yang
secara umum membuat keadaan perbankan menjadi kacau.

Kebijakan kepemilikan Tunggal Perbankan merupakan penjabaran dasi
asas prudential  regulation karena dengan menggabungkan  sftimare
shareholder pada beberapa yang berbeda menjadi satu bank maka akan

Iinbusnraitas Indonanis
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meminimalisasi terfadinya efek domino yang lebih besar jika terjadi rush,
narsun yang paling penting adalah dengan penggabungan bank tersebut maka
akan mudah diawasi sehingga jika terlihat kinerja bank sudah mulai agak
wrun Bank Indonesia akan cepat dan mudah mengambil tindakan untuk
mengantisipasi agar tidak terjadi keadaan yang lebib buruk.

Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan ini dalam praktek bukan
berarti mudah diaplikastkan, karena ketiga pilihan tersebut punya konsekuensi
yang berheda- beda, serta ada inkonsistensi dengan peraturan perundangan di
bidang lain dalam hukum positif di Indonesia, Maka dalam pembahasan
penelitian inl akan menitik beratkan pada kebijakan kepemilikian Tunggal
perbanksn yang merupakan keinginan dari Bank Indonesia roelalul APT agar
perbankan Indonesia lebih kokoh dan berhati-hati, seria dengan munculnya
Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan merupakan penerapsn dari asas
prudential bumking serta perlunya harmonisasi Kebijakan Kepemilikan
Tunggal Perbankan dengan pesaturan perundangan lainnya yaitu Undang-
Undang Perserosn Terbetas dan Updang-Undang Porsaingan Usaha Tidak
Sehat.

Untuk mereduksi jumilah bank dengan memerintzbkan para pemegang
saham pengendali untuk menggabungksn banknya baik dengan divestasi,
merger maupun konsolidasi atau pendirian bank holding company mergpakan
pifihan yang perfu dilakukan dengan prinsip kehatl-hatian karena perlu
disesusikan dengan penerapan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia
serta peraturan hukum Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang
Persaingan Usaha Tilak Sehat, sebab masalah kepersilikan saham dan pemilik
bank merupakan dus hal berbeds dalam bukum anglo saxon, namun tidsk
demikian memurut hukum Positif Indonesia dimana dalam hukum anglo saxon
diskui adanya nominee yaitu hubungan pengwusan, perwakilan atau keagenan,
Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia untuk menctapkan pemilik bank
Bank Indonesia menggunekan ultimate owner yaitu pihak yang menerima
manfaat atas kepemilikan tersebut (beneficidd owner). Pihak vang menerima
manfaat tersebut dapat berbeda dengan legal owner, oleh karena itu pihak
yang menerima manfaat dari kepemiliken bank wajits diungkapkan. Hal inj

Hiskwasrnitne Inrlanasis
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periu diantisipasi agar tidak tesjadi ketidakpastian hukum dalam hal pemegang
saham pengendali adalah pibak asing dimana mereka mengenal hukum anglo
saxon dalam operasionaiisasi kegia&ézz mercka. Indonesia sebagal negara yang
memakat konsep wltimote owner perlu menginformasikan kepada para
pemilik bank maupun pemegang saham pengendali untuk bersiap secara
hukum positif Indonesia untvk melakukan kebijakan kepemilikan tunggal
perbankan untuk mendukung sektor permodalan agar lebib sehat dan mampu
bersaing baik nasional maupun global.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan Fakta dan alasan yang melatarbelakangi penelitian
tentang Kebijakan Kepemilikan Tuonmpgal Perbankan Menuju Tata
Perbankan vang Sehat dan Kompefitif, mska rumusan masalah dalam
penelitian ini sebagai berikut:

I.  Bagaimana Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan dapat
sgialan denpan Arsitektur Perbankan Indonesia dan prinsip
kehati-hatian bank?

2.  Bagaimane Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan dapat
konsisten dengan Undang- Undang Persercan Terbatas dan
Persaingan Usaba Tidak sehat?

3. DBegaimana Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan dapat
mengatasi pemifik bank tidsk bertanggung jawab dari
penyalahgunann keadann terkait cross ownership?

C. TUJUAN PENELLITIAN

Diengan menelaah latar belakang dan perumusan masalah 4 atas maka
dapat dikemukakan beberapa tujuan dari pelaksanasn penelitian yang berjudul
Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbanksn Meunju Tata Perbankan
vang Sehat dan Kompetitif vaitu scbagai berikut:
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b.

E.

Untuk mengetahui dan mengkaji substanst hukum Kebijakan
Kepemilikan Tunggal Perbankan dapat seialan  dengan
Arsitektur Perbanken Indonesia dan pringip kehati-hatian bank.

Untuk Kebijakan Kepemilikan Tonggal Perbankan  dapat
konsisten dengan Undang- Undang Persercan Terbatas dan
Persaingan Usaha Tidak sehat.

Untuk mengetahui dan mengkaii substansi hukum Kebijakan
Kepemiiikan Tunggal Perbankan dapat mengatasi pemilik bank
tidak bertangguog jawab dari penvalahgunasn keadaan ferkait
crass ownership.

KEGUNAAN PENELITIAN

20

Kegunsan Teoritis

Penelitian ind diharapkan depat memberikan koniribusi konsep,
feori dan pemikiran terhadap perkembangan fimu  hukum,
khususnya yang berkaitan dengan bukum perbankan di Indonesia.

2.  Kegunaan Prakiis
Penelitian ini juga diherapkan dapat memberikan sumbanpan
pemikiran ataupun saran bagi para ahli hukum, aparat penegak
hukum, praktisi dan pelaku ossha perbankan temtang peranan
Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan dan implikasinya
dalam hukum positif di Indonesia,

METODE PENELITIAN

Untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu penelition fimish,
diperlukan metode penelitian tertentu, Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiak
yang berkaitan dengan analitis dan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan
metode atau cwra tertentu. Sistemstis berdesarkan sistem, sedangkan
konsistensi berarti tidak adanya hal- hal yang bericntangan dalam suatu
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kerangka tertentu. Dalam hal ini penelitian merupakan suatu sarana untuk
mengembangkan iimu pengetabuan baik dard segi teoritis maupun praktis.3

Jenis penclitian vang akan digunakan adalah penelitian hukum
normatif yaity mengkaji suatu penelitian yang objeknya adalah norma, kakdah
dan aturan hukum wuetuk dikaji kualitasnya. Tlengan menggunakan
pendekatan:

4. Asas- asas hukum/ ajaran/ doktrin hukum vang mengacu pada para ahli
dan asas- asas hukum atan dokirin yang telah ada.

b.  Peandekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaite mengacu pada
poraturan  perundang- undangan lain yang lebih tingpi atsu peraturan
sejenis mengenai Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan.

¢.  Perbandingan hukum, vaitu membandingkan hukum yang ada di Indonesia
dengan hukum sejenis di nogaa lain,

Dalam penclitian ini, teknik pengumpulan data yang akan dipunakan
wdalah penelitian kepustakaan yang menppunakan data sekunder, yaitu data yang
sedah tersedia, dimana data tersebut tidak dibatasi tempat, ruang dan waktu,
Dengan bahan hukum yaits:

8. Bahan Hukum Primer, yaits baban- bahan hukum yang mengikat, yang
mencakop peraturan perundang- undangan yang berlaku berhubungan
dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan.

b.  Bahan Hukum Sekunder, vaitu bahan- hahan yang memberikan penjelasan
mengensi behan hukum primer, yang terdin dari:
I. Hasil- hasil penelitian hukum vang felsh ada sebelumnyz yang
berkaitan dengan kebijakan kepemilikan tunggal perbankan,

2. Bahen kepustakasn berupa buku- buku tentang hukum perbankan yang
mendukung penulisan.

* Soerione Soekanto, Pengantar Penelitian Hukurs , (Jakaria: UT Press, 1994). Him. 42
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¥,

3. Artikel dari media magsa, termasuk ulasan dalam majalah hukwn yang
berhubungan dengan masalah vang berkaitan dengan kebijakan
kepemilikan tunggal perbankan.

4, Babhan hukuro darl internet vang berhubungan dengan masalah yang
dikaii.
Data Hukum Tersier, vaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus,
ensiklopedia, dan 1ain- lain,

LANDASANTEORIL

Prudential regulation dalam hukum  perbankan  dikategorikan
schagal "a seamiess web”, yang bertnjuan untuk mencapai suatu sistem
perbankan yang sehat dsa efisien. Prinsip kehati-hatian selanjutnya dischut
{prudential regulation) merupakan aturan wmzin vang merupskan kerangka
hukum, sostal dan politis. Dalam konsep prudential regulation ukauran moral
sangat ditentukan oleh akibat tindakan yang dilakukan oleh pefaku bisnis bank
dalam mengelola bisnisnya untuk mencapai suvatu bank yang schat, efisien,
tangguh bersaing dan dapat berperan mendukung pembangunan skonomi
nasional.

Teori keutamaan moral yang dikemukakan Adam  Smith
membahas “prudence” sehagal:

Ykeadaan batin vang waspada, jeli dan sangat hati- hati, selalu
penuh perbatian terhadap konsckuensi- konsekuensi yang
paling jauh dari setiap tindskan, untuk memperoleh kebaikan
yang paling besw dan untuk menghindari kejahatan yang
paling besar™

Keutamaan ini menyangkut kewajiban untak mempertahankan hidup
pribadi, Orang yang dapst meniliki keutamaan ini sefalu berhati- hati dan

* Sonny Keraf, Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah, {Yogysnkars: Kanisius, 1996), him.

107 menjelaskan terdapat tign keniamaan pokok dulam mioral, yaitu beneficience (berbuat baik

bagi orang lain), Prudsace, dun keadilen. Beneficence metupekan kepiamaan morel yang
berkaitar dengan tindekan yang tertuju kepada orang lain, Prudence merupakan ksutomass moral

yang berkaitan dengan tHndakan.
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waspada terhadap dirinys sendiri, kepentingan dan hidupnya. Bagi Smith
keutamaan ini tidak hanya memungkinkan manusia untuk memperhatikan
kepentingan untuk masa kini, melsinkan juga wapada te;ha{iap kehidupan di
masa yang akan datang. Ia peduli akan konsekuensi- konsckuensi jangka
panjang dari tindakannya. Bahkan demi masa depannya ia rela untuk
mengorbankan kepentingannya pada masa sekarang. Demikian pula, demi
kepentingannya ia peduli akan kepentingan orang lain,

Bank vang selalu memperhatikan prudential regudations, akan peduli
terthadap konsekuensi den tindakan janpka panjangnya, balk  untuk
kepentingan bank vang dikelolanya dan sistem perbarkan secars keselurchan.

Rebijakan kepemilikan tunggal perbankan atau disebut juga Simgle
presence policy (SPP} merupakan salsh satu bentuk kebijakan pemerintah
dalam hal perbankan dalam hal ini Bank indonesia sebapat regulator dan
lembaga yang mengawasi bank- bank yang beroperasi di wilayshnya baik itu
bank nasional maupun cabang bank luar negeri yang beroperasi di wilavah
Repubiik Indonesia.

Roscoe Pound mengatakan bahwa Hukum sebagai alat perubshan
sasial (Law as @ ool of socid engineering)®. Sebagai alat pemibaharuan
masyarakat sdalah tujuan hukum secars filosofis dengan demikian hal tecsebut
berlaku baik bagi negara berkembang maupun negars modem. Hukum sebagai
alat pembaharuan masyarakat sangat penting bagi negara berkembang seperti
Indonesia karena hukum digunskan schagai alat untuk memelihars ketertiban
dan juga untuk slat pembaharuan sikap mental masyarakat, sehinggs dalam
keadaan seperti ini hokum tidak pasif. Demikian halnya dengan kebijakan
kepemilikan tunggal perbankan yang saleh saty tijuannya adalah untuk
memperkuat sektor perbankan dengan mereduksi jumlah bank dimana sam
pemegong saham pengendali yang sema memegang saham di dua bank
berbeda sehinggs terjadi cross ownership dan dapat menimbulkan kesulitan
pengawasan dari bank sentral.

* Roscoe Pound, Pengantar Filzglar Hidum, (Jukana: Penerbit Bharsss, 1998), him. 117-343.
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Terpuruknya perbankan Indonesia pada masa orde baru tzhun 1997
dan 1998 ierkail adanya rush dari masyarakat karens ketidakpercaysan
terhadap bank yang mengakibatkan efek domino yang Scricepanjangan
terhadap bank- back di Indonesia schingga beberapa bank dilikuidasi dan
dibuat satu bank baru yang cukup besar. Walaupun masih terdapat bank- bank
yang dapat berdiri kokoh pada masa krisis tabun 1997 dan 199§ dikarenakan
performing loan mereka bagus dan tidak banyak tersangkut kredit macet.

Benk Indonesia menilai dan membuat kerangka kebijakan baru untuk
memperkokah struktur perbankan di Indongsia melalui Argitekur Perbankan
Indonesia (API) yang salah satunya snensyaratkan agar pengawasan perbankan
mudah dilakukan, dan hal ini dikaitkan dengan banysknva ultimare
shareholder yang memiliki saham pengendali di dua bank, sehingea bila salah
satu bank dari wltimate sharekolder tersebit bermasalah maka akar cepat
menular kepada bank lain dimana dia jugs menjadi ulimate shareholder.

Divestasi, Merger konsolidasi dan holding company merupakan pifihkan
yang dibuat oleh Bank Indonesis kepada bank- bank vang ulfimafe
shareholder-nya sama sampai batas skhir tahun 2010 dengan berbagai syarat
dan pengaturan yang dibuatnya. Pava wltimate shareholder yang menjadi
pemegang saham pengendali pada dua bank yang berbeda harus mengambil
langkah untuk memilih satu dari tiga pilihan tersebut.

Persoalan pilihan terbentur dengan persturan Perundang- undangan
lain yang mengatur tentang bisnis perusshoan diantaranya adalah undang-
undang perseroan terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) dan Undang- Undang
Larangan Praktik Persaingan Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Holding
company merupzakan hal yang tidek dikenal dalam UU No. 40 Tahun 2007,
dan penggsbungan dua wltimate shoreholder yang sama dalam dua bank
berbeda menjadi satu bank yang sama akan menimbulkan monopoli pasar,
sehingga membuat persaingan menjadi lemah.

Prudential regularion dalam single presence policy dan teod
keutamaan moral dari adam smith terutama masalah Prudence skan menjadi
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bahan scuan untuk tesis yang berjudul Kebijakan Single Presenve Policy
Menuiu Tata Perbankan yang Sehat dan Kompetitif,

KERANGKA KONSEPSIONAL

Bank Indonesia (Bl) adalah Bank Sentral Republik indonesia yang
merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain,
kecuali untuk hal- hal Isin yang secara tegas distur dalam undang- undang
tentang Bank Indonesia’

Bank Menurut Peraturan Bank indanesia No, #16/PBY/ 2006 pasal §
ayat {1} adalab Bark Umsn sebagaimana dimaksud dalam Pasal | angka 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor
cabang bank asing.”

Perusahamn Induk di Bidang Perbankan (Bumk Holding Company)
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBl/ 2006 pasal 1 ayat (4) adalsh
badan hukum yang dibentuk dan atau dimiliki oleh Pemegang Saham
Pengendali uniuk mengkonsotidasikan dan mengendalikan secara langsung
selurah sktivitas Bank-bank yang merupakan anak perusahaannya.

Arsitelaur Perbankan Indonesia (4P5 merupakan suaty kerangka
dasar sistern perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan
arsh, bentuk dan tatanan industri perbenkan untuk rentang waktu 3 (Jims)
sampai 10 (sepulub) tahun ke depaz;f

Visi API adaloh wmencapai sualu sistenm: perbankan yang sehat, koat dan
efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dolam rangka membantu
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional *

® Indonests, Lindang- Undang Tertong Bask Indosesiz No. 23 Talun 1999, LN No. 66 Tahon
1999, TLN Mo 3843, Ssbugnimans telah diubah dengan Undang- Undang Testang Bank Indonesia
No.3 Tahun 2004, LN Ne. 7, TLN No. 4357, pasal 4 ayat (1), 2)(3).

? Indonesin, Peraturan Bank Indonesia Tentarg Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia, PRI

Momor ¥16/PBI2O0SG, TLN 4642, Pasal 1 ayat {1}
¢ ¥ srorve bi.g0,id terakhir & akses | Desember 2008.
¥ weww bi.go.id terakhir di akses T Desember 2608,
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Kepemilikan Tunggal Perbuankan Menurut Peraturan Bank Indonesia
No. 8/16/PBI/2006 pasal 1 ayat (2) adalah suaty kondisi dimana suatu pihak
hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank,'® ‘

Merger Bank menurut pasal 1 ayst {2) Peraturan Pemeriniak Republik
Indonesia no. 28 Tabun 1999 tentang merger, kongolidasi dan akuisisi bank
adalah penggebungan dari 27 {dus) bank atau lebih, dengan cara tetap
mempertaharkan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank- bank
lainnya tanpa melikuidasinya terfebih dahulu."'

Konsofidasi Bank menurut pasal 1 avat (3) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan
alasisisi bank adalah penggabungan dari 2 (dua} bank atsu lebih, dengan cara
mendivikan bank barz dan membubarkan bank- bank fersebut fanpa
melikuidasi terlebih dahulu.™

Akuisisi Bank menurut pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank
adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan
berslihnya pengendalian terhadap bank.”

Penpendalion Bunk menurut pasal | ayat (5) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia no. 28 Tshun 1999 teatang merger, komsolidasi dan
akuisisi bank adalah kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung
maupun tidak langsung dengan cara apapun, pengelolaan atau kebijaksanaan
bank.'*

Pemegang Saham Pengendali Menurut Peraturan Bank Indonesia No,
8/16/PBL/ 2006 pasal 1 ayat (3) adalah badan hukum dan atau perorangan dan

¥ tndoncsia, Peranzan Bank [ndonesia Tentang Kepemiitkan Tunggal Perbardan Indonesia, PBI
Nomar 8/16/PBH200S, TLN 4642, Pasal 1 ayat{2),

" Indonesie, Peraturan Penterimtah teniang Merger, Konsolidast dan Akuisisi Benk, PP No. 28
Tshus 1999, LN No. 61, TLN 3840, pasal 1 aym {25

" Indonesis, Peraturan Pemerintah fentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, PP Wo, 28
Tahun 1999, LN No. &1, TLN 3845, pasal | ayat (3}

¥ tndonesia, Feraiuran Pemeriniah fentang Merger, Konzolides dan Akuisist Bank, PP No. 28
Yehun 1999, LN No. 61, TLN 3840, pasal 1 syal {(4)

* Indonesia, Peraturan Pemerintah lentang Merger, Konsolidast don Akulsisi Bonk, PP No, 28
Tahen 1999, LN No, 61, TLY 3840, pasal 1 ayst {5).
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atau kelompok usaha yvang:'? pertama, memiliki saham Bank sebesar 25%
{dua pulsh lima perseratus) atau febih dard jumiah saham yang dikeloarkan
Bank dan mempunyai hak svars; tedua, memiliki sasham Bank kurang dard b
25% (dua puluh lima perseratus) dari jumiah saham yang dikelvarkan Bank
dan mempunyal hak suara pamun dapat dibuktikan telah melakukan
pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saham Bank menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank
adalah bukl penyetoran modal atas nama pemegangnya bagi bank yang
berbentuk perseroan terbatas atau beatuk lain yang disamakan dengan saham
bagi bank yang berbentok badan hukus ainnya.'®

Kehati-hatian menuret Teorl keutamasn moral yang dikemukakan
Adam Smith sdalzh keadaan batin yang waspada, jeli dan sangat hati- hati,
sefaiu penuh perhatian terhadap konsekuensi- konsckuensi vang paling jauk
dari setiap tindakan, untuk memperoleh kebaikan yang paling besar den untuk
menghindari kejahatan yang paling besar.”

2 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penufisan yang menggambarkan isi penulisan akan dibagi
menjadi lima bab, yang masing- masing bab berisi tentang:

BAR] & Pendahuloan

Dalam Beb ini diuraikan tentang later belakang masalab, rumusan
pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfast penelitian, kerangka
penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan,

** Indonesia, Peraturan Bank Indenesia Temtang Kepenilikan Tunggal Perbankan Indonesia, PRI
Nomor ¥16PBE2006, TLN 4642, Pasal 1 nyal (3).

* tdonesia, Peratwran Pemerinich tenfang Merger, Konsolidast dan Akelsizi Bank, PP No, 28
Tahun 1999, LN Ne. 61, TLN 3840, pesal | ayat (5).

¥ Sonny Keref, Paser Bebas, Keodilan dam Peran Pemerinich, {Yogyakarta: Kenisivs, 19963 hm.
107
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BAB I : Prinsip Kebhati-hatian dasn  Arsitektur
Perbankan Indoncsia,

Dalam bab ini akan diuraikan featang latar belakang dikeluarkannya
Arsitektur Perbankan Indonesia, prinsip kehati-hatian pank dan munculnya
Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan.

BAR I : Kebijakan kepemilikan Tanggal Berbenturan
Pengan Undang- Undang Perseroan Terbatas dan Undaag-Undang
Persaingan Usaha Tidak sehat.

Dalam bab ini skan diurgikan mengenai Kebijakan Kepemilikan
Tungpsl Perbankan dengan opst divestasi, merger konsolidasi, holding
company. Tiga opsi tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan
Terbatas UL No. 48 Tahun 2007 dan Persaingan Ussha Tidak Sehat UU No. §
Tahun 1959,

BABIV 4 Kepemilikan Tunggal Memperkuat Fodastri
Perbankan

Palam bab ini akan divraikan dampak dari prinsip kehati-hatian bank
Prudential Barking} dihubungkaa dengan terjadinys cross ownership dan
penyalabpunaan keadaan seria pengawasan perbanksan oleh Bank Sentral.

BARV - Kesimpnlan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dari tesis ini.
Berisi kesimpulan dari bab- bab dan materi yang telah diuraikan pada bab- bab
terdahuiu, Dalam bab ini jupa terdapat saran- saran yang dibertkan oleh
peralis.
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BAB I

Prinsip Kebati-hatiaa dan Arsiteltur Perbankarn Indonesia.

A. Priusip Kehati- Hatian Dalam Perbankso

Lembaga Keuangan, baik bank maupun lernbaga keuangan non bank
mempunyai peranan ponting bagi aktivitas perekonomian, Peran strategis bank
den lembage kenangan son bank tersebut sebagai wahana yang mampu
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sceara efektif dan efisien ke arah
peningkatan tasaf hidep rakyat, Bank dan lembaga keuangan non bank mecupakan
perantara keuangan (fimaneial intermediaries) sebagal sarana pendukung yang
amat vital untuk meaunjang kefancatan perckonomian.'

Peran strategis bank dalam perantara keuangan merupakan alat vit! untuk
pembangunan nasional oleh sebab itu bank dalam menjalankan bisnisnys bank
perly melakukan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dang yang dihimpun
olehnya untuk pihak lain? Prinsip kehati-hatian stau Prudential meropakan salah
satu upaya bank untuk tetap dapat bertahan dalam melakukan bisnis yang penuh
dengan resiko dalam pengelolaan vang baik dana yang berasal dari modal pribadi
maupun dari masyarakst wmum yang memberikan kepercayaan kepada bank
melalu tabungan, gire mavpun deposito.

Prudential regulation datam hukum perbankan dikategorikan sebagai "z
sexmies web”, yang bertujuan untuk meacapai suatu sistem perbankan yang sehat
dan efisien. Prudenticl regulation merupzkan afuran main yang merupakan
kerangka hukum, sosial, dan politis, Dalam konsep prudential regulation ukuran
moral sangat ditenfukan oleh akibat tindakan yang dilakukan oleh petaku bisnis

' Johances Tbrabim. Bank Sebagat Lembaga Inwiermediasi dalom Hdum Positlf, (Bandung: CV.
oo, 20043, Him. 36.

Le%xzfz ;aah $ya}ml Sabmzz mcngmakan bahwa Dmgan mdusm pexbankm yang seaaz zfan funt
maks diberapkan perbankan dapst wenjalaniom fungsinyz schagal sumber pembisysan
pembangunas nasional. Dalam kondisi dimana pasar modal dalam negert yang bejum sepenvhnya
berkembang, melemah dan menguatnye sektor perbapksn akan sangat mempengaruhi aktivites
ekenomi. Dalam kondisi demikian, kegiatan pewekonomian depet ditingketkan apabila pemberian
kredit oleh perbankan depst berjalan lancar. Sebalilnya, melambatnys pemberian kredit perbankan
dapst puls mengakibatkan kegiatan ekongnyi mengalami kelesuan,
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bank dalam mengelola bisnisava untuk mencapai suatu bank vang sehat, efisien,
tangguh bersaing dan  dapat berperan mendukung  pembangunan ckonomi
nagional.’

Black's Law Dictionary memberikan uraian tentang “prudence ™ schagai
berikut:

“Carefulness, precaution, attentiveness, and good judgenment, as

epplied to action or conduet. That degree of care required by the

exigencies or circumstances under which it Is to be exercised. Thiz

term, in the language of the law, is commonly associated with care
and diligance and contrasted with negligence, "

Teori keutamasn morsl yang dikemukaken Adam Smith membahas Pruderce

sebagak:

“Keadaan batin yang waspada, jeli, dan sangat hati-hati, sclalu

penuh perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi yang paling

jauh dari setiap tindakan, untuk memperoich kebaikan yg’gg paling

besar dan antuk menghindari kejahatan yang paling besar,

Bank yang sclalu memperhatikan prudential regulmion akan peduli
terhadap konsekuensi dan tindakan jangka panjangnya, baik sntuk kepentingsn
bank yang dikelolanya dan sistem perbankan secars menyeluruh.

1. Prinsip Kehati- Hatian dalam Undang-Undang Perbankan di
indonesis

Prinsip kehati-hatian adaleh prinsip pengendalian resiko melalui penerapan
peraturan perundang- undangsn dan ketentuan yang berlaku secar konsisten.®
Prinsip kehati-hatian ditujukan pada keamanan dan kesehaten lembaga keuangan
dalam kaitannya dengan perlindungan nasabah khususnya kerugian nasabah yang
timbul ketika institusi fersebut bangkrut, walaupun tidak menimbulkan dampak
terhadap sistern keuangan. Pengaturan ketentusn kehati-hatian dan pelaksanaan
pengawasan serla pemoriksaan perbankan dilaksanakan karena nassbah tidak

* Sonny Keraf, Op. Cir., hlm. 14,

* Henry Campbell Black’s. Black's Low Dictionary. Sixth Edition, (St Pan! Minn: West
Pubfishing Co, 1990), him.1226,

* Sonny Keraf, Op. Cit., him. 108

PH.R Deeng Nuja. Hukum Kredit dan Bunk Garansi (The Bankers Hand Book), Randung: Citra
Aditya Bakei, 2005, Him. 293,
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berada dalam posisi unfuk menilal dan mengetahui keamanan serta kesehatan
usaha lembaga keuangannya, Hal tersebut perlu dilaksanakan sekalipun nasabah
dapat menuntut kompensasi pembayaran dans ysng disimpan di bankys dan
deposit insurance fund atau penjaminan pemerintah (Lembaga Penjamin
Simpanan) dalam hal banknya dilikuidasi.”

Dalam ikum positif yvang berlaku di Indonesia mengenai Perbankan
prinsip kehati- hatian diakomodir dalam ketentuan normatif yang tercantum
dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 2 yang
berbunyi: “Perbunkan Indonesia dalom melokukon usahanye berasaskan
demokrasi ekonomi dengun mengginakan prinsip kehati-hatian ™

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubshan Atas Undang-
Undang Nomar 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , Bab V Tentang Pembinsan
dan Pengawasan Bank, Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) dimana dalam pasal-
pasal tersebut dikatekan bahwa Bank Indonesia melekukan pembinsan dan
pengawasan baok yang beroperasi di wilaysh Republik Indonesia. Pembinaan
yang dimaksud adalzh upays-upaya yvang dilakuksn dengan cara menetapkan
peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan,
kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiaten
usaha operasional bank.

Peagawasan yang dimaksud adalah meliputi pengswasan tidak langsung
yang terutamu dalam bentek pesgawasan dini melslui penelitian dan evaluasi
laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksazn yang disusul
dengan findalkan-tindaken perbaikan, oleh karepa itu Bank Indonesia diberi
kewenangan, ianggung jawab, dan kewnjiban secars utuh untuk meldkukan
pembinzan dan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif. Kewajiban
bank ysng ada dalam pengawasan Bank Indonesia adalah bank wajib memiliki
dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya
proses pengembilan keputusan dalam pengelolass bank yang sesuai dengan
prinsip kehati-hatian. Dalam hal prinsip kehati- hatian yang wajib dilakukan bank

* bid, hlm, 294,

® Indenesia, Undung-Undang Tentang Perbankan No. 7 Tehun 1992, LN No. 31 Tehup 1992,
TLN No, 3472, Pasal 29 syat (2).
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yaitu dengan cara bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal, kuslitas aset, kualitas manajemen, lkuniditas
rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berbubungan dengan ussha bank,
dan wajib melakuokan kegiatan usahs sssuai dengan prinsip kehati-hatian, dimana
hal ini berujuan agar jangan terjadi keadaan insofvable bagi bank sehingga
nasabah menjadi tidak percays dan dapat merambat kepada bank- bank lain yang
masih sehat.’

Prinsip kehati- hatian menyangkut juga dalam hal pemberian kredit
dimana dalam membersikan kredit atas pembiayaan berdasarkan prinsip sysriah
dan melskukan kegiatan useha lainnya, bank wajib menempub cara-cars yang
tidak merugikan bank dan kepentingan nasshah yang mempercayakan dananya
kepada bank, sebab dana yang dikelola cleh bank adalah dana pihak Iain dan
bukan dana bank sendisi. '

Bank sebagai pihak yang dipercayakan oleh nasabah untuk mengelola dananya
maka wajib menyedinkan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko
kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank, hal
int watuk menjsga nasabah dari kerugisn yang tidak perlu. Informasi yang
dimaksud adalah Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko
kerugian nasabah dimaksudkan ager akses untwk memperoleh informasi peribal
kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekafigus menjamin
adanya transparansi dalam dunia perbankan. Infomasi tersebut dapat memuat
keadsan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas asel. Apabils informasi

* Indonesia, Undang-Undang Tentang FPerbankan No. 7 Tahum 1992, LN No. 31 Tehun 1592,
TLN No. 3472, Pasa! 29 ayat (4).

* Indonesia, Undang-Undong Tentang Perberkan No. 7 Tshun 1992, LN No. 31 Tahun 1992,
TLN No. 3472, Penjelasan Ates Undeng- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tabhun 1992
Tentung Perbankan. Lebib fanfut dikataker dalarm penizinsan bahwa dalam rangke peayempumaan
tots perbankan di lodonesie ditempuh langkabdangkeh antars fsin sebagai berikut: (1)
Penyederhansan jenis bank, menjadi jenis bank wnum dan jenis bank perkreditan rakyss, serta
miemperieias ruang Jingkup dan belas kegintan yang dagat disclenggarakan. (Z) Persyaratan pokok
untuk mendicikan suatu bank distur secura rinel, schingea ketenbusn pelaksanasn yang berkaltan
dengan kegiatan perteinkan lebih jelas dan terarah. (3). Peningkatan perlindongan dana mosyarakat
yang dipercayskan peda lemboga perbasken melahd penerspan prinsip kehatihulisn dan
pernenuhan ketentun persyaratan keschaian bask. {4). Peningkstan profesionafisme para pelaku
di bidang perbankan. (5). Perhuasan kesempatan untuk menyelenggzrakan kegistzn di bidang
pesbankan secara sehel dan berfanpgung jewsh, sekaligus mencegah lerjsdinya prkiek-prakick
yong menigtkan kepentingan smasyerakat luss,
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tersebut telah disedinkan, bank diangpap telah melaksanakan ketentuan ini.
Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara
penempatan dana dari nasabah, atau pembelian/ penjusian surat berharga untuk
kepentingan dan atas perintah nasabahaya.''

Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indoaesia sesuai
dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dalam
Bab VI Tugas mengatur dan mengawasi baok dimulai dari pasal 24~ 38, Bank
Indonesia dalam melaksangkan tupas mengatur bank berwenang menetapkan
ketentuan-ketentuart perbankan yang memuai prinsip kebati-hatian dan
ditetapkan dengsn peratoran bank Indonesia,'*

Salah saty peraturan yang ditetapkan olch Benk Indonesia berupa sistem
penilaian keschatan  bank yang dikenal dengan CAMEL yang terdiri dari
komponen permodalen (Capitol Adeguacy), kualitas aktiva produktif (dssers
quakity), mangjemen risiko Meonagemeni of risk), rentabilitas (Earning ability)
dan likaiditas {Liguidity sufficiency).

Bagi bank umum maka prinsip kehati-hatian isi tampak dalam pemberian
keedit kepada debitur. Yaitu sesusf dengan Peraturan Bank Indonesfa Nomor:

"* Indonesis, Umdang-Uindang Tertangy Perbankans No. 7 Tabun 1992, LN Ne. 31 Tahun 1992,
TLN No. 3472, Penjelasan Pasal 29 gyut {1, (2), (3) dan (4},
** Indonesin, Undang- Undung Tentang Bank Indonesia No23 Tahun 1999, LN Mo, 66 Tahun
1999, ’gdﬁ Mo, 3843, Penjelasan Pasal 25 syat (1) dan (2) selengkapnya berbunyit
Ayet (1%
"Ketentuan- keteninan priankan yang memuat pensip kebati-hatian bertujusn untuk memberikan
mmbu-rambu  begl penyclenpgarsan kegiatan ussha perbankan guna mewajodkan sistom
perbankan yang sehal. Mengingst peatingnya tujnan mewsiudkan sisteon perbanksn yang sehat,
meks peratursn-persturan di bidang perbanken yang ditetapksn oleh Bank Indosesis hares
didukung, dengan sanksi- sanksi yang adil. Pengsturan bank berdasarkan prinsip kehath- hatian
t:w@g}dimmm ptle dengen standar yang beriaku secars internasianal "

m T
"Pokok-pokok berbagal ketentuan yang akan ditetapkan dalam peraturan bunk indonesie antara
fain memuat:
Perizinan bank;
Kelembagaan bande
Keglalun usaha bank pada ymumnys;
Kegiutan usaha bank berdasarkan prinsip sysriah;
Merger, konsolidust, e akolyist bank:
Sistemn informasi antarbenic
Tats cars pengawassn bank;
Sistem peispoma bank kepada Bank Indonesin;
Penyehutan Perbankan;
Pencabintan izin usaha, fikuidast den pembubaran bentuk hukum bank:
lembaga-lembaga pendulung sistem perbankan,

YR e AP O PR
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7/3/PBI/2003 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dimana
menjelaskan bahwa batas maksirmum pemberian kredit adalah  persentase
maksimum peoyediaan dana vang diperkensnkan terhadsp modal bank.
Sedangkan yang dimaksud dengan “penyediann dana’ dan "modal” tercantum
dalam butir (3} dan (4) adajah:"

Kredit;

Surat Berharga;

Penemypsatan;

Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali;

Tagihan akseptasi;

Derivatif Kredit (eredit derivative;

Transaksi rekening administratif;

Tagihan Derivatif:

Potential Futyre Credit Exposare;

Penyertsan Modal Sementars;

k. Penyertasn Modal Sementars;

Bentuk penyedisan dana lsinnya yang depat digunakan dengan huruf a
sampai dengan huruf'k

Modal adslah:

8. Modal int dan modal pelengkap bagi bank yang berkantor pusat di
Indonesia; atau

b. Dana bersih kantor pusat dan kantor-kantor cabang lainnye di luar
nepen (nei bead office fimd), bagi kantor cabang bank asing.

@R oMo 6 e R

et 4

L

—
"

Dalam penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit yang bertanggung
jawab bank menerapkan prinsip pemberian kredit yang terdivi atas prinsip 5 C
vaitu:"“pertama, Watek (Characier);kedua, Mods (Capital) ketiga, Kemnampuan

(apacityi keempat, RKondisi Ekonomi (Condition of Economic); kelima, Jaminan
Collateral).

* Pemturan Bank Indonesia Nemor T/3/PBI2005 Tentang Batas Maksisnun Pemberian Kredit
Bank Unnen. Butir (3) dan (4).

* torahim, Johannes. Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumiif Datem Perjanjfan Kredit
Bank {Perspektif tukaem dan Fkononi), Bandung: Mandar Maiu, 2004, him, )6-18.
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Prinsip 5P vyaitu: perama, Penggolongan Peminjam (Partyi kedua, Tujuan
{Purpose); ketiga, Sumber Pembayaran (Payment); keempai, Kemampuan
memperoleh laba (Profitability); kelima, Perlindungan (Protection).

Prinsip 3 R vaitu: perfama Hasil yang @i capat Rerurny’ returning) kemudian,
Pembayaran Kembali (Repayment};dan terakhir, Kemanipuan untuk menangpung
resiko (Risk Ability).

B. Arsitektar Perbankan Indoaesia

Saat ini industri perbankan Indonesia telah wemiliki asitektur
perbantkan Indonesia (APl} yang merupakan blue print mengenai arah dan
tatanan perbankan nasional ke depan. Dikatakan biue prinf karena API bukan
hanya erupakan suata pelicy recomendotion bagi industri perbackan
nasional dalam pmenghadapi segala perubahan yang terjadi pada masa
mendatang, melainkan jups menjadi policy direction mengenai amh yang
harus ditempuk oleh perbankan dalam kurun wakty yang cukup panjang.

Melalui kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang
dimulai wacananva pada awal lapuari 2004 (di mana salah setu syarat modal
minimum bagi bank umum menjadi Rp. 100 miliar selambat-Tambstnya pada
tahun 2011) Bank Indoncsia telsh menetapkan berbagai upaya untuk
penychatan dan penguatan industri perbankan nasional. Dslam kebijakan
tersebut, program konsolidasi industri perbankan merupakan salah satu
inisiatif pokok vang mengurahkan gersk langkah industri perbankan nasional
ke depan.’

Seiak diluncurkan pada tangga! 9 Januari 2004, AP telah
miendapat beragam tanggapan dalam bentuk saran dan kritik vang membangun
untuk menjadikan program- program API lebih terintegrast dengan program
perekonomian nasional. Selsin i, perkembangsn perbankan secara global
juga menuntut adanye penyesuaian terhadap program- progtam API agar pada
waktunyza nanti industri perbanksn nasional mampu bersaing pada tataran

¥ 4L Dueng Naja, Zoccir, him. 15,
" Dendawijays, Lukman, Manajemen Perbanksn, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 283-284.
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internasional dengan sumber daya manusia yang unggul, teknologi informasi
yang memadai, dan infrastruktur pendukung yang cukup serta mogal yang

memadai.’’

Bertitik tojak dar keinginan untuk memiliki fundamental perbankan
vang lebih kuat dan dengan memperhatikan masukan-masukan yang diperoleh
dalam mengimplementasikan APl selama dua tahun terakhir, maka Bank
Indonesia merasa periy untuk menyempumskan program-program kegiatan
yang tercantum dalam APL Penyempurnaan program-program kegiatan API
tersehut tidak terlepas pula dari perkembangan-perkembangan yang terjadi
pads perekonomian pasional maupun internasional. Penyempurnaan terhadap
program-program API tersebut antara lain mencakup strategi-strategi yang
lebih spesifik mengenai pengembangan perbankan syariah, BPR, dan UMKM
ke depan sehingga API dibarapkan memiliki program kegistan yang lebih
fenpkap dap komprehensif yang mencakup sistem perbankan secara
menyeluruh terkait Bank umum dan BPR, baik konvensional maupun syariah,
serta pengembangan UMKM.'

1. VISl APE

Arah kebijakan psapembangan industri perbankan df masa datang oleh
AN dilandasi oleh misi "mencapai suaiu sistem perbankan yang sehai, kuat
dan efisien guna mencipiakan kestabilan sistem kevangan dalam rangka

membantu mendorong pertumbihan ekonomi nasional.”

APl menjadi kebutuhan yang mendesak bagi perbankan Indonesia
dalarn rangka memperkuat fondamental industrd perbankan. Krisis ekonomi
tahun 1957 menunjukan bahwa industri perbankan nasional belum memiliki
kelembagaan perbankan yang kokoh dan didukusg dengan infrastruktur
perbankan yang baik schingga secara fundamental masih harus diperkuat
untuk dapat mengatasi gejolak internal maupun ckstemal. Belum kokohnya
fundamental perbankan nasional merupakan tantangan bukan hanya bagi

¥ Aris Susento, Arsitebtur Perborkan Indomesic Dan Implementasinga Terhadap Dunia
Perbankan (Tesis Universitas Indonesia, Jakserts 20085 him. 17,

'® Arsitektur Perbankan Indonesta. <www. bl go id>. 30 Oktober 2008.

¥ H.R, Daeng Naja, foc, ¢if. him. 15,
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industri porbankan secera umum, tetapi juga bagi Bank Indonesia ssbagai
otoritas pengawasnya ”’

Untuk mempermudah pencapaian visi APL maka ditetapkan beberapa

pilar sasaran yang ingin dicapai, yaitu®
1. Menciptakan stroktur perbankan domestik yang sehat vang mampa
memenuhi kebutshan magyarakat dan mendorong pembangunan

ekonomi nasional yang berkesinambungan.

2.  Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif
dan mengacu pada standar intemasional.

3. Menciptskan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing
yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi restko.

4, Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat
kondisi internal perbankan nasional.

5. Mewyjudken infrastrukter yang lengkap untuk  mendukung
terciptanya industri perbankan yang sehat.

6. Menciptakan pembecdayaan dan perlindungen komsumen jasa
perbuaskan,

Guna mewujudken vist APl dan sasaran vang ditetapkan serta
mengacu pada tantangan- tantangan yang dihadapi perbankan, maka keenam
pilar API tersebut di atas akan dilaksaviakan melalui beberaps program
kegiatan sebagai berikut®

1. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasionat,

Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum
(konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampusn bank
mengelola usaha maupur resiko, mengembangkan teknologi informasi,

# Aris Susanto, log, ¢it Him, 18-19,

¥ Assitektur Perbankan Indonesia. <wwy bf go.id>. 30 Oktober 2008.
# H.R Daeng Najs, foc. cit. hlm 1921,
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maupunt meningkatkan skala uszhanya guna mendukung peningkatan
kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program
penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap.”

Stratepi peningkatan permodalan bank umum ini ditandai dengan
penetapan pencapain modal inti minimum secars bertahap, yaitu sebesar
Rp. 80 Miliar pada akhir tahun 2007 dan sebesar 100 Miliar pada akhir
tahun 2010, dengan strategi tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) sampati 15
{lima belas) tahun ke depan program peningkatan permodalan bagi bank
wmum  secara  keseluruhan diharapkan dapat menciptakan  strukhur
perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapataya:**

= 2 sampai 3 bank yang memiliki polensi untuk menjadi bask

internasional dengan kapasitas dan kemampuan beroperasi di

wilayah intemasional serta memiliki modal di atas Rp. 50 Triliun;

* 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang
sangat as dan beroperasi secars nasional serta memiliki modal
antara Rp. 10 Triliun sampat dengan Rp. 58 Triliun;

» 30 sampai 50 Bank yang kegiatan usahanya terfokus pade segmen
usahsa tertenty sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi maging-
masing bank. Bank- bank tersebut memiliki modal antars Rp. 160
Miliar sampai dengan Rp. 10 Trilinn;

» Bank perireditan rakyai (BPR) dan bank denpan kegiatan usaha
terbatas yang memiliki modal dibawah Rp. 108 Miliar,

2. Program Pepingkatan Kuzlitas Pengaturan Perbankan.

Programr  ini  bertujuan unfuk meningkstkan efekiifitas
pengaturan serta memenuhi standar pengaturan yeng mengacu pada

¥ aris Susanlo, loe. cit. him, 24,
Lebih Lanjut dalam upeya pencapaien socra bertahap maka dapst dilslakan melalui:
1. Fenambahan modal baru balk deri pemegaeg ssham lama maupun investor bary;
Z.  Merger dengan bank {mav beberaps bask) lain ateu bank jangker untuk mencapa
persyarstan minimum ban; dan atan
3. Pencrhitan saham bary wiau secondiry offering 41 posar modal,
# Aris Susanto, foe. oir, Him, 25-26.
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international best practices. Program tersebut dapat dicapai dengan
penyempumgan proses penyusunan kebijekan perbankan serta
penerapan 23 basel core principles for effective banking supervision
secars bertahap dan menyeluruh, Dalam jangka wakiu lima tahun ke
depan diharapkan Bank Indonesia telah sejajar dengan negara-
negara lain dalam penerapan international best practive termasvk 25
Based core principles for effective banking supervision. Dari sist
proses peayusunan kebijakan perbankan diharspkan dalam dua tabun
ke depan Bank Indonesia telah memiliki sistem penyusunan
kebijakan perbankan yang efektif vang telah melibatkan pihak- pihak
terkait dalam proses penyusunannya,

Program peningkatan fungsi pengawasan,

Program ini bertuizan untuk meningkatkan independensi dan
efektifitas pengawasan perbankan yanp dilskukan oleh Bank
Indonesia Hal ini dicapai dengan peningkatan koordinasi dengan
pengawas lembaga lain, reorganisasi sekior perbankan di Bank
Indonesia, penyempurnaas pengawasan  berbasis  resiko, dan
peningkatan efekiifitas enforcemens. Dengan demikian jangka waktu
duz sampai Hma tahun ke depan fungsi pengawasan bank vang
dilakukan oleh Bank Indonesia akan sejajar dengan pengawasan yang
ditakukan oleh otoritas pengawas di negara lain,

Program peningkatan kualitas manajeman den operasional perbankan,
Program ini bertujusn untuk meningkatksn good corporats
governance (GCG), kuslitas mansjemen resiko dan kemampuan
operasionsl manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan
didukung oleh kemampuan operasional (termasuk mansjemen
resiko} yang handal diharapkan dapat meningkatkan Kkinerjs
operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tabun ke
depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjudi kuat.

Program pengembangan infmstruktur perbankan.
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Program ini bertujuan untuk  mengembangkan sarana
pendukung operasional perbankan yang efektif seperti credit burean
dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan kredit
bureau akan membantu perbankan dalam meningkatkean kualitas
keputusan kreditnya, sedangkan pengembangan skim penjaminan
kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat. Dalam
wakiu tiga tahun ke depan dikarapkan telah tersedia infrastruktur
pendukung perbankan yang mencukupi.

6. Program peningkatan perlindungan nasabah.

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabsh
melalui penetapan standar penyusunan mckanisme pengaduan
nasabah, pendidan lembage- lembaga mediasi  independen,
peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi
bagi masyarskat, [Jalam wakiv dua sampai lima tahun ke depan
diharepkan program- program  tersebut  dapat  meningkatkan
kepercayasn nasabah pada sistem perbankan.

2 Tahap- Tahap Tmplementasi AP
Impelentasi program API dilaksanakan beriahap dan dimnlai pada tahun
2004 denpan perincian sebagai berikut:*
1. Propram penguatan sirukbur perbankan nasional,
s  Memperkuat permodalen bank,

» Moningkatkan pergyaratan modal it minimum bagt bank umum
konvensional maupun syariah {termasuk BPD) menjadi Rp. 80

Miliar dilaksanakan pads tahun 2007,

¢ Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank
konvensional maupun syariab (fermasuk BPD) menjadi Rp. 100
miliar dilaksanskan pada tahun 2010,

# Aris Susanio. foe. oir. Hlm. 29-37
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Mempertahankan persyarstan modal disetor minimom Rp. 3
Triliun untuk pendirian bank umum konvensional sampai dengan
! januari 2011,

Meneiapkan persysratan modal disetor minimam Tp. | triliun
untuk pendirian bsak umum syanizh.

Menetapkan persyaratan modal sebesar Rp. 500 miliar bagi bank
umum syariah yang berasal dari spi off unit usaha syariah.

Mempercepat batas waktu pemenvhan persyaratan minimum
modal disetor BPR yang semula tahun 2010 menjadi tabun 2008.
Memperkoat daya saing BPR dan BPRS

Meningkatkan Hnkage program antara bank umum dengan BPR.

implementasi program  sliansi strategis lembaga keusangan
syariah dengan BPRS melalul kemitraan strategis dalam rangks
pengembangan UMKM.

Mendorong pendirian BPR dan BPRS di juar pulau jawa dag bali.

Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS bagi
yang ielah mementuhi persyaratan.

Memfasilitasi pembentukan fasifitas insa bersama untuk BPR dan
BPRS.
Meningkatian akses kredit dan pemnbiayaan [IMKM

Memfasilitasi pembentukan dan monifering skim penjaminan
kredit dan pembiayaan,

Mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiaysan kepada
UKMK khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dag i
daerah pedesasn.

Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UKMK dengan
pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan syariah.
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Mendorong bank- bank svariah untuk meningkatkan porsi
pembiayaan berbasis bagi hasil.

Program peningkatan kualitas pengaturan perbankan nasional.

Memformalkan proses gindikasi dalam menyusun kebijakan
perbankan

Melibatkan pibak I dalam setiap pembuetan kebijakan
perbankan.

Membentuk panzsl ahli perbankan.

Memiusilitasi pembentulan lembaga riset perbankan di daerah
tertentu maupun pusat,

kuplementasi secara bertahap infernariona! best practises.

25 Basel core principles for effective banking supervision.

Basel 1]

Islamic financial service board (IFSB) bagi bank syariah.

3. Program peningkatan fungsi pengawasan.

& Meningkatkan koordinasi dengan lembega penpawas lain

Membuat MoU dengan lembsga keuangan lain dalam rangka
peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan bank.

b. Melakukan reorganisai sektor perbankan di Bank Indonsesia,

-

Menyempurnskan High Level Orgersivation Structure (HLOS)
sekior perbankan Bank Indonesia.

Mengkonsolidasikan  satker pengawasan dan  pemeriksaan
termasuk pembentukan pooling spesialis.

Mengkonsolidasikan direktorst pengawasan BPR dan birog kredit
di Bank Indonesia termasuk mengalihkan fungsi,
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Menyempurnakan organisasi direktorat perbankan syariah.

‘Menyempumnakan infrastruktur pendukung pengawasan bank.

Meningkatkan kompetensi peéngawasan bank wmum dan BPR
baik konvensiona! maupun syarish antara lain melalui program
sertifikasi dan sttachment di lembaga pengawas intemasional,

Penyiapan SDM pengawas spesialis.
Menyempurnakan IT pengawasan bank.
Menyempurnakan sisterst pelaporan BPR.

Menycmpurnakan mangjemen dokumen pengawasan bank.

d. Menyempurnakan implementasi sistem pengawasan berbasis resiko

£,

Menvempurnzkan perdoman dan shit bantu pengawasan dalem
mendukung implementasi pengawasan berbasis resiko bank
umum konvensional dan syariah.

Meningkatican efektifitas enforcement.

Menyempurnakan proses investigast kejahatan perbankan.

Meningkatkan transparansi pengawasan dalam  mendukung
efektifitas enforcement.

Meningkatkan peclindungan hukum bagl pengawas bank.

4. Program peningkatan kualitas manaiemen dan operasional bank.

a. Meuingkatkan Goed Corporate Gorvernance (GCG)

»

Menetapkan minimum  standar GCG  untuk  bank  umem

konvensional dan syariah.

Mewsijibkan bank untuk melakukan self assesment pelaksanaan
GCG.

Mendorong bank- bank untuk go public,
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b. Meningkatkan kualitas manajeinen resiko perbankan,

o Mensyaratkan  sertifikasi  mapajer  resiko  bank  umum
konvensiona! dan syariah.

» Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS,

¢. Meningkatkan kemampuan opergsional bank.

» Mendorong bank- bank untuk melaksanakan sharing penggunaan
fasilitas operasional guna menekan biaya.

o Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan
operasionsi bank.

5. Program pengembangan infrastruktur perbankan,
#, Mengembangkan credif burecu
s Melakukan pembentukas credit bureau.

e Mengembangksn sistem informasi debitur untuk  lembags
keusngan non bank.

b. Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah
s Menyusun dan menyempumakan peraturan pasar keuangan
syariah,
o  Menyusun peraturan yaag berksitan dengan  instrumen pasar
kevangan syariah
¢. Meningkatkan peran lembaga fatwa dan lembuaga arbitrase syariah.

s« Meningkatkan peran lembaga fatwa dan lembaga arbitrase
syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank
terhadap prinsip- prinsip syariah.

6.  Program peningkatan perlindungan nasabeh.

a. Menyusun standar mekaaisme pengaduan nasabab.
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» Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan
nasabah.

s Memantau dan mengevaiuasi pelaksansan ketentuan yang
mengatur mekanisme pengaduan nasabah,

b. Membentuk lerabaga mediasi independen.

*  Memfasilitasi pendidikan lembaga mediasi perbankan.

¢. Menyusun transparansi informasi produk.

e Memfasilitasi penyusunan  standar minimum  transparansi
informasi produk bark.

s Memaniau dan mengevaluasi pelaksanaan  ketentuan yang
mengatur transparansi informasi produk bank.

C. Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbmukaa

Bank Indonesia telah berupaya untuk menggerakan industri perbankan ke
arab yang lebih baik melalui program-program srsiicktur perbankan Indonesia
{APT). Pilar I AP] mengenai pengustan struktur perbankan nasionsi dan pifar HI
APL yaitu peningkatan fungsi pengawasan diimplementasikan dengan keluamya
Peraturan Bank Indonesis mengenai Kebijaken Kepemilikan Tunggal Perbankan
dimana dalam kebijekan ini mengharuskan kepada semua pemilik bank khususnya
pemegang saham pengendali untuk mengonsolidasikan kepemilikannya di bank-
bank yang dalam safu grap usahanya dengan batas waktu hingga tahun 2010

. Paket kebijakan okiober 2006 adalah kebijakan kepemilikan tunggal
perbankan yang tertwang dalam Persturan Bank Indonesia (PBD) Nomor
8/16/PBL2006 tanggal 5 Oktober 2006, juncte kebijakan mengenai pemberian
insentif dalam rangka konsolidasi perbankan sehagaimana diatur dalam Peraturan
Bl nomor 8/17/PBI/200% tanggal 5 Oktober di rubah dengan peraturan Bi nomor
5/12/PBI/2007.%

** Jobsnnes Ibrahim, Penerapan Single Presemce Policy don Dampaknya Bogi Perbankan
Nasional. (hernal Hukes Bisais Vol, 27 No. 2 Tehuws 2008). hlm, 5.
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Dalam: kebijakan  kepemilikan tunggal perbankan Bank Indonesia
menawarkan tiga opsi yaita:”?

. Mengalihkan sebagian atau selurvh kepemilikan salamnye pada salab satu
atau lebih bank yanp dikendalikannya kepada pihak lain schingga yang
bersangkutan hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali (selanjutnya
disebut PSP} pada 1 (satu) Bank;

2. Melakukan merger atae konsolidasi  atas  Bank-Bank  yang
dikendalikannya; atau

3. Membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan atsu Bank Holding
Compuny (BHC}.

1. Pengaturan Kebijakan Tanggal Perbankan dalam Peraturan Bask
Indonesin Nomor 8/16/PBI2006

Untuk dapat memnahami kebiiskan kepemilikan tunggal perbankan maks
perlu untuk diperhatikan beberapa pasal Peraturan Bank Indonesis yang penting
unfuk dicermai vaihu:

Bahwa bark yang akan terkena dampak kebijakan kepemilikan tunggal
perbankan sesuai dengan pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PRI/2006
yaito:?®

Bank adalgh Bank Umum sebagaimans dimaksud dalam Pasal T angka 3
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubsh dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tidak termasuk kantor
cabang bank asing.

Sedangkan yang dimaksud Kepemilikan Tunggal adalah swatu kondisi
dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (sat)
Bank,

:: Kebijaken Kepemiliken Tunggal Perbankan. <www.bi.goig>. di akses 31 Oktober 2008
Peraturan Bank Indonesia Noaor $/16/PBI2006, febih Janjut dalam persturan ini bevisi 15 (Hima
belas pasal) yang mengator tentang kebijakan kepemifikan tunggs! perbarikan.
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Untuk Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau
perorangan dan atau kelompok usaha yang:"® pertama, memiliki saham Bank
sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah ssham yang
dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara; kedua, memiliki saham Bank kurang
dari 25% {dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank
dan mempunyai bak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian
Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk pembuatan Bank Holding Cempany BI mengaturnya dalam
Peraturan Bank Indonesia Nomor &/16/PBI/2006 yaitu Perusshsan Induk di
Bidang Perbankaen {(Bark Holding Company) adalgh badan hukum yang dibentuk
dan siau dimiliki oleh Pemegany Saham Pengondali untuk mengkonsolidasikan
dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Hank-bank yang merupakan
anak perusghaannya

Di dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI2006
dikatakan bshwa samy pemegang ssham pengendall hanya boleh menjadi
pemegang saham pengendali pada satu bank sajs, dimana pengeriian ini
mempteiyai arti sampsi dengan pemegang ssham terakhir (ftinzate shorehwlder)
dari badan hukum vang bersangkutan,

Sejalan dengan itu, pengertian mengenai telah melakukan pengendslian
baik secars langsung maupun Hdak langsung jugs mengacy kepada Ketentuan
Bank Indonesias yang berlaku fentang Penilaian Kemampuan dan Kepahutan (Fi
and Proper Tesh}.

Pengecualian terhadsp ketentuan tersebut berlaku bagi yaitu Pemegang
Saham Pengendali pada 2 (dua) Bank yang masing-mesing melakukan kegiatan
usahs dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip
Syariah, namun apabila Pemegang Saham Pengendali memiliki lebih daxi 2 {dus)
Bank dan diantaranya tendapat beberapa Bank yang memiliki prinsip kegiatan
usaha yang sama, wmaka kepemilikan atas Bank-bank dengan prinsip kegistan
ussha yang sama tersebut tidak memperoleh pengecualian.

* tndonssia, Peraturan Bank fndoresia Tentang Kepemilikan Tunggal Perbarkon Indonesia, PBI
Normor 8/16/PBU/2006, TLN 4647,
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Sehagai contoh; Pemegang Saham Pengendali yang telah memiliki 1 (safu)
Bank konvensiona! dan 1 (satu)} Bank berdasarkan Prinsip Syariah yang kemudian
mengakuisisi Bank berdasarkan ?’rins;ip Syariah, maks Pemepsng Saham
Pengendali tersebut wajib melakukan merger atau Konsolidasi atas kedua Bank
berdasarkan Prinsip Syariah tersebut,

Untuk Pemegang saham pengendali pada bank campuran maka Pemogang
Saham Pengendali pada 2 (dua} bank yang salsh satunya merupekan Bank
Campuran (Joint Verure Bunk) harus mengikuti regulast int yaitu yang dimaksud
dengan Bank Campuran dalem ketentuan ini adalah Bank yang didirikan dan
dimiliki ofeh bank vang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia yang
telah memperoleh izin usaha sehelum mulai berlekunya Undang- Undang Nomor
10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan dan pada sast mulai berlskunya Peraturan Bank Indonesia ini
komposisi pemegang ssham masih tefap bunk yang berkedudukan di luar negeri
dan Bank di Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan diatas, apabilas Pemepgang Saham Pengendali
Bank Campuran memiliki lebih dari 1 {3atu) Bank Iain bukan Bank Campuran,
maka kepemilikan atas Bank- back bukan Bank Campuran tersebut tidak
mempercich pengecualian.

Sebagai contoh: Pemegang Saham Pengeadali yang telah memifiki 1 (satu}
Bank Campuran dan } {satu) Bank jain bokan Baok Carapuran yang kemudian
mengakuisisi Bank lain, maka Pemegang Saham Pengendali tersebut wajib
melakukan merger atau konsolidasi atas kedua Bank yang bukan Bank Campuran
tersebut,

Penyesuaian persturan ipi dilakukan dengan mengalihkan sebagian atay
seluruh kepemilikan sahamnya pada salah sstn atau lebih Bank yang
dikendalikannya kepada pibak lain sehingga yang bersangkutan banya menjadi
Pemegang Szham Pengendalt pada 1 (satu} Bank atau melakukan merger atan
konsolidasi stas Bank-bank yang dikendalikannya atau membentuk Perusahasn
Induk di Bidang Perbankan (Bark Holding Company), dengan cara mendirikan
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badan hukum baru sebagai Bank Holding Company atau menunjuk salab satu
bank yang dikendalikannya sebagai Bank Holding Company.

2. Insentif Dalam Kebijakan Tunggal Perbankan

Upaya BI dalam menerapkan kebijakan kepemilikan tunggal perbarkan
memberikan insentif denpan menerbitkan Peraturen Bank Indonesia Nomor
8/17/PRI/2006 tentang insentif dalam rangka konsolidasi perbankan schagaimana
telah diubah dulam peraturan Peraturan BI Nomor 9/12/PBLV2007. Adapun
insentif yang diberikan berupa yaitu® Kemudahan dalam pemberian izin menjadi
bank devisa, kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhian giro wajib
minimun {(GWM} rupiah, perpanjangan jangks wakiu penyelesaian pelampauan
kredit (BMPK} yang timbul sebagai akibat merger atou konsofidasi, kemudahan
dzjam pemberian izin pembukean kantor cabang bank, penggantian sehagian
biaya konsuitan pelaksanaan due diligerce, dan/ atau kelonggaran sementara atas
pelaksanaan beberapa ketenfuan dalam peratuan Bl yang mengabwr mengenai
Cood Corporare Governance bagi bank umum,

Insentif yang diberikan oleh Bl diatas harus memenubi persvarstan-
persyaratan, di antaranya untuk izin bank devisa haoya berlaku 2 (dua) tahun
sejak berlakunyz izin merger atau konsolidasi bagi hank hasil merger atan
konsolidast dengan lketentusn telah memiliki modal i minimum Ry
160.000.000.000. (seratus mityar rupiah) peringkat komposit sekurang- kurangnya
2 {dua) dengan fakter manajemen sekurang-kurangnya 3 {tiga) pada 2 {dua} posisi
penilaian terekhir,

Pemberian insentif ditujukan bagi percepatan konsolidasi perbankan sesuai
dengan arsitektur perbankan Indonesia (APD) dan stimulus {sweerener).
Sehaliknya pemegang saham peogendali, komisaris dan direksi bank yang layak
melakukan merger dan konsolidasi namun tidak bersedia untuk melakukannysa

* Insentif dalam rangke penerapan kebijakan kepemilikan tunggs! pecbenkan, <www.blgo fd>. di
akses 31 Okwober 2008.
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dapat dikenakan sanksi berupa teguran terfulis serta mempengaruhi penilaian
integritas dalam penilaizn kemampuan dan kepatutan (fif and proper test).”

Insentif yang ditawarkan oleh bank Indonesia ada Jima jenis seperti yang
disebutkan diatas yaitu*

{. Kemudahan izin menjadi bank devisa bagi bank vang merger. Bl pun
menyusutkan modal bank yang ingin menjadi bank devisa menjadi Rp 100
miliar,

2. Kelongparan 1% atas kewajiban pemenuhan giro wajib minitun (GWM)
rupiah yang berlaku sementara, yakni 12 bulan.

3. Bank jugs aken diberi perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan
BMPK scbagai akibat merger atau konsolidasi,

4. Bank hasil merger juga akan meadapat kelonggaran sementara untuk
mematuhi tata kelola perusabnan atau good corporate governance (GCG).
Utamanya, soal pemenuhan adanya komisaris independen paling sedikit
50%% davi jumish komisaris. BI melonggarkan kewajiban itu hingga enam
bulan sejak izin merger keluar,

3. Penggantian schagian biaya konsultan pelaksanaan due difigerce dengan
nilai maksimal Rp 1 miliar,

Untuk masalah perpajekan masih diatur dalam harmonisasi bersama antar
Bank Indonesia dan Digen Pajak, dimana dalam hal perpajeken ini bank
rmenginginkan pengaturan beberapa hal yanp perfu untuk diberi insentif dalam hal
merger antar bank yaita:>

1. Bank miniz agar pemerintah mengurangi biaya Pajak Penghasilan atau
PPh atas peningkatan nilat aktiva bank hasil merger (revaluasi aktiva)
yang ssat ini berlaku tarif sebesar 10%.

" Johannes Torshim. Penerapan Single Fresence Policy dan Dampodnya Bagi Perbarkan
Navional, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 27 No. 2 Tahun 200§, bm, 7-9.

2 v ifvrorw 0ajek 2000 cominews prinl.php?id=1563 terakhir diakses 12 Desember 2008,
¥ fbid, weeakhir diakses 12 Desemnber 2008
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2. Bank juga minta pajak pengurangan Bea Perolchan Hak aias Tanah
Bangunan (BPHTB) sehesar 50% dari tarifnya saat ini, yakni sebesar 5%.

3. Bank minta agar PPN atas setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak
untuk bank merger dibebaskan,

Pada intinya, yang dimaksud dengan insentif pajak disini adalah dalam hal
aset yg dimasukkan olch bank yg meleburkan diri ke dalam bank penerima
merger (surviving bank) bisa diperhitungkan dergan nilai buku, bukan nilai
pasar, karena aset yg masuk tersebut akan diperiakukan sebagai "tsmbshan
aset” bagi si surviving bank, Jika dihitung dengan ailei pasar, maka beban
pajeknya akan besar sekali padahal riil idak ada acteal benefiz yg diterima
oleh surviving bank tersebut,
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BAB I

Kebijakan Kepenilikan Tunges! Berbenturan Dengan Undang-Undang
Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

A. Opsi Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan.

Surat edaran Bask Indonesis mengatur No. 9/3UDPNP Jakarta, 12
Desember 2007 mengenai Kepemilikan Tunggal peda Perbankas Indonesia
Sehubungsn dengan telah dikeluarkannya Persturan Bank Indonesia Nomor
8/16/PBIA2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kepemiliken Tunggal Pada
Perbankan Indonesia (Lembaran Megera Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642). Mengatur
mengenai tata cara divestasi, merger atau konsolidasi dan bank holding company.

Dalam surat edaran terscbut beberapa bal tentang tata cara pengalifan
saham (divestasi), merger atsu konsolidasi dan bark solding company. Yaitu:'

I. Pengalihan ssham kepada pihak lain Divestasi)

A.  Dalam hal PSP yang memiliki 2 {duz) Bank atau lebih tidak
bermaksud entuk melaksanskan merger atsu konsolidasi, atsu
membentuk BHC bagi Bank-Bank di bawah pengeadalisnnya,
maks PSP dapat mengelibkan sebagian atau seluruh kepemilikan
sehamnya pada saiah satu atau lebih Baok yang dikendalikannya
kepada pihak lain sehingga yeng bersangkuten hanya menjadi PSP
pada 1 (satu) Bank,

B. Adspun yang dimaksud dengan pihek lain adalah pihak di luar
kelompok usaha danfatan keluarga sampai dengan derajat kedua
dari PSP,

' Bank Indonesia, Surmt Edaran Kepemniliken Tunggal psds Perbankan Indonesis Sehubungan
dengan felab dikeluarkannya Peraturan Bank Indoncsin Nomor 16PBI2006 enggal 5 Oktober
2006 fertang Kepemilikan Tusggnl Pada Perbankas Indonesia (Lembaren Megura Repablik
indonesin Tabum 2006 Nomor 73, Tambshan Lembersn Negera Republik Indonesia Nomor 4642).
No. $3VDPNY Jakarta, 12 Desember 2007,
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Pengalihan sebagian atau seluruh saham PSP kepada pihak lain
dimaksud dilakukan sesuai dengan ketemtuan yang mengatur
tentang Persyaratan dan Tata Cam Merger, Kmisaiiéasi, dan
Akuisisi Bank Umumn atau ketentuan tentang Persvaratan dan Tats
Cara Pembelian Saham Bank Umum,

If.  Merger atau Konsolidasi.

A.

Salah satu cara yang dapat dipilih oleh PSP untuk melskukan
penyesuaian struktur kepemitikan Bank adalah dengan melakukan
merger atat konsolidasi atas Bank-Bank yang dikendalikannya.

Selain ity, Pasal 3 ayat {2) PBI jugs telah menctapkan babwa
spabila setelah PBI dimaksud berlaku, pihak-pihak yang tefah
terkena kéwajiban untuk  melskukan pepyesuaian  strukiur
kepemilikan karena {eiah menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu)
Bank melakukan pembelian saham Bank lain stau menerima
pengalihan saham Bank lain schingga mengakibatkan yang
bersangkutan memenuhi kriteria sebagai PSP Bank yang dibeli
atau diterina pengalihannya, maka yang bersangkutan wajib
melakukan merger atau konsolidasi atas Bank dimaksud dengan
Bank yang telah dimiliki sebelumnya. Termasuk dalam pengentian
ini adalah apabila seseorang atau badan hukum yang sebelumnya
bukan merupakan PSP namun karena satu dan fain hal memenuhi
kriteria sebagal PSP, malka vang bersangkutan wajib melakukan
merger atau konsolidast atas Bank-Bank vang bersda di bawah
pengendaliannya,

Dalam hal Bank akan melakukan merger atau konsolidasi, dimana
untuk melancarkan proses merger atsu konsolidasi dimaksed perlu
didahudui dengan akuisisi terhadap Bank yang akan dimerger atau
dikonsolidasi maka Bank Indonesia hanya dapat memberikan
persetujuan apabila Bank yang diskuisisi fersebut langsung
dimerger atau dikonsolidasi dengan Bank yang telsh dikendalikan
oleh PBP. Dengan demikian, proses merger atau konsolidasi yang
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didahuiui dengan akuisisi tersebut merupakan satu kesatuan proses
tanpa jeda, yang dalam hal ini tercermin dalam rencana
pelaksanaan proses dimaksud faction plan). ’

Dalam rangka memperlancar proses merger atau konsolidasi
dimaksud Bank Indonesia dapat tidsk melakukan penilaian
kemampuan dan kepatiten (fit and proper test) terhadap PSP
danfatau pengurus Bank- Bank yang melakukan proses tersebut i
atas, apabila yang bersangkutan telah memenuht syarat penilaian
kemampuzn dan kepatutan {7 and proper tesy).

1. Perusahasn induk di bidang perbankan,

A

Sebagaimana diater dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ PBI, alternatif
lain untuk melakukan penyesuaian struktur kepemnilikan Bank
adalah dengan membeniuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan
atau Bunk Holding Compary (BHC), yang pembeniulannya dapat
dilakukan dengan cara:

a. mendirtkan badan hokum baru bukan bank yang akeg
bertindak sebagai BHC; atau

b. menunjuk salsh satu Bank yang dikendalikannya sebagai
BHC.

BHC wajib memberikan arsh sirategis den mengkonsolidasikan

iaporan  keuangan dard Bank-Bank yang menjadi  ansk

perusahaannya. Dengan demikian, maka BHC mempunyai tugas

untuk

1)  menetapkan program kerja strategis BHC;

2) memberikan arsh strategis untuk janpka wakm paling sedikit
3 (tiga) tabum ke depan, dan mengkonsolidasikan program
kerja Bank-Bank yaog menjadi ansk perusahasn;

Liniwaritan fndonoexia
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menyetjui program kerja strategis Bank-Bank yang menjadi
anak perusshaan. Jangka wakin program kerja strategis
tersebut paling sedikit 3 (tiga) tahun ke depan; “

mengawasi pelaksanaan program Kega strategis; dan

mengkonsolidasikan  {aporan  keuangan anak perusahaan
dengan laporan keuangan BHC serta membuat laporan

konsolidasi lainnya sesuai Peraturan Bank Indonesia.

Pambentukan BHC Bukan Bank

)

2)

Perusahsan yang akan bertindak sebagai BHC  harug
berbentuk hukum Perseroan Terbatas yang didirikatr dan
berkedudukan di Indonesia, sehingga tata cara pendirianzys
mengikoti ketestuan sebagaimana diator dalam Yndang-
Undaug tentung Persercan Terbatas,

Jumiah modal disefor perusahaan tersebut paling kurang
sebesar jumish selunth nilak nominal seham vang ditanamkan
PSP pada bank. Dalam hal pads saat pembentukan BHC
jumish modal disetornys lebih keoll davipada jumlah seluruh
nilai nominal saham vang ditanamkan PSP pada Bank yang
diwajibkan  wmtuk  dilakukan  penvesuaian  struktur
kepemilikannya, maka pesambahan modal disetor oleh PSP
dapat difakukan melalui pengalihan saham PSP di Bank-Bank
dimaksud kepeds BHC. Adspun kepemilikan saham Bank
oleh BHC tersebud paling tinggi sebessr modal sendiri bersih
BHC. Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalab
penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan faba, dikurangi
penyestsan dan kerugian,

? 1obib lanjul mengensi pengaturan pengaliban, merger atsu kousolidesi dan benk helding
company lihal dalem Bank Indoncsin, Surei Edaran  Kepemilikan Tunggal pods Perbankon
Indonesia Schubungan dengas telah  dikelusrkennye Persturan Bank  Indonesia Nomor
8/L/PBY 2006 tanggal 5 Okiober 2006 lentang Kepemilikan Tungpal Pads Povbardan Indonesis
{Lembarun Negsre Republik Jodonesia Tabun 20036 Nomor 73, Tambehen Lembaran Negars
Republik Indonesis Nomor 4642). No. $732/DPNP Jakarte, 12 Desemnber 2007,
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1. Divestasi

Divestasi merupakan salah satu strategi untuk mengeciikan bisnis
yang juga merupakan penjualan saham atau aset, pemisahan ataw penghapusan
unit bisnis, lini prodek atau penjualan perusahaan anak. Beberapa alasan
mengapa perusahaan melakukan divestasi adalah: ® pertome, daripada
mempertahankan unit usaha yang tidak menguntungkan atau berpotensi untuk
menggerogoti keuntungan perusahaan, maka lebih baik unit bisnis tersebut
dijual atau ditutup sama sekali schingga sumber daya yang ada dapat dialihkan
ke unit bisnis lain yang lebih bermantaat®; kedua jika perusahasn dalam suatu
industri berada dalam posisi vang lemah, fidak ade harapan wntuk
melangsungkan hidapnys secara menguntungkan, dan pasar dalam industyi
tersebut fidak lagi menjanjikan, maka jalan yang ditempuh adalah
meninggalkan industri tersebut.

Dalam melzkukan divestasi perusshaan akan menghadapi
hambsrtan dsn tantangan <dan kesempaten. Oleh kavena hal tersebut maka
perusahaan- perusabaan termasuk bank sekalipun scbagai bagian daci
pergerakan ekonomi hams mempunyat strateygi untuk melakukan divestasi,
Beberapa strategi tersebut yaitu:®

1. Strategi penyehatan.

Strategi penyehatan {Turn Arowsd Strazegy) adalsh lsngkah-
Isngkah taktis dalam renpgkas mentransformasi dan membangun
kembali kekuatan bersaing perusahaan dard kondisi yvang kurang schat
mejadi perusahsan yang lebih efisien dan schat. Beberapa langkah
taktis yanpg dapat diambil olsh perusahasn sniara lais  adalah
melakukan efisiensi biaya, memangkas pengeluaran atau biaya
overfiead, wmengurangi  tenaga  kerja  sckaligys  meningketksn
produktivitas tenaga kera yaog masih ada, memotong gaji, tuniangan

¥ Moin, Abdul, Merger, Akuisisi dan Divestasi. (Yogyekare : Ekonisin, 2007), him. 330.

* Gordon Bing, Corporate Acquistiton. {Houston: Gulf Publishing Company, 19803, him 10, dafam
Moin, Abdul. Merger, 4kadpisi don Divestasi. Yogyakarta : Ekonisla, 2047, him. 330

* Moin, Abdul. Op.cit,, hhm. 331.333.
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atav fagilitas lain atau dengan menjual unit bisnis dan lini produk vang
tidak menguntungkan.

. Divestasi (Divestment}.

Jika perbatkan dari sisi internal sebagaimana dilekukan melalui
strategi penyehatan o around) tersebut tidak berhasil maka strategi
divestasi laysk diambil. Divestasi berarti menjual sebagian unit bisnis
atau anak perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan daoa segar
dalam rangka menyehatkan perusahaan secara keseluruhan, Sebagai
contoh pada awal tahun 1980an perusahaan mobil chrysier di Amerika
serikat menjual divisi Air Conditioning (AC), menjual semua pabrik
mobil di luar Ameriks serikat, menjual divisi kapal pesiar dan menjual
divisi bisnis periahanan. Dalam arii luas, divestasi memiliki variasi
sebagai berikut:

—» Split- off
> Spin- Off
{demerger) |
Divestasi— L Split-up
—* Equity carve- oul
. Likuidasi ffiguidation).

Likuidasi meropakan langkah terakhir yang bisa dilakukan
manajemen sciclah semua strategi penyelamatan tidak ada hesilnya.
Sebelum  dilikuidasi ini dilakukan sebenamya perusahasn bisa
menyatakan bangkrut yang diputus melalul pengadilan, Setelah
perusaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan, perusshaasn berhenti
sementara waktu untuk snenyelesaikan kiaim atas kreditor dan
pemegang saham. Akan tetapi perusahisan masih akan tetap bisa berdin
dan melenjutkan usahanya. Namun apabile ternyata dalam sekian

Inbvarsiias fnrdornosis
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waktu perusshoan forus mengalami kesulitan- kesulifan sedemikan
rupa schingpa tidak mampu melanjutkan usahanya maka iangkah
terakhir yang ditempuh adalsh dengan melikuidasi perusahaan.

Dalam melakukan divestasi setiap perusahaan ternmasuk didalamnya bank

mempunyai berbagai macam motif, dan dibawah ini adalah motif yang umum
menjadi  pendorong  pelaku usaha baik perusahsan mawpun bank untuk
berdivestasi, yattu:®

1. Kembali ke kompetensi awal ( core compeience);

2. Menghindari sinergi negatif,

o

Tidak menguntungkan secara ekonomis;

Kesulitan keuangan;

Perubahan Strategi perusahaan;

F

Memperoleh tambaban dana;

~ N W R

Mendapatkan vang kas dengan segera dalam kasus LBO;

-

8, Alasan induvidu pemegang saham;
9. Permintaan pemerintah;

10, Permintaan Kreditur,

Dalam divestasi erat kaitannys dengan akuisisi perbanksn maka hanus

pengertian mengenal akuisist harus dimunculkan agse terjadi barmonisasi dalam

® Moin, Abdul. Op.cir, him, 334-336,
Lcbih jauh mengenai menghindari sinergi yang negatif dan mendapatkan vang kas dengan segera
dalum kasus LBO (average buy-out) yaity

1}

%

Menghindari sinergi negatif. yaity divestasi dilekukan dalar resgks mencsl sinerg
sebugnimans merger dan akuisist, Jika daleny merper dan skuisisl sinergd digambarkan
dalam angka 242=5, meka divestesi juga memberikan pengertian 2-1+2. ar€nya adalah
divesinsi akan meningkatkas silsd perusahaan meskipan ukuren perusehasn semakin kegil
Jika diduk dilakukan divesiasi, yang teriedi justoy sihergl yang negstf  Zmergll, vl
gabungan dari perusehasn ates unit- wit bisnis bukannys memberikan husil yang Iebih
besar, telept justru memberikan hasil yang lebil: kecil atou digambarkan 242-1.
Mendapetkan usng kas dengsn segern dalam kasws LBO! LBO adalah akuisisi yang
sebagian beser danunya beresal dari bulang yang bunganys relatif tinggl, Kerens dibiayas
hutang, muka perusshasn seoepuinys hams melunesi dana wtuk LBO tersebut dengan
menjosl {(mendivestasi) sset- aset perugshaan yang baro saja di akuisisi,

{irbunrniian Indnnorin
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pelaksanaan divestasi. Secars umum akuisisi dapatl dikatakan adalah perbustan
memiliki harta benda tertentu,” Di Dalam Undang- Undang Tentang Persercan
Terbatas (LJUPT) Nomor 40 Tahun 2007 maka akuisisi ini diterjemahkan sebagai
pengambilaliban perusahaan sebagaimana di katakan dalam Bab VIII pasal 125
UUPT.* Karena katz akuisisi mengandung makna memiliki atan mengambil alih
{take over), maka untuk dapt dikatakan akuisisi perusahaan dalam arti
pengambiiafihan saham, Pengambil alihan tersebut mestilah paling tidak
pengambil alihnya dapat menjadi pemegang suara yang paling besar (pemegang
mayoritas dan stau pemegang saham pengendali}, sehingge dapat memutus sendiri
tanpa ikut campur pihak pemegang saham lain, misalnya, misaloys dengan
mayoritas biasa (simple majority), yaita minimal 51% {lima puluh satu persen)
dari selurph ssham perusahaan lain dismbil, Dalam kasus akuisisi melalui
divestasi maka tidek ada perusahaan yang mefebur kedalamn perasahasin lain,
namun vang terjadi adalsh bahwa kedua perusahaan atau bank tersebut tetap exist,
hanya kepemilikannya teish berubah kepada pengakuisisi {eguisitor). Menurut
pasal 9 ayat {1), {2} dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang
merger, konsclidasi, dan akuisisi bank maka yang dikatakan akuisisi adalab:”
Pertama, Akuisisi bank dilakukan dengan cars mengambil alih seluruh etau
sehagian saham vang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank ke pibsk yang
mengakuisisi; kediua Pengambilalihan saham bank, baik secara lapgsung maupun
melalui Bursa Efek vang mengakibatkan kepemilikan ssham oleh pemegang
saham perorangan atau badan hukum menjadi lebib dard 25% (dua puluh lima
persen) dari saham bank yang telsh dikeluarkan dan mempunyai hak suara,
dianggap mengakibatican beralthnya pengendalian bank sebagaimana dimaksud
ayat (1), kecusli yang bersangkutan dapat membuktikan sebalikaya; #eliga,
Pengambilaliban saham bank yang mengakibatkan kepemilikan saham oleh pihak
yang mengambil alih menjadl 25 % (dua puluh fima persen) atau kurang dari
saham bank yang felah dikeluarkan dan mempunyai hak suara dianggsp tidak

? Monir Fuadi, Hukusm Perbankon Modern thuky kesatu), {Bandung: Citra Aditya Bekd, 2003).
Mm. 37,

* Ingonesia. Undong- Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tehuw
2007, TUN No. 4756, Pasal. 128,

¥ indonesin, Peratizan Pemerimioh tentang Merger, Konsslidasi don Akuisisi Bank, PP No. 28
Tahun 1999, LN No. 61, TLN 3840, pesal 3.
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mengakibatkan beralihnya pesgendalian bank, Kecuali yang bersangkutan
menyatakan kehendaknyva umtuk mengendalikan atau dapat dibuktikan bahwa
yang bersangkutan secars langsung atau tidak langsung mengendalikan bank
tersebut.

Dalam hal bank melepaskan kepemilikannya melalui divestasi maks cara
mendivestasikan yang ideal adaleh melalui pasar modal. Karens melalui pasar
modal maka aken terjadi go public sehingga terjadi keterbukaan dan penyebaran
pemilikan sehingga dengan terjadinya keterbukaan makae peran serta masyarakat
akan lebih meningkat dalam melakukan pengawasan terhedap industri perbankan
(market discipling)."®

2 Merger atau Konsolidasi

Bentuk pengpebungan perusehaan yang padas umumnya tegadi adalzh
merger yaitu dimana dus perusahaan berbeda menggabungkan dirt menjadi satu
dengan tetap mempertahankan ssish satu tetap berdiri. Menurut William L. Cary
& Melvin A, Eisenberg, dalam “corporation, case and materials” memberikan
definisi merger sebagai berikut:

“although ‘merger' is offen use by nor lawyers io discrete any form

of combination, to a lawyer it rermally means o combination

irvolving the fusion of fwo constituerdt corporations, pursuans 10 a

Jormal agreement executed with reference to specific statwlory

rmgrger previsions, order whick the stock of ore corporation (the

tramsferor) is converted into stock if the other (the survivor), The

survivor then succeds the tramsferor’s asseis and ligbilities by
operation of low

Sementara Byron E. Fox & Elanor E. Fox, dalam bukwerya "Corporate
Acguisition and Merger” berpendapat:

W Zulkarnain Sitompu!. Merger, Akuisisi dan Konsofidasi Perbankan Relzvansinya Dengan
Kebliokan Single Presence Policy. (Jurnel Hukum Bisniy, Yolame 27, No. 2 Taluss 2008), him. 24
" William L. Cary & Molvin A. Eisenberg, Corporation, Case and Matericls, 5 Edition-
Abridged (Mineola M.Y. The Foundation Press. Inc, 1980), P. 842, dalare Agus Budianto, Merger
Bark Di Indonesia (Beseria Akibar- Akibat Hukwrinye). (Bogor: Ghelis Indonesia, 2004}, bim, 86-
&7
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"The term merger refers to the combinations of two corporations
after which onz of the corporations carriers en the combined
business and the others cases tp exist In separaie form. "'

Black’s law Dictionary (7% Edition) menguakan bahwa merger sehagai
berikut:

“Merger is the fusion or absortion of ome thing or right into
another; generally spoken of case where one the subject is of less
dignity or importance than the other. Here the less important censes
10 have an independent existance™”,

Meaurut Undang- Undang Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas maka merger dimasukan ke dalam arti penggabungan dan peleburan
yang terdapat datam pasal 122 sysi (1) yaitu bahws penggabungan dan peleburan
mengakibatkan persercan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir
karena hukum.'* Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999
tentang Merger, konsolidast dan Akuisisi Bank mengatakan bahwa merger
adalah: ' Penggabungan darl 2 (dua) bank 2tan lebih, dengan cara tetzp
memperatahankan berdivinys salsh satu bank dan membubarkan bank- bank
lainnya tanpa melikuidasi terlebih dalwie.

Z Byron E & Blsnoe. E. Fox, Corperase Acguisirion And Merger, (N.Y., Methow Bender, 1990), P.
2, dalam Agus Budianto, Merger Bunk Di Indonesia (Beserta Akibal- Akibal Hukumega), (Hogon
Ghalia Indonesis, 2004, him, 87.
¥ fohannes Tbrahim. Pemerapan Single Presesce Policy don Dampaknye Bagi Perbankan
Nasionat. {Tumal Bulasn Bisnis Vol 27 Ne. 2 Tahun 2008). him. 16
™ Indonesia. Undang- Undang Perseroan Terbasas, UU No. 40 tahan 2007, LN No, 106 Tahun
2007, TLH Ne, 4756, Passl. 122, lebih lanjut dalern pasal tersebut dikataken pada ayst selanjoinya
yaitu:
1} Penggabengan dan pelebuwran mengokibatkan perseroan yeng menggobungkan atac
imeleburkan diri berakhir karena lndaum
2) Berkbirnys pemeroan schbagaimann dimpksud pada ayst (1) terjadi wmpa dilakukay
likuidas terlebily dahulu,
3} Dalam hal berskhimya perseorsn setagsimana dimaksud pada ayat (2),

a.  Aktiva dan passivd Perseroan yang menggebungkan atag meleborka dird beralil
karene ukum kepada perseroen yang menerima peagabungan alsy perseroan
hasil pelchurss;

b. Pemegang ssham Perscroan yang monggabungksn ates meleburkan divi kerens
hukum menjadi pemegang saharm perserosn yang menerinm pengeabungen sty
persernan hasil peleburan dan

€. Perseroan yang menggabungkan glau myclehurkan dinl berakhic karena hokum
terhitung scjak tanges! penggabingan stau peloburan mulal berlake,

* indonesia, Peraturan Pemerinial tentang Merger, Konsalidasi dan Akuisisi Bank, PP No, 28
Tahus 1858 LN No. 61, TLN 3840, pasal 1 ayst {2},

Hinlvamitos Inidnrwsin
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Tujuan Merger sendic dapat dibagl menjadi dua macam yaitu  rescue
program dan improving business. '® Target umum merger yaitu sebagai
berikut:'7¢1). Untuk meningkatkan konsentrasi pasar, {2). Untuk meningkatkan
efisiensi, {3}. Untuk mengerbangkan inovasi baru, (4). Scbagai alat investasi, {3}
Sebagal sarana teknologi, (6). Mendapatkan akses infernasional, (7). Untuk
meningkatkan daya seing, (8). Memaksimalkan sumber daya, (9. Menjamin
Pasokan bahan baku.

Dalam dunia perbankan sendiri merger diatur dalam Surat Keputusan
Dircksi Bank indonesia Nomor. 32/ I/KEP/DIR Tanggal 14 Mei 1999 Tentang
Persyaratan dan {ata cara merger, konsolidasi dan akuisisi bank vmum. Dimana
dalam pasal 4 dikatakan bahwa:'®

"lzin merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat {2} dapat diberikan apabila dipenubi persyaratan sebagai berilut:

a. Telah memperoleh persefiuan dari rapat umom pemegang
sahare;

b, Pada sast wish tegadinya merger atau konsolidasi jumiah
aktiva bank hasil merger atau konsclidasi sctinggi- tingginya
20% {(dua puluh per serstus) dari jumibah aktiva sclureh Bank
di Indonesia;

e. Permuodalan Baok hasil merger atan konsolidasi memenubi
ketentuan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum vang
ditetapkan oleh Bank Indonesis;

d. Calon Dewan komisaris dan direksi bank hasil merger atau
konsolidasi memenuhi persyeratan schagaimana dimaksud
dalam surat keputusan direksi Bank Indoresia yang mengatur
kepengurusan Bank.”

DPengan demikian maka merger antar bank adalah penggabungan 2 (dua)
bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah saty bank dan
membubarkan bank- bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahufe, Melahs
merger dasy/ atau peleburan 2 {dua} atan lebih bank akan bergebung baik dengan

nams baru masupun tidak. Pada beberapa kasus merger dilakukan untuk

" Munir Fuadi. Zoc. oif,, him. 41. diketakan lebif lanjut bahwe merger dalam rungke resci@
progrom yeikol merger dengan sisy antars bank yaeg kwang/ tidek sehat, den merger dalam
vangka improving business, yakni merger antara bank- bank yang schat.

¥ Munir Fusdi, Huksm Tertang Merger, (Bandung: Citra Aditys Bakt, 2002), bim. 57,

* Bark Indonesin, Swror Keputusan Direksi Temtang Persyarotan dan Tata Care Merger,
Konsolidast dan Akuisizi Bonk Dnnun. SK No, 32751/ K ep/Di/ 1996, Pasat 4,

linlwsaiiar Indonsaxin
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memperbaiki kinera benk atas bahken untuk menyeleksi keberadaan bank- bank
yang tidak efisien tanpa harus melikeidasi yang bisa menimbulkan sfek biaya
cekup tinggl. Permasalahannya tidak semua fuivan merger dapat tercapai. Jusiru
banyak permasalahan yang muncul pada saat akan dan sesudsh merper yang
mengarah ke arah kegagalan merger. Diantaranya adalah karena biaya tingsi
sehingga farget refurn sulit tercapal dan kegagalan menciptakan sinergi antara
corporate resources. Karena merger ini bukanlah suatu penghasil profit yang
instan maka para penggagas merger harusich membuat strategic plon yang
beriandaskan pemikiran berhati- hati terhadap berbagai perubahan aspek legal dan
financial yang implementasinya harus dilakukan secara konsisten .

Konsolidasi terdapat dalam Undang- Undang Perseroans Terbatas No. 40
Tahun 2007 pasal 122 ayat {1} yang mengaplikasikan kata konsolidasi ini dengan
kata peleburan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Mengenai
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank maka konsolidasi diartikan dalam pesal 1
ayst {2} sebagai penggabungan dari 2 {dua) bank atau lchik, dengan cara
mendirikan hank bara dan membubarkan bank- bank tersebut tanpa melikuidasi
terlebih dahutu,'®

Dalam kensolidast maka tidak ada perusahaan vang bertahan karena kedua
perusazhaan tersebul dilebur dan fidek ada yang hidup terus dan muncul
perusahaan bary sama halnya dalam dunia perbankan meka dua bank yang
berkonsolidasi akan membentuk bank baru yang berbeda dari bank-bank semula.®®
Dengan demikian merger dan konsolidasi memiliki pengertian yang sema, namun
daiam hukum bisnis hanya berbeda pada skibat hukum yang ditimbutkan. Dengan
mengacu kepada pengertian merger atau konsolidasi, penggunaan pola ini
memberikan persoalan dilematis. Di satu sisi modal sset dari beberapa bank akan
bersatu dan menjadi besar. Namun disisi lainnya, upaya ini penuh resiko dan

" Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Merger, Konsolidast dan Akuisisi Bank, PP No. 28
Tatun 1999, LN No. 61, TLN 3848, pasal | ayat (3).

* Munir Fusdi. £ov.cir, Hukum Porbankan Modern (Buku Kesau)., him. 38, dikatekan lebih
isnjut bahwe konsofidasi perusshusn menurut (Abdumhemn, A, 1991:679) diketakan bahwse
konsolidasi perusahaen ita terjudi jika yang didalamnys itv telah dilebur 2 (duny meskapsi atau
lebib yang sama pentingnyn menjadi 1 {580} maskapai yang seloruhnya bary, dengen tidak adanys
miaskepai- maskapai yang semuls hidep terus, Istilah konsolidasi sering juga sebagai gantings
amal. gamation.
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mahal. Dampak yang ditimbulkannya pun akan besar terutama dari segi

ketenagakerjaan vang kemudian berujung kepada pengangguran dan gangguan

ekonomi”’

Peraturan perundang- undangan dalam bidang perbankan yang mengatur

tentang merger dan konsolidasi dan akuisisi adalah:

1.
2.

Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran Terbatas;

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang MNomor 10 Tahun 1998;

Undang- Undang Nomor & Tahun 1995 tentang pasar modal;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang penggabungan,
peleburan dan pengambilaliban perseroan terbatas;

. Peratran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi,

dan skuisisi;

Peraturan Pemerintah Nemor 29 Tahun 1999 tentang pembelian saham
bank umun;

Surat Keputusan Menteri Kevangan Nomor 222/KMK.617/1993 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Merger Konsaolidasi dan Akuisist Bank.,

Merger merupakan pilihan opsi yang terbalk sebab apsi ini seialan

dengan kondisi perbankan di Indonesia yang terfrakmentasi dalam kaitannya
dengen jumizh dan ukuran, struktur kepemifikan, keuntungan dan daya saing
serta penpgunasn teknologi modemn.”

Tidak jarang tiga atau empat bank besar berusaha berdampingsn

denpan bank kecil dan bank perkoeditan rakyat yang banyak diantaranys
dimiliki oleh keluarga, Sangat jarang jerdapat bank yang telsh ge public.

* Iohannes Ibrwhini. Pemerapan Single Presemce Policy dan Dampuknya Bogi Perbavkar
Nasionad. (Jumal Hudous Bisnis Vol. 27 No. 2 Tahan 2008). him. 7.

B Zulkernain Sitompul. Merger Akuisiti, dar Konsolidasi Perbonkan Relevansinge Dengan
Kebijoken Single Presemce Policy. Jurnal Hukum Bisais Vol, 27 Mo, 2 Tehun 2008, hin, 23,
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Dengan kondisi demikian maka merger merupakan solusi terbaik sebagai alat
untuk meningkatkan struktur dan efisiensi industyi perbankan.

Secara tersirat Bank Indonesia menghendaki agar opsi merger yang
dipitih olch pemegang saham pengendall, Rendahnya permodalan bank di
lodonesia telah menimbultkan masalah karens perbankan merupakan industii
padat modal dengan resiko usaha tinggl. Keciinya modal bank menimbulkan

masalah skala ekonomi feconomic scale)

Pilthan yang terbaik uniuk opsi yang diambil adalah putusan yang
harus berdasarkan keputusan bisnis yang artinya harus dapat sejalan dengan
sirategi  pengembangan perusehaan. Opsi yang dipilih oleh kalanpan
perbankan tercermin dari mergemyas salah satu bank umum swasta yaitu baak

" Niaga dan Lippo bank sehingga menjadikan bank yang bertahan Niaga ™

Dalam kases bank Miaga seperti yang diberitakan dalam situs Lippo
bank dikatakan bahwa alasan penggsbungan kedus bank tersebut adalsh
merger pertama bank setelah keluarmya kebijakan kepemilikan tungesd
perbankan (single presence policy). Pengeabungan yang dilakukas sleh Lippo
bank dan bank Niaga menjadi Commerce Mternational Merchans Bankers
{CIMB} adalah selain berdasarkan adanya kebijakan kepemilikan tunggal di
bidang perbankan namun jugs untuk mernbuat bank ini menjadi febih besar

* Dubravko, Mitaljek. Privatisation, Consolidation and Increased Role of Fareign Banks, The
Banking Systens hs Emerging Econowies: How Much Progress Hos Been Madz. (Bunk For
Interoational Setdement: August 2006). Him. 47, Dulam Zulkarnain Sitompul. Merger dhuisisi,
dan Konsoiidasi Perbankan Relevansimya Dengmn Kebijokarn Single Presomce Foficy. (Juraal
Hubom Hisnis Vol. 27 Ne. 2 Tabun 2008). his. 24- 25,

" ngo Walter, Mergers and Acquisitions in Banking ard Finance Whar Works, What Fails, and
Why. (New York: Oxford University Press, 2004). Him. £, Dalum Sitompsl, Zatkernain, Merger
Akuisisi, dan Konsolidasi Perbankan Relevansinya Dengan Kzbijakan Single Presence Policy.
{Jurpa) Hukwin Bisais Vol 27 No, 2 Tahun 2003), him, 24.
% Merger Bark Niege dun Lippobank. <hitp/Awww,info-suhomcominode/271> Dinkses 9
november 2008, lebih isnjut diberitaken bahwa Mergeryn Bank Nisga Lippobask menjadi
PT. CIMB Niaga Tbk, menjadikan hank baru tersebut memiliki folal aset sckitar Rp935.2 trifiun
dan 630 cebang. Kondisi ini membuat bank bars tersebut nantinya menduduki peringkat kelima
terbesar di Indonesia,

Opsi bagl pars pemegang saham i masyarakal, bisa tetap memegang sebuun fersebut dimana
setiap 1 saham LPBN selara dengan 2,882 saham BNGA. Selain il pemegang ssham juga
dibertkan opsi untuk menjusl sahamnya dimana sudah ada standby buyer, BNGA dibargai Rpl052
dan LPBN di harga Rp2969.
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dan kuat serta memberikan pelayanan dan produk vang lebih beragam kepada
masyarakat.?®

3. Baunk Holding Company

Holding company atau sering diteniemahkan langsung dengan perusahaan
halding adalah terminologi yang tidak diatur secara tegas dalam khazanah hukum
Indonesia tetapi dalam prakick konglomerasi justre sudah dikenal. Dibawsh ini
skan diberikan beberapa pengertian mengenal holding dan bank holding company.
Menurut Black's law dictionary maka holding company adalah:

“Helding company that usually confines its activities to owning
stock in, @ud supervising managementof, others compary. A holding
company uskally owns a coptrolling interest in the compenies whose
stacks it holds. In order jor corporation to gain the bengfits of tax
consolidation, including tax free dividens ond the ability to share
aperating losses, the holding company must own 80% or more the
voting stock of the corporation. ™’

Bank holding company dianggap menjadi opsi lain yang dapat menjadi
jalan keluar setelsh pengalihan saham dan merger atau konsolidasi karena dinilai
lebih murah. Pengertian bank holding company ateu perusahaan induk di bidang
perbankan adalah: badan hukum yang dibentuk dan/ atau dimiliki cleh pemegang

* Rank CIMPB Niaga Resmi Merger Menjadi bank yang lobih besar dan kuat dengen Tebih banyak
prodek den jesa yang ditawarkan, <fupSaww lipmodonk co id>  Diskss 9 novesnber 2008,
Jebit faniet dikatakan bahiwa PT Honk CIMB Tiegs Thk hari ini mespumusmkan bahwa merger
dengan PT Bank Lippo Tk telah: resmi berlangsung pada fangpal 1 Movember 2008, Merger i
Elakukan setelah CIMB Group Sdn Bhd membeli 51% ssham Lippofienk dari Santubrang
Investments BY pada tanggal 28 Okiober 2008, Diikuti denpan sahiem LippoBank ditukerken
dengan suham Benk CIMB Nisgs. Mulsl hart ini sabwm LippoBenk tdak lagl tercatpt dan
diperdagangkan di Bursa Efek Indunesis,

Pemegang saham Bank CIMB Niags dan LippoBank yang memyatakan kehendsd untuk menjual
sabamnys kepada CIMB Group (cash options) skan menerima pembayaran tunai pada tangpnl 7
November 2008, Dengun suksesnys proses merger ini, CIMB Group menjadi pemegang ssham
pengendati Bank CIMB Niaga dengan kepemilikan sekdtur 77,75%,

“Dengen ini kami wminmkan bahws merger Bank CIMB Niaga Inl sdalsh merger pertama yang
dijalanksn  seielsh  kebijahan S$ingle Presence Policy dikeloarksn Baak  Indouesin.
Penggabungsn ini bertujuan mentiptakan bank yang lebih kust dan lebih besar serta mampa
mengwarkan produk maupun layanan yang lehih Jengkap dan bersgam kepads pars nasabah,” jeins
Arwin Rasyid, Presiden Direldur Bank CIMB Ninga yang beru dalam scnra peresmiss togo bary
Bank CIMB Niaga hard ini,

' Htenry Camphell Blaok's. Black's Law Dictionzry (6* edition). (St Paut Minn: West Publishing,
199G). Bim. 731,
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saham pengendali untuk mengosclidasikan dan mengendalikan secars langsung
aktivitas bank- bank vang merupakan anak perusabaannya”®

Alasan- alasan bagi pembentukan Aolding compuny dalam praktik bisnis
adalah:®

a. Untuk mempemudah pemaniauan atas perusahaan dan afiliasi perseroan
dalam satu grup sehingga perseroan- perseroan dalam satu grup tidak
berjalan sendiri- sendin;

b. Untuk menaikan produktivitas perseroan, ansk perusshaan dan afiliasinya.
Artinya dengan pembentukan holding company, mansjemen perusahaan
lebilt mudah memantau kinerja keseluruhan investasi yang dilakukan;

¢. Untuk menyederhanakan pengelolaan perusabman. Begitu banyaknya
diversifikasi usaha, sehingga share holder dan manjemen perseroan sering
kali sulit untuk mengukur dan menentukan kinerja perserven- perseroan
datamn satu grup. Dengan pembentukan holding, share holder dan
mansiersen perseroan  lebih mudah menentukan apakah perseroan
tersebut dapat lebih menguntungkan atau tidak, sedangkan anak perseroan
dan afiliasinya lebih berkonsentrasi pada pemuasan konsemen (comsumer

satisfaction);

d. Pembentukan holding pun dilakukan demi kepentingan anak perusahaan
dan afiliasinya dalam menciptakan hubungan yang erat antara perseroan
manufaktur dan perseroan distribusi serta perseoran di bidang Keuangan.
Dengan di ikatnya perseroan manufakiur dan perseroan distribusi lebih
mudah terstasi karena berada dalam satu kontrol. Kebutuhan dana lebih
mudah diisi oleh anak perusahaan atau afiliasinya vang bergerak di
bidang jass keuangen. Dengan demikian sinergitas antara anak
perusahaan satu dengan yang lain dapat mendatangkan keuntungan yang

# Johannes Ybrahim, Pererapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi Ferbankan
Nasionsl, (furanl Hulom Bisnis Vol 27 No. 2 Tehun 2008). hm. 13,

® Winarta, Hendra. Aspek Hiduns Pembentukan Holding dan Implemeniasinya bagi Perseroan.
Bendung: Pro Justitia Tahun XIV, MNomor 4, Hlm. 75 dalam: fohannes bvehim. Penerapan Single
Presence Policy don Dampaknya Bugi Perkanken Nosional, {Jurasl Hokum Bisnds Vol. 27 No. 2
Fulgre 2008), him 17

lirsienmitan blonanin

Kebijakan Kepemilikan..., Kornelis Dehotman, FH Ul, 2008



53

lebil besar jika dibandingkan jika kekuatan- kekustan diantaranya tidak
terfokus;

e, Pembentukan Aolding pun dilskukan untuk menghadapi persaingan yang
bersifat global. Dengan adanya holding kelemahan pada perseroan yang

Tain dapat ditutup oleh perseroan yang dianggap cukup sechat. Demikian

pun dalam pinjaman dana atau proses tender, sering kali kehadiran

holding lebih membantu anak persercan dan afiliasinya memenangkan
persaingan bisais yang kian kompetitif.

Bank Holding Company di definisikan sebagai bank yang mempunysi
kontrol atas banyak bank dibawahnya ™ Dengan menjadikannya Bank Holding
Company maka memudstikan bagi perusshaan untuk meningkatkan modal
dibandingkan jika tetap menjadi bank tradisional, dan menjadi BHC memudahkan
untuk pengatursn masalah pinjaman uang, pajak, pemegang saham dan stok
saham dan dengan menjadi BHC maka bank memitiki kewenangan hukum lebih
besar !

Bank Holding Company pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat pada
saat dikeluarkannya The Bank Holding Company Act pade tshun 1956, menurnut
undang- undang- undang ini BHC adaleh setiap perusahaan yang memiliki saham
minimat  25% pada suatu bank. BHC dimaksudksn untuk mensghindari
pembatasan pendinian cabang antar negarz bagian (infersiate branching) yang
pada waktu itu ditcrapkan dif Amerika Serikat dan juga untuk kepentingan pajak. >

e/banking erms htmi>. D aices § November 2&(}8 Zeabih lm;uz d;kmakan mengena: BHC
adalah Any cfw;xmfan that cantrols one or more barks. The corporation i subject fo the Bank
Ho!d:’ng Compary Act, adminisicred by the Federed Rasem fozrd
P Whot's o bank hoilding comparry.  <Bfip:fwww. by ; 1ir's

gompany/ . Diakses § November 2008, lebih Junjut dikztakan bahwa Becom@ a mx fm!dmg
compxmy rakes i casier for the firm to raise copital than if it remained a tradifiors? bank, It can
assume debt of shareholders on a tax free basix, borrow money, soguire other banky ond non-bank
exilties mere easlly, and issue stock with gremer ease. It also has o grearer legal authority io
repurchase iz own stock ence issued In return, Bark holding companizs ogree Vo increased
regulation et exarination by not wdy the SEC, bt several other bronches of the governmerd,
Their ability 1o take risks will be vastly diminished, and they'Hl be required to hold more caphal on
reserve,

* The Bank Holding Compary Act 1936, <hfp: g
200 himitf0ddser, 2> | Digkses # November 2088, lebih !anjut section 2 deri The fimk Holding

Hndwsrxitas Tncdonaxin
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Konsep bank hofding company kemudian di perluas menjadi finarcial holding
compary melalui Gramm Leach Bliley Act yang ditandatangani presiden Clinton
pada november 1999. Baik Bank holding company maupun Financial Holding
Company berada dibawah pengawasan bank sentral Amerika serikat yaitu 7he

Federal Reserve,

Pendirian Baenk Holding Company di Indonesia akan menimbulkan
kervmnitan hukum karena Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun
2007 mewajibkan setiap perusshaan memiliki kegiatan usaha. ® Sedangkan
didalam keteotuan Bank Indonesis dikatakan bahwa perusshaan holding tidak
boteh metakukan kegiatan usaha selain menjadi pemegang saham bank.™ Bank
holding company wajib bertindak sebagai penentu arah strategis bagi bank- bank
yang memjadi anak perusshaannya dan sekaligus mengkonsolidasikan laporan
keuangan bank- bank tersebut. Perusahaan holding dapat berups hasil pendirian
badan hukum baru atan menunjuk salab satu bank menjadi holding. Kerumitan
vang lain adalah memperpanjang birckrasi berupa tambshan biaya. Opsi
pemiliban Bank holding company yang mengacu pada undang- undang perseroan
terbatas akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tegjadi kepancuan sebab
belum diakomodirmya tentang holding company dalen: undang- undang tersebut.
Dengan demikian pembentukan holding company dari sudut substanst menjadi

Company Act «dikatakan bahwa definisi bonk holding compary sdalah ; Any compxasy has control
over g bank or ever azy comparny if
4. the company direcrly or Indirecily or acilng through one or riore ofher persons owrs,
canfrols, or luxs power to vele 25 per centwn or more of any cluss of voting securitivs of the
bank or company;
B, the compary condrals in any marver the election of a majority of the diregiors or frusices of
the bank or company; or
C. the Bowrd determines, after avfice and opportunity for lwaring, thost the company directly or
indireetly exercises a eonrrolling influence over ihe manggement or potivies of the bark or

company.

* Indonesis, Undang- Undeang Tentang Perseroan Terbatas. No. 42 Tabun 2007, LN No. 106
Tabus 2007, TLN No 4756, lebih lanjut delam pevjelasan dikiskan bahwa hakikal persercan
dalam undang- undang inj ditegaskan bahwa perserean adalah budan hukum yang merupskan
persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian , meiakukan kegistan usalis dengan modal
dasar yang selorahnys terbagi dalam sshum, dan memenubi persyaretan yang <3 tetapkan dalam
undang- unduag ini serte peraturan pelaksanaanya.,

** Indonesis, Peraturan Bank Indonesia Tentang Kepemiitkan Tunggal Perbankan hufornesia, PRI
Nomor 8/16/PBY20DS, TLM 4642, Pesal § ayat 2. Ichih feajut i pasal tersebut adalsh Bank
Holding Company scbageimana dimaksod dalam Pesal 3 ayat {1} humuf © angka 1} ditarang
melakoksn keglatan usxhs fain selaln menjadi pesepang saham Bante

tinivamiBar Indonasin
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tidak jelas arahnya dan dari undang- undang yang memayunginys (wmbrella act)
tidak diatur, sehingga menimbuikan kesulitan dalam implementasinya.*

B. Konsistensi Opsi Tersebut dengan Undang- Undang Perseroan Terbatas
dan Undang-Undang Persaingan Usaba Tidak Sehat.

1. Undaug- Undang Perseroan Terbatas

Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor: 8/16/PBI2006 Tentang
Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia dalam pasal 5 ayat (1) mengatakan
bahwa Bark Holding Comparny scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1}
huraf ¢ angka 1} harus merupaken badan hukum Perserosn Terbatas yang
didirkan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perendang-undangan yang
berlaku di Indonesia,

Dengan demikian jelas bshwa salah satu opsi dari kebiiakan tungpal
perbankan Indonesia ketentuan pelaksansanys mengacu pada Undang- Undang
Momor 40 Tahun 2007 Tentang Perscroan Terbatas (UUPT) Namun yaug
menjadi persoalan adaiah tidak adanys ketentuan yang mengatur salah satu opsi
akan menjadikan opsi yang diberikan Bank Indonesia menjadi tidak jelas arah

tujuannya.

Untuk opsi yang pertama dan kedua yaits mengenai pengalihan ssham
schinggs menjadi salu pemegang ssham pengendali dan opsi yang kedua
mengenal merger felnh diatur dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas yang
baru walaupun dalam proses pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah belum ada
yang baru masih mengacu kepada Peraturan Permerintah Nomor 27 Tahun 1998
Tentang penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseronn Terbatas,

Hal yang perle dicermsti adalah bahwa dalam permasalahan
penggabungan, Peleburan dan Pengambifaliban saham bank telah diatur secara
tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi bank dengen demikian maka opsi merger dan

¥ Johannes fbtshim. Pencrapon Single Presence Policy dan Dampakwya Bogi Ferbankon
Navionol. {hurnaf Hakum Bieniz Vol. 27 No. 2 Tahun 2008}, him. 15,
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konsolidast telsh konsisten dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku
di Indonesia baik dari Undang- Undang Perseroan Terbatas maupun Peraturan
Pemerintah yang berkaitan dengan hal Tersebut.

Inkonsistensi terjadi pada opsi yang ketiga dari Kebijakan Kepemilikan
Tunggal Perbaokan mengenai opsi Bank Holding Company, sebab dalam opsi ini
masaizh Perusahasn yang akan menjalankan holding itu sendiri belum diatur
secara tegas dalam Undang- Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007,
Walaupun Johannes Ihrahim dalam artikelaya yang dimuat dalam Jumal Hukum
Bisnis mengntakan bahwa:

"Pengertian Holding Company dalam Khazanah hukum Indonesia

Tidak diatur secara fegas, akan tetapi di dalam prakeik bisnis para
konglomerasi telah menge::mlmv,a'af’36

Dengan demikian dapat ditarik benang merah baliwa praktik holding yang
telah tedadi di kalangsn konglomerasi bukan berarti dapat dilegalkan jika
peraturan yang ada mengenai perseroan terbatas belum mengakomodiraya. Hal ini
perfu diperhatikan sebab aken berkaitan dengan masalah akuisisi, sebab yang
dapat mengakuisisi saham bank bukan hanya bank saja namun perusahzan vang
bukan bank atau bank yang merupakan anak perusahasn dan berada dibawah
holding suatu perusabaan besar yang bukan bergerak di bidang perbankan. Hal int
akan meniadi rumit dan menarik karena skan menaimbulkan polemik seputar siapa
sebenamya pemilik bank tersebut dikaitkan dengan kewsjiban bahwe Bank
Hotding Compeny harus menentukan arah dan kebijakan,

2. Undang Undang Persaingen Usaha Tidak Sehat.

Amanat yang terkandung dalam pasal 33 Undang- Undang Dasar 1945 dan
peraturan pelaksanasnys merupakan ketentuan normatif yang memberikan
kesempatan kepada warga negera uniuk dapat melakukan kegiatan usaha secara
sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaba yang sehat dan
terhindarya pemusatan kekuaten ekonomi peda perorangan atau kelompok
fertentu,

* Johanmes Ibrahim. Pemerapan Single Presence Policy dan Dempobnya Bagi Perbanken
Mastoral, (Jumal Hokum Bisniz Vol. 27 No. 2 Tehun 2008} him. {3,
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Persaingan ussha yvang sehal merupakan pemikiran adam smith yang
menyatakan bahwa sistem monopoli ity tidak baik dalam perekonomian karena
dengan sistern monopoli ini para konsumen dipaksa harus membayar harga lebih
tinggi dart yang sebenamnys, oleh karena itu maka monopoli merupakan hal yang
tidak adil.”’ Pendapat Adam Smith sejalan dengan filosofi hukum persaingan
usahia yang schat atan kompetisi yang menckankan terhadap penghormatan
kebebasan individu dan hak- hsk asasi ckonominye, penghormatan dan
mempertahankan prinsip kebebasan bersaing, menseiahicrakan konsumen,
perlindungan terhadap pelaku ekonomi yang berada pada posisi lemah dan
menciptakan perekonomian yang efisien untuk kesejahteraan bersans.

Peluksanaun kepemilikan tunggal perbankan membatasi hak pelaku usaha
melalui kepemilikan saham (Market siruciure) vang ditetapkan di dalam Undang-
Undang Anti Monopoli, kkususnya pasal 277° yang berlaka juga bagi industri
perbankan. Pasal ini membatasi kepemilikan saham mayoritas sescorang atau
suatu pelaku usaha pada beberapa perusahaan yang bergerak di bidang usaha vang
sama, bukan melalui kepemilikan saham mayoritas, tetapi denpan susts batasan
presentasi pangsa pasar vang dikussapinys, untek satu pelaku usaha stau satu
kelompok pelaku usaha terfentn tidak mengussai lebih dar 505 (Jims puluh
perserafus) pangsa pasar satu jenis barang dan jasa fertentu dan untuk dua atau

I Modern H‘WW Sawcebaak ddem  Smith:  The Wealth of Nations, 1776,

Ieblh !argut dlkamkan bahwa A manapab; gmwd el!her m an mcﬁwdual or to o froeling compay
has the same effect as a secret in frade or manufacrures, The monopulists, by keeping the market
constaitly understocked, by mever fully supplytny the effectuat demand sell their commodities
much above the naneal price, and raise theiv emoluments, whether they consist in wages or profit,
greanly above thelr matural rate. The price of monopaly is spon every accusion the highest whick
can be got. The musural price, or the price of free compeiition, on the sontrary, is the lowest which
cam be teken, not upan every vecasion, indeed, bt for oty considerable fime togetber. The ome Is
upon &very pevasion the highesi which can be sgueezed out of the bupers, or which, it Is suppased,
they will consent to give: the other Is the lowest which the sellers can commonly efford to rake,
arnd af the same tinse continue their business.
* Indonesie, Undorg- Undang Tentang Larangan Prakiek Monopoly dan Perscingan Usaha
Tidak Sehat. No, 3 Tahun 1999, LN No. 33 Tabun 1999, TLN No, 3817, Pasal 27, lebib Jaajut
dikatakan dalam pasal tersebut Peleku usaha ditsrang memiliki saham mayoritss pada beberapa
perusahoan scjenis yang melalmken kegiolsn wsehs dslarn bideng yamyg sems pada pesar
bersangkutan yang swns atsn mendirikan bebersps perusehasn yang memiliki kegiatan nsaha
yang sama pada pasar bersangkulan yang samd, spabils kepemifiken trscbut mengakibatkan:

8} saiy peluky usehs alsu satu kelompok pelaky usahs mengussai Tehih dard 508 dhma pulub

persen} pengse pasar sabi jenis barang atay jass tertenty;
b} dus siae tige pelako usshe atan kelompok pelsku ussha menguasa Iebih dact 75% {wjoh
puluth Hes porsen) pangse paser sati jenis barng atau jesa tertenfi.
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tiga pelaku usaha tidak menguasai lebih dari 75% (tujub puluh lima perseratus)
pangsa pasar saty jenis barang atau jasa terientu,

Kefentuap dalam pasal 1 ayat (3), Pasal I ayat (1) das (2)
inkonsistenst dan membatast hak otonom (kebebasan) dari pelaku usaha
sebagaimana diatur dalam pagal 27 Undang- Undang Tentang Larangan Anti
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”® Pembatasan hak pelaku usaha
dilakukan melalui kepemilikan saham (market structure) dan dikenakan sanksi
bila tidak mematuhinya akan dibatasi kepemilikannya dengan hak suara sebesar
10% (sepuluh perseratus) dan harus segera mengalihkan kelebihan kepemilikan
dari sahamnya selambat- lambatriva dalam jangka waktu 1 (satu} ishun sctelah
berakhimys jangks weaktu penyesuaian struktur kepemilikan hal ini terdapat
dalam PBI Nomor Nomor 8/16/8B1/2006 padda pasal 9 dan 10. Pelanggaran yang
dilakukan dalam struktur kepemilikan ini dikenmakan denda scbesar Rp.
500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan sankst administratif beropa lurangan

** Indonesia, Perararan Bank Indoresia Tertarg Kepemitikan Tunggol Perbardkan Indoncsia, PBI
Nomor $/16/PBI2006, TLN 4642, Pasal | syat {3), pesad 3 ayat (1) doon (2} Iobil funjot dikalakan
Dulasm pasal § ayst {3y

Pemegang Saharm Pengendali adalah badan hakum dan alsu perorangan dan gtan kelompek usaha

Yang:

i, memiliki saham Bank sebesar 25% (dun puluh lima perseratus) atau Jebih dan jumlah saham
yang dikelharkan Bank dan mempunyas hak suars;

ii. memiliki saham Bank kurang dari 25% (dus puluh Hme perseratus) darl jienlah szham veng
dikeluarkan Bank dan mempunyel hak guars nsmun dapat dibukitkan tefah melakukan
pengendalion Bank baik secara langaung meupan fidek fangsung.

Ealam pasad 3 ayat (1) dan 2%

Passl3

{.Seisk mulal berdekunya Peratuwren Bank Indonesin ini, pihake-pihak yang telsh menjadi
Pemogung Schum Pengendali pada lebib durl | {satu) Bank wajib melskukon penyesuaian
srukinr kepemilikan sehagal berikuty
& mengalibhan sebagisn stin selorvk kepembiian sshamioys pads ssiah sato atan

iebth Bank yang dikendslikanuys kepada plhaik lain sehingpe yang berssogkutan
bxoys meniadi Pemegarg Sabinm Peongendall pada 1 (satu) Bank: stan
b. melakukan merger stau konsolidasi atas Bank-bank yang dikendalikannya; stau
¢ membentuk Perusshaan Induk &i Bidang Perbankan (Bank Holding Corpany), dengan
carn ¢
a}  reenditikan badan bukam baru sebagal Bark Holding Company; ales
b) menunjuk salsh sata bank yang dikendalikannya sebagal Bank Holding Company.

2.Dalem bal seiclsh beviskunys Porsluran Bank Indonesis ini piskpibsk sebugsimans
dimeksnd pada syt (1) melakukan pembelian sabam Bank Isin dsn mengakibatknn yang
bherssogkuisn memennhi kriterin sshagnl Pemegung Ssham Pengendali Buank yang dibeli,
maka yang bersangindan wallb melskokan wmerger stan konsolldasi atas Bank dimeksud
detighin Benk vang telah dimifiki sebelumnys.
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menjadi pemegang saham pengendali sclama jangka waktu 20 (dus puluh)
tahun,*

Kepemilikan saharm seseorang atau suatu pelake usaha pada beberapa
bank tidak dilarang. Yang dilareng adalah kepemilikan saham mayoritas suafu
pelaku usaha (baca: bank) yang mengakibatkan penguasaan pangsa pasar lebih
dari 50% untuk saty pelaku usaha den untuk dua atan tiga pelaku usaha
mengakibatkan mengussai pangsa pasar lebih dari 50 %. Larangan kepemilikan
saham mavyoritas di dus bank yang melakukan kegiatan usaha yanp sama baru
dilarang epabila kepemiliken saham wmayorites tersebut  mengakibatkan
penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% pada pasar yang bersangkutan.*!

Kebijakan kepemilikan tunggsl perbankan fidak selaras dan inkonsisten
dengan ketetentuan hukom larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

“ Iohannes fbrehim, Pencrapon Singie Preseme Policy dm Dampaknya Pogi Perboankon
Nastonal. (Jurisd Hukem Bisnis Vol 27 No, 2 Tohun 20683 him, 12, lebih lanhnl  pasal yang
berkaitan dengan kewsiiban dan Suiksi pelaksanesn kebijaken kepemilikan tusggal
yaiba
Pugal ¥
1. Pamegeng Ssham Pongondalt sebagaimsna dimalsud dplam Pasal 3 yang tidak meiskkan
penyesuaian strukinr kepemilikan dalam jangks wakt: sebagrizouna dimaksud dalen Pasal 7
* dilarang melakukan pengeadalian dan dilarsng memliki sabam desgan hak suers pada
masing-masing Bank lebih dan 12% (sepuluk perseratus} dari jumnish seham Bank,
2 Buank-bank dengan Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksizd pada avat (1) wajibs:
a.menestsl kepemifikan saham dengan hak susrs bagi yang bersangkutan paling tinggd
sebiesar 109 {sepulul persorabus) dard jumlab saham Bank;
b.memberikan hek sunra bagl yang bersanglontan dalum Rapat Umui Pemepang Saham
paling tinggi sebesar 1% (sopuluh persexatos) dard jumlah sahams Bank.
3.Bank-bank schagaimsns dmaksud pads syat £2) wajib menatausshakan jumlsh kelcbihan
szham di stas 10% (sepulub persemtus) milik Pemegang Sahmn Pengendali sebagat saham
tanpa Bak suars sampal dengan ssham dimaksud dislihkan kepads pihak fain,
Pasal 10
Pemegang Saham Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pusal 9 gyat (1) wajlb mengulibkan
subam tanpm hsk scare sehaggimans dimaksud dalem Pasal § ayat (3) kepeda pihak lain paling
frnbat | {satu) tehun setelah bemkhimys jangka wakme penyesusian strokbyr kepemilikan
selumgnimana dimaksed detsm Pasal 7,
Pasdl 12
Benk yang melangger ketertusn dalam Pasal ¥ syat {2) dan ays? (1) dikenskan sanksi sdiinistestil
berupa kewstiban membayar sebesar RpS00.008.000 (ima rotus jula supiah).
Pasal 13
L. Pemegung Seham Pengendall yaog melangger ketentuan sebaggimana dimaksnd dalgm Pasal
10 dikemakan sanksi administratif berupa larargans merdadi Pemegeng, Saham Pengendali pads
seluryh bank ¢ Indonesia untuk jeagka wakiy 20 (dua puiph) tahun,
2.Pepgenasn sanksi sebugaimans dimmloud pads ayat (1) tidsk menghilengken kewsjiban
Pemegang Ssham Pengendali dimsksud satuk teiap mengelitian saharn tenpa hak shars
sehagaimana dimaksud dalam Pasad 18,
Y Udin M. Silalahi, Single Presence Policy Ditinjou Dari Perspedaif Hukum Persoingan Usaho.
{Jurnai Hukum Bisnis Vol. 27 No. 2 Tehun 2008}, klm 40,
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karena satu sist kebijukan tersebut meningkatkan efisiensi perbankan namun disisi
fain dapat mengakibatkan peningkatan konsentrasi perbankan fdominay position)
alch satu pelaku.

Roscoe pound mengatakan bahwa law as a toef of social engineering pun
berlaku dalam bidang perbankan yaitu pada saat hukum yang dibuat oleh pembuat
kebijakan yang ssh dibuat dan diberlakukan maka semua yang berada dibawah
kendali kebijakan tersebut pun hasus melaksanakan walau dengan motivasi yang
berbeda- beda. Dalam bidang perbaskan hukum yang dikelvarkan oleh Bank
Indonesia sebagai produk yang dinamaken Peraturan Bank Indonesis veng
mewajibkan dug bank berbeda dengan [Htimate Shareholder yang sama
diwajibkan melakukan satu dari tiga opsi vang ditawarkan oleh Bank Indonesia.
Dengan demikian maks terlepas apakah bank tersehut sehat atau tidak sechat
namun bila dus bank berbeda demgan pemegang ssham pengendali yang sama
diharuskan oleh produk hukum vang dikeluarkan Bank Indopesia untuk memitih
dan melaksanakan peraturan sebagai akibst dari produk hukum yang dikeluarkan
Bank Indonesia sebagal pemegang Kcekuassan yang sah untuk  mengabuy
perbankan di Indonesta.

Lindwaritan Indannsia
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BRAB YV

Kepemilikan Tunggal Perbankan Memperkuat Prudential Banking

A. Kepemilikan Sitang Bank (Cross Owrership),

Kelvamnya kebijskan kepemilikan tunggal perbankan adalah karena
terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998
dimana ini merupakan imbas dari kebijaken sebelumnya yaito dengan
dikefuarkannya paket deregulasi 27 Okicber 1988 (Pakto 88), antara lain
berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian s¢jurniah bank umum
berskala kecil dan menengah. Pada puncaknys jumlalr bank di Indonesia
membengkak dari 111 bank menjadi 240 bank pada tzhun 1994- 1995,
sementara jumlah bank perkreditan rakyat (BPR) meningkst drastis dari 8.041
pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996." Pertumbuhan terschut
berbalik arah pada periode 1997- 1998 karena terbentur pada krisis kevangan
dan perbankas,

Maka untuk menjaga egar krisis tersebut tidak terulang kembali
pemerintah melalui  Bank  Indonesia  mengupayaksn  kebijakan wvang
mendorong dan menjaga kesehatan perbaskan yaitu dengan kepemiliken
tuggal perbankan dimana dalam kepemilikan tunggal fersebut diwajibkan
kepada dua bank dengan pemilik saham terbesar yang sama untuk melakukan
pengambilatihan sahem, merger atau konsolidasi maupun dengan bk
holding compary.

Bank- Bank Swasta maupun BUMN di Indonesia beberapa diantaranys
memiliki yltimate sharcholder yang sama pada beberapa bank yang berbeda
seperti yang dilansir dalam harisn kompas 7 juli 2006 jaoh sebelum skhiraya
bank Niaga dan Lippo bank merger yaitu;

Ini berarti sejumnlah PSP bank akan terkens kebijakan kepemilikan

tunggal. Contoh, Bumiputrs Commerce Asset-Holding Berhad
{BCHB) yang menguasai 63,35 persen saham Bank Niaga dan

' Ria Friling Peranan Arsitekivr Perbarkan Indonesia Dialam Mewujuidkor: Sistem Perbankon
yany Sehat, Kuat dav Efisien(Tesly Universitas Indonesin, Jakarts 2008), him. 25.
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Santubong Invesiment BV yang menguasai 90 persen saham Bank
Lippo. Ini karena Santubong maupun Commerce dikendalikan
perusahaan Malaysia, Khazanah Asset Berhad. Hal yang sama
juga berlaku untuk United Overseas Bank (UOB) Singapura yang
menjadi PSP di Bank Buana dan UOB Indonesia. Bank Permata
dan Standard Chartered Bank Indonesia juga terkena aturan ini.*

Sedangkan untuk pemerimtab yang memiliki empat bank BUMN, yakni
seperti  Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN, diberikan tiga opsi yang hatus
diselesaikan paling lambat akhir Desember 2008. Selzin bank BUMN, sejumiah
bank nasional kimi sudsh dimiliki investor asing. Mereka menjadi pemegang
saham pengendali bukan hanya pada sate bank, tetapi pada beberapa bank. Selain
kepemilikan laogsung, juga kepemilikan silang, Kebijakan kepemilikan tunggal
tidak berlaku uniuk Pemegang Saham Pengendali yang memiliki sekaligus bank
umum konvensional dan bank umum syarish.

Liberalisasi perbankan telah memfasilitasi perrumbuban perbankan yang
cepat sehingpa memberi peluang untuk masuknya individu yang tidak bermutu ke
dalam bisnis perbanken. Sistem dan struktur perbankan yang dibasilkan oleh
perubahan  regulasi  tersebut menpakibatkan  dimungkinkannys  terjadinya
kepemilikan silang (interlocking ownership} dan lending pattern serta
kemongkinan dimilikinya satu bank secara mayoritas mutlak,

Menurut Widigdo Sukarman, sslah sstu penyebab buruknya kondisi
perbankan di Indonesia adalah campur tangan pemilik yang berlebiben dalam
manajemen bank, bahkan tidak sedikit pemilik yang merangkep jabatan sebagai
pengurus bank, ® Bank-bank swasta hampir sclurubmya dimiliki oleh ateu
merupakan bagian dari Konglomerat besar yang bergerak di bidang usaha non
bank seperti properti dan manufaktur. Dengan strukfur kepemilikan seperti itu,
peran komisaris yang berdasarkan undang-undang bertugas mengawesi
kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahean menjadi tidak efektif.
Kedudukan komisaris diisi oleh pemilik bank stau diangkat sebagai jabatan

? Bl Larang Kepemililan Garda, <http: fwww? kompas. convkempas.
%ﬂa&fﬂﬁﬁ?fﬂ?ﬁma’z?ﬁﬁ?ﬁiﬁm >, {¥iekses 9 November 2008,

Widigdo Sukarman, Upaya Pemehattm Perbankor dan Sektor Riil, Bismis & Fhonomi
Poliik Quarterly Review of the Indonesia Evonomy, (Vol.3, Mo, Tenuard 1999), ksl 2t
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kehormatan. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan internal bank tidak berjalan
dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan fersiss pada pengawasan cksternal
oiech BL

Efektifitas pengawasan terkait erat dengan pola dan struktur kepemilikan
bank. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat kritis dalam mencapal peaktek
perbankan vang sehat. Kepemilikan secara mayoritas memuangkinkan timbulnya
campur tangan pemilik secara berlebihan dalam kepengurusan bank.* Fungsi
komisaris sebagal pengewss utama dari suatu perseroan menjadi tidak efektif
sehingga pengawasan bank tergamtung sepenubnya kepada pengawas bank.
Bahkan untuk pengawasan bisnis sehari-hari (day to day business).’

Padahal komisaris memiliki peran strategis dslam mengawssi falanya
suaty perusaiwan Pentingnya fungsi komisaris pada suat perusshaan secara
khusus ditegaskan oleh OCC sebagei berikut:

“a bank's board of divectors is ultimarely responsible for the
conduct of the bank’s affairs. The board controls the bank’s
direction and determines how the bank will go abaout its business...
A board must be strong, independent, and actively involved in the
bank s affairs. The long-term health of the institution deperds en
,’I !?

* Rizal Ramit, Stravegi Bersaing Perbankon indonesia Pozog GATS. makaiah disempailan pads
Digkust Peltar Hokum das Ekenomi “Impiikact Liberuiisasi Sektor Jasa Keunngen tethadap
Perekonomian Inthmesm, dxsaimggamlmn Bank Indanasm, -2 mm 1999 di Jakam.,

16 ]

: Indoncma. Umdang Undang Perseroon Terbavm, UL Mo, 40 tahun 2007, LN No. 106 Tabun
2007, TLN No. 4756. Pasal. 108 menyetekan dewan komisaris:

1. Dewar Komisatis melakukan pengawasan atas kebdjskan pengurusan, lanays
pengurusan pads wentmays, balk mengenst perserosm muupun usehs persernan dan
pemberian aasihat kepada Jireksd.

‘2. Pengswasan dan pemberian nasibat Wmmd@a&&a&;ﬂaaﬁt{i)dﬁmm
kepentingan perseroan dan sesusi dongan maksud dan tjusn perseroan.

3. Dewsn komisaris yang terdirf ates 1(safi) orang angeots sty febik.

4. Dewnn komisaris yang terdiri silss lebib dad T (saiu) orang anggota merupakan majelis
dan setiap anggots Dewan Komnisaris tidak dapat bertindak sendiri- seadici, melainken
berdusarkan keputusan dewan komisaris,

5. Persercan yang kegietan usshanyn berkaitan dengan menghimpun dsn/ atan mengeloin
dann  masyarskal, persercsn ysng menerbifan surat pengakuan hutang  kepade
missyarskat atau perseronn torbuks wajib mempunyai pafing sediky 2(dus) orang anggotn
g komisaris.

¢ Office of the Compiroler of the Currency, Bank Foifwre an Eveluation of the Focyors
i’k?xiriéwifzg o ﬁae Fm’m af ﬁadami Bzmtx, {Waskizxg?an nCc 1988} hal, 5.
i gobess sony IR D0 pembalag serniliken-bankihb 2

dmkm % I‘meba' 2008
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Penelitian yang dilakukan oleh Comptrofler of the Currency (Jembaga
Pengawas Bank di Amerika Serikat) menujukkan salah satu  penyebab
kebangkurutan perbankan di Amerika Serikat pada tahun 198G-an (Saving & Loun
Scandal} 31 antaranya disebabkan olech komisaris yang tidak memiiiki
pengetahuan perbankan atau pasif dalam melakukan pengawasan kegiatan bank.”

Jalan keluar yang dapat ditakukan untuk mengefektifkan pengawasan
internal sebagai upaya meningkatkan kesehalan perbankan eadalah dengan
menghilangkan benturan kepentingan sntara pemegang ssham dan atau pengurus
bank, Benturan kepentingan ini dapat terjedi scbsgal akibat adanya cross-
ownership alau cross management antara bank dengan usaha Jain baik di sektor
finansial mavpun sektor riil.

Benturan kepentingan juga dapat terjadi karena konsentrasi kepemilikan.
Dengan demikian terbuks kemungkinan terjadinya pcnyaiakgzmaan bank untok
mendukung kepentingan usaha pribadi pemegang saham maupun pengurus.®
Untuk mencegah hal tersebut Bank Indonesia telal mengeluarkan kefentuan unfuk
membatasi kemungkinan terjadinya kepemilikan® dan kepengurusan silang,'®

T Ibid, Him. 7.

! PT. Pacific International Finanee {FIF} menerbitken Commercial Paper (CP) yang dijamin olch

PT. Bank Pucific (BP) sehesar USD 8 juta CF int kemudian dibeli oleh PT. Wiceksana Oversess

Infernstions] (WOI). Pede saat jatuh tempe CP tidek depat dibayer baik oleh PIF maupun BP, B9

menolak pembaysran dengan afasan CP dimaksud tidak tercatal dalam pembuian BP. Antars BP

dan PIF terdapet hubungan kepemilikan feross ownership) dan hubungun kepengurusan (cross

management), Presiden Direktur BP dan sekaligus Presiden Komisaris dan pemegang saham PIF,

Majelis Hokim Penpadilan negeri Jokarts Pusat melaloi putusan No3SOSAL KEP/1995 tanggel

28 Nepember 1996 menghukuml BP dan PIF membayer CP dimeksud. Hokim berpendapst tidak

dicatatmye CP dalam administrasi BY tidek dapat dijadikan slasan otk menclak pembayaren

kareen hel tersebut merupakan persoalay intern BP dan pembeli yeng berikiikad baik fhalderin

dug course) barns Glindungt,

® Perturen Bank lndonesia No.2/27/PBI2000 tentang Bsok Umum Pasal 24 ayet {3) menetapkan:

Anggats Direksi baik secarn sendird-sendivi sims bersama-sams dilareng memilikd saham meiehihi

25%{:21:3 ardah lima perseratus} derd modal disetor pada suste payasahaen lain,

"% Pasal 22 ayst {5) Persturan Bank Indonesis Nomor : 2/27/PBU2000 tentang Bank Umum

menetapkan Anggots

dewsn Komisaris hanya dapat mevanghnp jabatan sebagal:

2. sngpots dewan Komisatis sebunysk-banynkaye padz 1 (sat) bank lain atay Bank
Perkreditan Relryat; stau
b.  amggots dewan Komisaris, Direksl, ateu Pejabat Eksekutif vang memeriukan tanggung

jownb penuh sebanyak-banyalonye pade 2 {dus} lembega/perusehasn Jain bukan bank etau
bukan Bank Perkreditan Rakyat,

Pasal 22 syaf (6} : Mayoritss snggots dewsn Komisaris ditirsng sating memilild bubnngan

kelnsrgs suenpail dersfat kedue depnn sexnma angyois dewsn Komisgris,

linkysrnitax Indonania
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Bank Indonesia memberikan persetuivan atas kepemiliksn dasn
kepeugurusan bank.'' Pentingnya persetujuan Bank Indonesia dilatarbelakangi
pengalaman bahwa pemilik, direksi dan pejabat eksekutif bank merupakan
penangzung jawak utama menjaga bank tetap sehat danm kuat. Secara bersama-
sama pemilik dan pengerus harus menciptakan kerangka pengawasan internal
dalam menjalankan operasional bank dan memastikan bahwa kegiatan usaha bank
sejalan dengan prakiik perbankan yang sehat dan aman.’? Struktur kepemilikan
bank dapat menjadi insentif bagi pemilik bank untuk melekukan kegiatan yang
tidak sehat dan tidek aman. Bank dapat disalahgunakan menjadi sumber dana bagi
pemilik. Pinjaman kepada orang dalami merupakan faktor penyebab utama
terjadinya bank bermasalah di banya negars

Bilamana motivasi memiliki bank adalah untuk mersmpoknya maka
internal governance semata tidak aken dapat mencegah hal tersebut.” Soal
penting tentang kepemifikan bank adalah renjawab pertanyaan siapa sebesamys
pernifik bank. Pertanyaan tersebut timbul karena dalam hal kepemilikan terdapat
dualisme pengertian yaite fegal swner (pemilik yang tercatat menunat hukum) dan
bengficial owner {pihak yang menikmati manfast ckonomis dari bende yang
dimiliki legal owner}, Sebagian shii hukum perusahaan menyatakan bahwa sistem
hukum Indonesia yang mewarisi tradisi hukum kontinenta! tidak menpenai adanva
dualisme kepemilikan.

Sclanpinnya Pasal 24 ayat (2) meneiapkan: Anggota IHrekst ditsrang mersnglisp jsbutan
schagal anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pefabat Elcsekutif pada lembaga perbarkan,
?mman atau fembaga ain.

' Indonesie, Undang- Undarg Tertang Bank Indoresia No. I3 Tabur 1999, LN No. 66 Tebun
1999, TLN Ne 3841, Sebugaimana telah divbah deagen Undang- Unelung Tentang Bank fndonesio
No3 Tehun 2004, LN Ne. 7, TN No, 4357, lebih lanjut dikataksn dalam pasal tersebnnt bahwa
berkaitan dongen kewenangan i Sidang perizinan sebagsimang dimaksud datam pasal 24, Bank
Indonesia:

#  Mumberikan dey mencabut 380 asaha bank;

b, Momberikan izin pembukaan, penutupan dan, pemtindshen kantor banlg

¢ Memberikan izn kepada bank unfuk mensjalankan kegisten vsaha- visaha tertenty,
"2 Cori- johan Lindgren, et. Al Bank Soundwmess and Macroccenomic Polley. {Internstiosal
Moretary Fund, 1996). Him . 105, dolam Sitompul, Zulkarnain, Merger dhdslsi, dan Kensolidasi
Perbankan Relevansinya Dengan Kebijakan Single Presence Policy. Jurnal Hukum Bisnis Vol, 27
No. 2 Tahan 2048, hm. 19.
Y Zutkamsin Sitompul, Merger Akdsisl, dan Konsalidasi Ferbankan Belevansinya Dengon
Kebijakan Single Presence Policy. (Jurnal Hidum Bignis Vol. 27 No. 2 Tuhun 20083, K, 19
“ Carl- Johan Lindgren, et Al Bamk Sowmbness and Macroeconomic Policy. {irternationsl
Muonstary Fund, 1996). Him . 109, dalam Zulkernain Sitompid. Merger Akuisist, dan Konsoitdasi

Perbankar Relevonsinpa Dengan Kebijaken Single Prosence Poficy, (Faraal Huokum Bisais Vol.
27 No. 2 Tahun 2008). kim. 19.
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Adanya dualisme kepemilikan adalah akibat disnutnya konsept trust yang
berasal darl tradisi common law, Legal owner berfungst sebagai pihak yang
melakukan pemeliharaan atau penguasean suatu harta bends tertentu.” Dalam
menetapkan pemilik bank, Bank Indonesia menerpakan konsep Ultimate Gwrner.
Berdasarkan konsep ini pemilik bank adalah pihak yang menerime manf2at atas
kepemilikan tersebut Geneficiol owner). Pihak yang menerima manfaat tersebut
dapat berbeda dengan legal owner, Oleh karena ity pihak yang menerima manfaat
dari kepemilikan bank wajib diungkapkan. Kepemiliken bank wajib
diangkapkan. Kewsjiban uptek mengungkapkan juga berlaku uwntuk
perusahaan terbaka. Hampir di semua negara majuterdapat ketentuan yang
mewsjibkan untuk mengungkapkan kepentingan substantif suatu pihak terhadap
perusahasn terbuka.

Pada tahun 1972 Australia misalnya telah memberlakuken kewsjiban agar
suatu pihak yang memiliki subsiantif saham svats perusahaan publik untuk
mengungkapkan kepemilikannya kepada perusehean dan kepada bursa dimana
saham fersebut diperdagangkan, Berdasarkan ketentuan tersebut kewajiban
muncul bilamana suatu pihak memiliki hak susra pada suatu perusaheaan schesar
585 15

Kewajiban untuk mengungkapkan kepemilikan dilandasi beberapa alugan,
Pertama identitas pemegang saham pengendali atau calon pemegang ssham
pengendsli suatu perusahaan merupakan informasi investasi yang penting, kedus,
dalamn rangka akuisisi keterbukaan informasi atas kepemilikan dimaksudkan untuk
menjamin agar peralihan pengendalian perusahaan berlangsung secara terbuka
dan efisien. Ketiga, untuk mencegah terjadinya insider trading dalam pasar.’”

Penentuan bentuk hubungen hukum entars legal owner dengan bengficial
owner terkadang sulit dilakukan, Diketahuvinya bentuk hubungan hukum perlu
uniuk menctapkan bentuk tanggung jawab masing- masing pihak  Ada beberapa

"* Guoawan Widjajn , Transplamast Trust dafam KUH Perdata dan Undang-Undang Fasar
Modal, (Jekarts: Rajawali Press, 2008}, Him. 4

“ David A Chaikin. Penetrating Foreign Nominees: 4 Failure of Strategic Regulation? |
AssstraBan Journel of Corporate Lew (2006} dalam  Zulkamain Sitompul, Merger Akuisisi, dan
Korzoitdasl Perbarkan Relevamsinya Dengon Kebijakan Single Prezence Policy. (Jurnsl Hukum
Bignis Yol 27 No. 2 Tehan 2668). him. 20,

¥ Ihid, Dravid A Chaikin,
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kemuongkinan tentang hubuogan hukum antara legal owner dengan beneficial
owner yaiti nominee atau hobungan pengurusan, perwakilan atau keagenan,
Mésing- masing bentuk hubungan hukum tersebut membawa konsekuensi hak dan
tanggung jawab yang berbeda, Masalah lain yang timbul dalam penentuan
ultimate shareholder terjadi pada perusahaan dengan struktur kepemilikan yang
kompleks yang melibatkan perusahaan khusus (special purpose vehicle) st pada
kepemilikan yang melibatkan investment bank."®

Konsep kepemilikan perusahasn int sering menimbulkan perfanysan
apakah badan hukum Jegal personality} dapat dimiliki datam segala bentuk dan
cara yang efektif. Akan selaln ada biaya keagenan dalam setiap strukiur
perusshasn dimana seseorang selain mansjemen memiliki modal. Perugahasn
terbuka memiliki pengurus dengan agenda yang dapat berbeda dengan pemilik.
Tantengan terhadap penerapan good corporate governance adalah memastikan
penuyelesaian perselesihan diantara organ perusahaan adalah sustu proses terbuka
dan adil. Tantangan ini uwtamanys dijawab oleh hukum dengna menerapkan
standar prosedur yang tinggi dan pengaturan tentang standar fiducin.’®

Pertanyasn yang kemudian muncul adalah apa yang dimaknsi dengan
memiliki sebagaian dari scsuatu. Pemegang saham (siockholder) misalnya
dianggap “memiliki® perusahaan tempat mercka berinvestasi. Tetapi bagian dard
modal tidak dapat ditegemahkan dengan memiliki sebagian dari harta perusahean,
kecusli bila perusahsan fersebut bubar dan masih tersisa harta uniuk dibagi
diantara sesama pemegang saham. Torbatasnya tanggung jawab pemegang saham

'® Special Purpase Vehicle/Entity ~ SPV/SPE. <fittp: i : S

Diakses 10 November 2008. lebih facju, dikatakan babvwn . Specm! Pw;:ase P’tf:}x:fem;}e

1. Also referred iv ax a "hankruptcy-remote entify” whose operations e Hmited o the
aequisition and financing of specific assets, The SPY is usnally o subsidiary company with ws
assetTiability structure and logal status that makes its obligations secure even if the porewt
comparny goes darkrips.

2. 4 subsidioy corporation designed o serve as a counterparty for swaps and other credit
sensitive derfvative instrumerds. Alsy colied o “derivatives product compap.”
Thanks to Enron, SPVs/SPEs are howsehold wards. These entities aren'’t olf bad though. They
were eriginally fand stiff are} wsed to isolete froncial risk,

A corporation con use such a vekicle 1o finance e jarge project without prdting the entire firm at

risk. Problem is, due to accounting loupholes, these vehicles becams o way for CFOs to hide dedi

Ezsertiofly, if looks Itke the company doesw’t have a linhiflty when they really do. As we saw with

the Enron bandrupicy, if things go wrong, the rexulis oom be devastating,

¥ Zuikarrain Sitompul. Merger Akuisisi, dan Konsofidosi Perbankan Relevansinya Dengan

Kebijakan Single Presence Policy. (hunal Hukurn Bisnis Vol. 27 No. 2 Tahun 2008). hirn, 20,
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terbatas mengandung arti membatasi tenggung jawabnya atas kesalahan
perusahaan, =

Dalam kepesgurusan selalu muncul pertanyaan bentuk kepengurusan
seperti apa yang ideat untuk perusahsan. Jawaban atas perianyaan tersebut penting
karena seiarah perkembangan perusahzan memperlibatkan bahwa perusahaan
telah banyak berubah dalam beberapa dekade terakhir. Profil mta- rata perusahasn
Hena puleh tahun silam misalnya berbeda jauh dengan profil perusahaan saat ind.
Naoun demikian, beberapa prinsip dasar pengurusan perusahaan seperti prinsip
Sfiducia masih tetap relevan dengan masalah self dealing oleh pengurus terlepes
dari perkembangan dan perubohan yang telah teradi pada perusahasn,
Wiraswastawan pads generasi awal umumnya memiliki den meagurus sendid
perusahaanya. Profil perusahasn tradisional adalsh kecil dan dikelola oleh
pemiliknya sendini.>!

Scjalan dengan pertumbuhan perusshman make jumlah pemegang
sahampun twrut bertambah. Masing- masing pemegang saham tersebut memitiki
jumiah saham- saham yang kecil. Dengan kata lsin, tidak terdapat konsentrasi
kepemilikan saham yang konsekuensi kewenangan pengurusan dilakakan olch
pihak lain. Dengan demikizn terjadi peraliban kewenangen pemgorusan
perusahaan dari pemegang saham kepada pengurus perusshasu. Pada
perusahaan publik, manajemen puncak sering kali hanya memiliki jumlah saham
vang sedikit. Namun demikian, karena fumlah pemegang saham tersebar luas di
masyarskat maka pengurus perusahean mampu memiliki fungsi kontrol terhadap
perusahzan. Telah lama diskusi mengenai perusahaandimulei dari pendapat bahwa
pengurus perusahaan memiliki kekuaspan dan dapat menggunakannya untuk
mengeksploitasi investor, konsumen atau keduanya, Para pengurus perusahaan
mengetahui dengan tepat Kondisi perusahiaan dan dapat menyembunyikan kondisi
perusahaan dari investor, Informasi tentang kualitas pengelolaan perusabaan juga
mudah dirahasiokan. Dipersenjatai dengan pengetahuan pribadi dan kemampuan
menciptakan investor dalam kegelapan, pengurus perusahaan membemntuk opini
untuk kepentingan mercka dan sekaligus mencuwri dan melakukan kesalahan

0 1hid, Zuikarnain Sitomp.
# 1hid,
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pengelolaan ® Di Amerika Serikat sistem pengelolaan perusahaan dilakukan
secara oulsider/orm's-length yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh orang luar
{outsider) perusahaan. Sistem ini terjadi karena tersebamya kepemilikan suatu
perusahaan, Perusahaan-perusashaan besar di AS hampir selurubnya adalah
perusahaan terbuka dan hanya segelintir perusahsan vang sahamnya masih berada
di tangan pengendali perusahaan. Kepemilikan saham yang besar apalagi
kepemilikann saham mayoritas adalah suatu bal yang tidak ledim di
ASTeminologi avm’s length tepat untuk konteks AS karens pemegang saham
menjaga jarsk dan membiarkan penguus bebas melakukan pengelolaan
peruszhaan,

Pendekatan ini berhasil karena dalam situasi normal investor lebih tertarik
pada kineria umum portfolio ssham yang mercka riliki dibandingkan
perkembangan yang melibatkan satu perusshasn fertentu. Geiala pemisshaan
antara kepemilikan dJan kepengurusan initclah diindentifikasi oleh Adolf Berle
dan Gardiner Means di awal tahun 1930an vang kemudian dikenal dengan “Berle-
Means Corporation.”

Analisis Adolf Berle dan Gardiner Means ini ielah menimbulkan
perdebatan paniang. Akan tefapl para ahli sependapat bahwa “Berle-Means
Corporation” merupskan psradigma dJdominan dalam sistem ekonomi pasar.
Pemisahaan antara kepemilikan dan pengelolaan merupekan sistem yang
menguntangkan karepa pengurus dapat dipckeriakan semata-mata berdasar atas
kompetensi yang mercka miliki. Hal ini dapat terjadi karena pengures tidak
diharapkan dapet memberikan kontribusi keuangan kepads perusshasn vang
mempeketjakan mereka atau memiliki ikama keluarga atau hubungao pribadi
dengan pemegang saham pengendali. Berbeds dengan AS, di Jepang dan Eropa
Kontinental, pengelolaan perusahasn dilskukan oleh imsider/control-oriented.
Berdasarkan sistern ini pasar modal misalnys hanya memainkan peran kedua
dalam perekonomian. Perusabasn-perusshaan yang sahamnya dijual di bursa
wnumnys dimiliki oleh pemegang seham pongendali dan atan krediter dominan

* Frank H. Busterbrook snd Daniel R. Fischel. 7he Ecomomic Structurs of Corporate Low.
{ Cambridge: harvard Usiversity Press, 1996}, P, 1. dalam = Zulkarnain Sitompul, Merger Akuisisi,
dan Konsolidasi Perbonkan Relevansinya Dengan Kebifakan Single Proserce Policy, (Jumsl
Hukum Bisnis Vol. 27 No. 2 Tehurn 2008). hlm. 20.
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vang mempengauhi manajemen. ® Jerman dan Jepang menikmati kinega
ekonomi yang lebih balk dan A8 selama tahun 1970an dan 1980an sehingga
menimbulkan kesan bahwa system insider/control-oriented bekerja lebih baik.
Kevenderungan perekonomian akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa versi
kapitalisme model AS lebih dominan dan  “Berle-Means Corporation”
senghasilkan

efisiensi sebagaimang vang diajarkan oleh teori dan juga kenyataannya
perusshaan perusahaan dengan orientast insider/control mulai melakukan
divestasi dan menghilangkan struktur kepemilikan silang vang rumit dan secara
perlahan bergerak kearah kepemilikan yvang tersebar. Meskipun perubshan keargh
kepemilikan tersebar tersebut terjadi secara perlahan yang oleh Pimpinan Credit
Lyonnais SA pada tahun 1999 digambarkan sebagai “Darwinian evolution of the
species”. Studi emperis menunjukan bahwa pertama, tingkat proteksi vang
diberikan oleh sistemn hukum sustv negara kepada outside investor berdampak
signifikan terhadap

regim pengelolaan perusahaan di segara tersebut. Hal ini terjadi o
Amerika Serikat. Kedua, struktur ingtitusi vang kuat juga dapat menciptakan
sistem penyebaran kepemilikan perusahaan sebagaiman yang tedadi di Inggris.
Proteksi hukum yang kuat bagi pemegang saham minorites berkaitan erat dengan
pertama, banyaknya jumish perusahzan yang tercatat di bursa efek Kedua, Ichih
bernilainys pasar moda. Ketiga, lebih rendah manfaat kontrol pribadi dan keempst,
febih terpecahnya kepemilikan saham. Dengan perkatsan lain konsentrasi
kepemilikan adalah konsekuensi lemehnya perlindungan hukum bagi pemegang
saham minoritas.®

Di lingkungan vang tidak diatur (emwegulated envirorsment), muncul
bahaya dimana orang dalam (pemegang saham pengendali dan eksekutif senior)
suatu perusahaan publik akan mengelabui outside investor vang memiliki saham
perusahaan. Berdasarkan argumentasi “Jmw matters™, di suatu negars yang
hukumnya lemah memberikan perlindungan terhadep investor dari kecurangan

* Brian K. Cheffins. Does Law Maiter? The Sepearation of Ownerskip and Control in The United
Kingdom. Journal of Legal Studies, Vol XXX tune 7001), hel. 482
™ Ibid, Brian R, Cheffins.
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orang dalam menyebabkan investor potensial takut diekspioitasi. Oleh karena i,
investor enggan membeli szham perusahaan, Keengganan investor tersebut pada
akhimya membuat peniilik memutuskan untuk tidak menjual sshamnya kepada
publik. Hasil yvang berbeda akan terjadi apabila suatu negara mengatur sikap
oportunistik para insider schingga pemegang saham minoritas merase aman,
Dengan kondisi tersebut maka investor akan bersedia membeli dengan harga
penuh saham yang dijual sehingga menurunkan biaya modal bagi perusahaan
yang memilih menjual saham di pasar modal. Hal ini pada pilimnnyz aken
meningkatkan penawaran umum saham dan sekaligus membangun pasar modal
yang kuat dan menciptakas sistem kepemilikan perusahsan fersebar.

Mengenai pentingnys perlindungan ierhadap pemegang ssham mincritas
terhadap terciptanya sistem kepemilikan saham perusahaan yang ferschar, ada
baiknya melibat perkembangan yeng terjadi di Inggris, Perkembangan di Inggris
memperiibatkan bahwa perangkat hukum yang menpgatur perusahaan dan pasar
keuangan tidak harus ada untuk menciptakan penyebaran kepemilikan perusahaan,
Pengalaman  Inggris menunjukan  bahwa stuktur  kelembagean  dapat
menggantikan  peranan  hukum  dalam  menciptakan  suatu  sistemm  yang
dikehendaki”

Berbedas dengan Amerika Serikat, penyebaran kepemilikan ssham
perusahaan Ji Ingris bukan disebabkan kuatnys perlindungsn vang diberikan
hekum kepada pemegang saham minoritas. Hal ini terlihat pada tshun 1907
hampir 600 perusshean tercatat pada London Stock Exchange, Jumlah ini
meningkat menjadi 3500 perusahaan pedas tahun 1951, Pada tahun-ahun sebelum
tahun 1914, perusahaan-perusahaan terbuks (public companies) Inggris masih
dimiliki dan dikelola secara dominan oleh keluarpa. Pemisshan antars
kepemilikan dan kepengurusan baru benar-benar terjadi pada tahun 1950,

Meskipun  hakim-hakim Inggris terkenal reputasinya  sebagai
incorruptibility, impartiality and dicisiveness, namun demikian Ingpris tidak
termasuk negara yang

* fhid, rel. 459,
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memberikan perlindungan bagi investor. Hukum perusahaan yang berlaku
atau prinsip common law yang secara tegas melindungi pemegang saham
minoritas tidak dikenal. Hak gugat derivatif misalnya bukan svatu yang lazim dan
pengadilan enggan memberi pemegang saham minorits legal standing untuk
menggugat atas nama perusahaan,

Sampai pertengaban periama abad 20, hukumn perusahaan Inggris tidak
mengatur insider dealing. ® Berkembangnya pasar modal Inggris banyak
dipengaruhi oleh pertama, financial intermediaries. Perusahaan-perusahaan yang
ingin go publik harus melalni pemeriksaan yang ketat oleh financial
intermediaries. Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh  financial
intermediaries adalab untuk menjaga reputssi lembaga keuangan tersebut, Kedus,
London Stock Exchoge juga memerankan peranan penting dalam
mengembangkan pasar modal. Sebagai lembaga swasta, London Stock Exchange
menetapkan aturen yang ketat bagi perusshaan yang ingin mencatatkan sahamnya.
Dengan demikian, meskipun Inggris tidak mengenal rejim hukum  yang
memberikan perlindungan bagl pemegang saham minoritas akan tetapi kuatnya
peranan yang diberikan oleh kedua lembagn ini membuat banyaknya investor
yang menanamkan dananya dengan membeli saham perusahaan,®’

Di Indonesis kepemilikan bank di Indonesia diatur dalam pasal 22 sampal
pasal 28 Undang- Undang Tentang Perbankan Nomor. 7 Tshun 1992,
Scbagaimans telah diubah dengan Tentang Perbankan No.10 Tahun 1999, pada
prinsipnya pendin bank umum dan bank perkreditan rakyat bisa warga nepara
ateu badan huloun Indonesia dan khusus bank perkreditan rakyst dapat dimiliki
bersama oleh pendirinya, Di Indonesia bank tidak dapat didirikan oleh warga
negara asing sendiri, kecuali didirikan secars kemitraan antara wirga negars asing
dan/ stau badan hukum asing. *Menurut Pasal 22 diubah Undang- Undang tentang
perbankan maka yang dapat memiliki bank umum hanya warga negars Indonesia
dan stau badan hukum Indonesia atau wargs negara asing dan atau badan hokom

% thid, bal, 470
# 151, bal, 474
* ndonesta, Undang- Undang Tentang Perbaken No. 7 Tahun 1952, LN No.31 Tahun 1992,

TiMN No 3472, Sebegaimana telsh divbah dengan Undang- Undang Tentang Perbarkan No, 10
Tahun 1998, LN No, 182, TLN Ne. 3790.
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asing deagan cera kemitrsan. Sedangkan untuk bank perkreditan ralcyat maka
yang dapat mendirikan adalah warga negara Indonesia, badan hukum Tndonesia
yang seluruh pemiliknya wargs négara Indonesia, pemerintah daerah atau dapat
dimiliki bersama diantara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan
atau pemerintah daerah,

Dalam hukum Indonesia tidak dikemal nominee maupun adanya
perusahaan special purpose vehicle (SPV), karena menurut Undang- Undang
perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dikataksn dalam pasal 48 ayat (1)
bahwa saham persercan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dengan demikian
maka tanggung jawab mavpun hak atas dividen hanya dapat dimintakan kepada
nema dari pemilik saham tersebut.

Dengan demikian masalsh kepemilikan silang perbankan harus ditentukan
iebih dahulu sispa sebenamya pemilik dari bank tersebut. Kepemilikan silang
sendin yang berarft adanya kepemilikan di dua perseroan terbatas mavpun bank,
dengan pemilik yang sama. Istilah Kepemilikan silang hanya dapat ditemui
pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Teatang
Perseroan Terbatas, dimana dinyatakan bahwa kepemilikan silang terdiri dari
dua jends vaitu: kepemilikan silang secara langsung dan kepemilikan silang secars
tidak fangsung. Kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perserosn A
memiliki ssham pada Perseroan B secara langsung tanpa melalui kepemilikan
padz suatu perseroan antars dan sebalilmya Perseroan B memiliki saham pada
Perseroan A.

Sedangkan kepemilikan silang secara tidak langsung sdalsh kepemilikan
saham Persercan A pada Persercan B melalui satu atau lebil perseroan antara dan
sebaliknya Perseroan B meruiliki saham pada Perseroan A. Larangan Kepemilikan
silang hanya tersirat pada Pasal 36 vaitu mengenai sabam perseroan. Pada Pasal
36 dinyatakan bahwa:

Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendir
maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnyza secara langsung atau tidsk
langsung telsh dimiliki oleh Perseroan.

Hrdunraling Indonosis
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Pada penjelasan Pasal 36 dinyatakan bahwa Jarangan tersebut termasuk
juga larangan kepemilikan stlang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan
memiliki saham yang dikeluarkan oleh Persercan lain yang memiliki saham
Perseroan tersebut, balk secara langsung maupun tidak langsung. Penjelasan Pasal
36 ini memang tdsk terlalu felas, karena tidak menyebutkan alasan mengaps
kepemiiikan stlang difarang, pernyataan rmengenai hal itu hanyalah behwa: “Pada
prinsipnya pengeluarsn saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka
kewaliban penyetoran stas saham scharusnya dibebankan kepada pihak lain, Demi
kepastian, Pasal ini (36) meneniukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan
saham untuk dimiliki sendiri*®

Kemudian pada larsngen tersebut diberikan pengecualisn, yaitu pada ayst
{2}, vang berbunyi: (1} Ketenfuan larangan kepemilikan saham sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh
berdasarkan peraliban karens hukurn, hibah, atau hibah wasiat .

Larangan Cross Ownership/ Cross Holding Di dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tabwn 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Schat. Larangan Cross Ownership/ Cross Holding juga “tersirat” di
dalam UL Nomor § Tahun 1999, yaite pada Pasal 12 tentang Trust dan Pasal 27
tentang kepemilikan saham,

Pasal 12

"Pelaka usahs dilarang membuat perjanjian dengan pelaku
usahas lain wntuk melakuken kegs sama dengan membentok
gabungan perusehasn alau perseroan yang febih besar, dengan tetap
wenjage dan memperiashankan kelangsungan hidup masing-masing
perusahaan alau perscroan anggotanya, yang berfujuan untuk
mengontrol produkst dan atau pemasaran stas barang dan atsu jasa,
sehingga dapat mengakibatkan tedadinya prakisk monopoli dan
atau persaingsn usaha tidak sehat™®

Pasal 27

* Indonesia. Undang- Undang Perseroan Terbaias, UU No. 40 tahun 2007, LN Na. 106 Tahun
2007, TLN No. 4756, lebih lengkap bunyi pasal 36 ayat (1) dikatakan bahwa persercan dilurang
mengehuarken sablam untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh perseroran lain, yang sahamnys
secars langsung atan tidek langsung telah dimiliki oleh perseroan.

* Indonesie, Undang. Undany Tentang Larangan Praktek Monopoly dan Perseingan Usaha
Tidak Sehar, Mo. 5 Tahun 1999, LM No, 33 Tahun 1999, TLN No, 3817, Pasat. 12.
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“Pelaku usaha dilarang memiliki sshem mayoritas pada
beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam
bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau
mondirikan beberapa perusahasn yang memiliki kegiatan usaha
vang sama pada pasar bersangkutan vang sama apabila kepemilikan
tersebut mengakibatkan: pertama, satu pelaku ussha atae saty
kelompok pelaku usaha mengoasai lebih dari 30% (lima pulub
persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; kedua, dua
atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih
dari 75% (mjub puluh lima persen) pangsa pasar sate jenis barang
atau jasa tertentu.™

B. Penpurangan Jumiah Bank 4i Indonesia

Jumlah bank di Indonesia pads tahun 1994-1995 terdapat 240 bank umum,
sementara jumlah bank Perkreditan rakyat meningkat drastis dari 8.04]1 pada
tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 19967 sedangkan setelah krisis pada
tahun 2008 jumlah bank yang beredar di Indonesia menjadi 132 buah bank.”

Keinginan visi AP gntuk menciptakan industri perbankan yang kuat dan
memiliki daya saing tinggi serta memiliki ketahanan dalam menpghadapi resiko
menjadikan bank memeriukan permodalan yveng cukup den kst Program
penguatan strukiur perbankan nasional bertujuan untuk memperkuat permodalan
bank umum (konvensional dan syariah} dalam rangka meningkatksn kemampuan
bank mengelola useha maupun  resiko, mengembangkan  feknolog
infomasi,maupun meningkatkan skala usahanya puna mendukung peningkatan
kapasitas pertumbuban kredit perbankan. Implementasi program penguatan
permodalan  bank umum tersebut dilaksanakan secara bertahap. Upaya
peningkatan bank- bak umum dilaksanskan melalui perencanaan yang matang
dalam rencana bisnis dengan memuat target wakiu, cara dan tahap pencapaian.
Adapun cara pencapaiannya dapat ditakukan melshui

Y Indonesis, Undang. Undang Tentong Larangan Prokiek Monopoly dan Persaingan Usaba
Tidak Sekar. No. 3 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No, 3817, pasal 27.
* Frilina Rie, Arsiteker Perbankan fndonesia Dalam Mewujudkan Sistem Perbarkan Yang Sehat,
Km Dan Efisien. Tesis Universitas Indonesia, Jakortn 2005, him. 24,

Bank Indonesia Mmsz Arsibektur Perbankan Indonesin.
wjfw&w vibiznews com/lae 8 newsd Agustusiinhun=2
age=hanking
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a. Penambahan modal baik dart pemegang saham lama maupun investor
baru;

b. Merger dengan bank (atau beberapa bank) fain atau bank jangkar untuk
persyaratan modal minimum baru; dan atay

c. Penerbitan saham baru atau secondmry offering di pasar modal.

Sebagaimana dikemukakan diates sebelumnya, upays peningkatan
permodalan bank umum yang semuls ditempuh melalui mekanisme pasar
dipandang kurang efektif sehingga sejak pertengahan tahun 2005 dilakukan upaya
yang lebih tegas melaui program percepatan konsclidasi perbankan yang bersifar
light honded directive approach. Strategi ini pun bukan merupakan strategi akhir
vang zkan dilgksanskan bank Indonesia mengingat tidak tertufup kemungkinan
untuk melangkah kepada pendekatan yang lebih tegas (heavy handed directive
approach) apabila strategi peningkatan permodalan bank wmum ini ditandai
dengan penetapan pencapaian modal inti minimum secars bertahap, yaity sebesar
Rp. 80 Miliar pada akhir tahun 2007 dan scbesar Rp. 100 Miliar pada akhir tahun
2010,

Dengan strategi diatas, dalam waktu 10 (sepuluh) sampai 15 (Jima belas)
tahun ke depan program peningkatan permodalan bagi bank wmum secara
kesetunthan diharapkan dapat menciptakan struktur perbankan yang lebih optimal,
yaitu terdapatnya: ™ Perfama, 2 sampal 3 bank yang memiliki potensi untuk
menjadi bank internasional dengan kapasitas dan kemarapuen untuk beroperasi di
wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp. 50 Triliun; Kedua, 3
sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan
beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp. 10 Triliun ssmapai
dengan Rp. 50 Triliun; Ketiga, 30 sampal 50 bank vang kegistan usshanya
terfokus pada segmen usaha fertenfu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi
masing- masing bank. Bank- bank fersebut ntemiliki modal antara Rp. 100 Miliar
sampai dengan Rp. 10 Triliun; keempat, Bank perkreditan rakyst (BPR) dan bank
dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal dibawah Rp, 160 Miliar.

™ Ads Susanto, Arsitekiur Perbankan Indonesia Dan Implementasinne Terhadap Dunia
Ferbardan {Tesis Unlversitas Indonesia, Jakaris 2008). him. 25-26.
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Law as a tool of social engineering seperti yang dikatakan roscoe pound
merupakan hal yang dapat diterapkan dalam sistem perbankan ¢i Indonesia
Keluarnya Arsitekiur Perbankan Indonesia dengan jangkam lima sampai sepuluh
tahun telah membuat dunia perbankan bergeliat dan mulai menunjukan perhatian
yang serius. Schingga beberapa bank mulai melakukan pembenahan. Yang telah
erlihat nyeta adslah dengan pilihan merger yang diambil oleh Bank Miaga dengan
Lippo Bank sehingpa menjadi CIMB NIAGA. Dalam hal ini penggabungan kedua
bank besar tersebut melalui merger menjadikan hanya satu bank yang tetap berdiri
yaitu Niaga dengan nama baru CIMB NIAGA schingga membuat jumiah bank
yang ada di Indonesia berfurang satu bank besar yaitu Lippo Bank. Bank CIMB
(Commerce International Merchamt Bunkers) Niaga sendiri merupskan CIMB
Group merupakan anak perusahaan Bumiputra-Commerce Holdings Bhd, dan
sahamnya tercatat di Bursa Malaysia dengan kapitalisasi pasar mencapal lebih
dari USS 10 miliar. Sedangkan Lippo bank meropakan bank yang didiriken oleh
grup Lippo oleh Mochtar Riyadi dengan cara kepengurusan perbankan yang
masth dengan sistem kekeluargaan (family business). Dan mengalami perpindahan
kepengurusan dan kepemilikan pada tahun 2004 dengan dibelinya ssham lippo
bank sebesar 52,05 persen oleh Swissasia yang dananya berasal dael kensorsium
ini sendiri dengan anggotanys adalah Konsorsium Swissasia terdiri dari RZB Ag
dari Austrie dan Swissfirst Bank Ag dari Swiss. Keduanya masing-masing
menguasai 24,5 persen saham Konsorsium Swissasia, sedangkan sisanya dipegang
Matrix Asia Holding Limited, ASM Investment, dan Ferrell Opportunity.™

b Bank cm NIAGA Completes legal MErger.
. imbaiags i Rid=NNOODD034 >, Priskses 10 November 2008,
lebih lanjut mmgenm mefgcmya bmk Niaga Bank CIMB Niaga was establivhed in 1935 In
Navember 2008, Bank CIMB Nioga merged with PT Bank Lippo Tbk and chewt 77.75% shares af
merged bank are owned by CIMB Grovp. Thls bank offers a comprehensive banking product and
services, both conventional and sharia, through 836 branches in 120 citioy in Indoresia. Bonk
CIMB Niaga bas almast 11.000 employess from both Bank CIMB Niaga ond LippoBank.
CIMB group is Malaysia's secand largets financial service provider and one of southeast Asia’s
leading uriversal banking grovp. Hewdquartered in Kuala Lumpir, #ts key regional offices are
focenied in Singapore, Indonesia and Thailand CIMB Group is owned by Bumiputro-Commerce
Holdings Bhd, which is lsied on Burse Molgysic with a morket copitalization of over
1188 18islion. The Group has over 24000 ewptowees focated in 9 countries,

d; o chmbar 2008 af.comiic/e
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Alasan mergemya kedus bank tersebut bukan hanya ferkait struktur
permodalan yang lebih besar dan lebih kuat namun berkaitan dengan wultimate
shareholder yang ada pada kedua bank tersebut sama yaiiu khazanah berhed
merupakan pemegang saham pengendali Bank Lippo dan Bank Niaga, Khazanah
melalui Santubong Investments BY dan Greatville Pte Lid memiliki sekitar 93
persen saham di Bank Lippo. Sementara ite, Bank Niaga beru saja berganti nama
menjadi CIMB Niaga karena CIMB Group mempunyai 62,41 persen saham bank
ity . CIMB Group yang merupakan kelompok penyedia jasa keuangan terbesar
kedua di Malaysia dimiliki Bumiputera-Commerce Holdings Berhad (BCHB),
yang notabene kendaraan dari Khazanah.”’

Bank umum yang terkena dampak Kepemilikan Tunggal perbankan mutai
berbenzh did dengan melirik siapa scbenarnya pemilik saham pengendali &i
dalam bank tersebut, dan kasus Bank CIMB Nizgs mencenmninkan bahwa bukan
Santubong Investments BV dan Greatville Pte Lid yang dilibat pemerintzh
sehagal pemegang sahamnya namun dilihat lagi siapa yang beneficial ownernva
yaitu Khazanah Berhad sehingga jika tidak sepera mengambil tindakan untuk ikut
kebijjekan maka aken terkena sanksi karens kebijakan kepemilikan tunggal
perbankan tersebut. Untuk data bank perkreditan rakyat seadiri sampai
November 2008 masih berjumiab 1785 buak bank.™ Jumlah bask wmum di
Indonesia sejomiab 125 bosh mennrat dats B Penpurangan jumleh bank
semenjak  dikelusrkannya arsitekiar perbankan Indonesia mulal  dirasakan
dampaknya dan fentu hal ini sken sangat terlihat memasuld awal tahun 2010

” szpu bank den Miaga Merger <httpd/husaur blog.unairac id200806/05/0ippa
niggranesgers>, Diskses 10 Novemaber-2008, Jebih lanjut diketakan bahwa Mmget lcedua bmk
Whut teﬁmt aturan kepemilikan tnggal (single presence policy/SPP) yang ditctapkan Bank
Indonesia (B1). Dalam aturan SPP dinystaken, sustu pthak diperbolehkan menjzdl pernilik saham
pengendali pads satu bank saja. Untuk itu bila ads pihak vang lerkens ketentuan tersebut, maka
diberikan (iga opsi untuk merestruktrisasi kepemilikannve. Opsi pertarsa adalsh melahs
pengaliban sstun, kedin melulul merger atan akuisisi, dan yeng terakhir melalnl pembentukan
pernsehsan induk (holding company),

3 _ Jumlsh bank perireditan rakyst,

me» Dmkses 10 Novemsmzoos
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dimana jika bank- bank vang terkena kebijakan kepemilikan tunggal perbankan
tidak melaksanskan maka akan terkena sanksi,

Untuk bank milik pemerintah yang berjumlah empat bank maka pilihan
yang ideal adalah dengan melepaskan kepemilikan saham, karena segmen darni
setiap baok pemerintah berbeda- beda. Sebab pengabunpan ke empat bank
pemerinizh menjadi satu bank adalah hal yang rumit dan memakan banyak biaya
kemasyarskatan diantaranys adalah efisiensi karyawan yang tentu akan
meaimbulkan potensi pengangpuran besar- besaran. Namun bukan berarti dengan
pelepssan saham kepada investor maka akan membuat masalsh selesal dengan
sendirinya karena bagaimanapun dengan beralihnya kepensiiikan maka kebijakan
dalam intemnal bank pun dapat berubah sesuai dengan keinginan pemilik yang
baru dimana akan diasumsikan dapat membuat rasionalisasi dan efiensi karyawan
yang pada akhimya tetap membuat repot pemerintah juga. Namun opsi pelepasan
saham dirasakan lzbih ideal dibandingkan harus dimerger ke empat bank
tersebut.®

€. Pengawasan Bank Indonesia

Bank dalam melaksanakan aktvitasnys wajib melaksanakan prinsip
kehati- hatian namun bukan berarti prinsip ini dapat diterapkan begitu saja tanpa
adanya penpawasan baik dari dalam bank secara intemal maupun dari Iwar secara
external,

Kembali ke kasus-kasus perbankan yang marak akhir-akhir ini, ditengaral
bahwa salah satu penyebad utama terjadinyas kasus-kasus tersebut adalsh
lemahnya pengawasan infernal bank. Hal ini bise dischabkan oleh tiga haf:‘”
Pertama, ketidak-telition dalam melakukan pengawasan. Mengingat bessrnva

* Bank BUMN. bt ffd wikipedia orpfeiid/Dag 5 . Iakses 10
Movember 2008, lebik m;m m;m bmi( :’miik pcmmnzah dan bank BUMN lsin dimsna
pemeriniah schagal pemegang seham ndnish:

PT Bank Ekspor tadoncsia (Persers)

PT Bank Negara Indonesia {Persoro) Thk,

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero} Thk.

PT Benit Tabungen Negarn (Persero)

PT. Bank Mendiri (Pm} 'I’bk.

Dinkses 10 Novembef 2008.

moxE MmN
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jumlah transaksi herian ¢i bank dan kantor cabang, terbuks kemungkinan
pengawas internal bank tidak melakukan tugasnya sebapaimana secharusnya.
Pasalnya, pemeriksaan atas transaksi harian oleh pengawan internal dilakokan
secara sampling; Kedua, ketidakiahuan dalam teknik pengawasan internal bank.
Faldor ini lebih disebabkan penpgawas intemal tidak mau meningkatkan kualitas
dirinya, sehinppa yang bersangkutan “kalah cerdik” dengan oknurn~cknura pelaku
kejahatan perbankan yang terus memperbaharui teknik pembobolan. Lebih-lebih
apabila praktik curang itu melibatkan oknum orang dalam, Pemahaman atas jenis
transaksi dan produk dinilel lemsh sehingga pengawss infernal tidsk mamipy
mendeteksi adanya potensi pelanggaran sistem dan prosedur; Kefiga, adanya
unsur moral hazard, di mana pengawas internal bank melakukan kolusi dengan
oknum petugas bank dan penjahat perbankan dari luar untuk melakukan tindak
kejabatan perbankan. Faktor ketiga inilah yang seringkali menjadi biang keledi
teriadinya frenad yang berpotensi merugikan bank secara finansial dan repufasi,

Jika demikian, peningkatan kualitazs pengawasan internal bank mutlak
harus difekukan. Kalan pun tenaga pengawas internal dirasakan masih kurang,
maka tak ada jalan lain bank harus menambah jumlah tenaga pengawas internal.
Peningkatan kualitas banking prodwcils and services knowledge juga barus
ditingkatken melalui pelatihan internal sehingea pengawss intemal mampu
mengendus secars dini ada tidaknya potensi fraud di banknya.

Peningkatan kualitas pengawas bank juge ditingkstkan melalui pelatihan
khusus yang terkait dengan teknik pengawasan yang efektif, Bahkan dipandang
perlu diterapkan sistemn brevet atau sertifikasi bagi pengawaes internal bank sesuai
dengan level stan tingkat jabatannys. Untuk setap jengks waktu terenm,
pengaway internal bank harus Jiuji kecakapannys, batk untuk kebutuhan uji
kemampuan dan kelayakan ntaupun untuk peningkatan level,

Tak kalah pentingnya adalah penempatan pejabat bank diusahekan
berlandaskan prinsip the right man on the right job berdasarkan assessment dari
internal bank. Banysknya jesis transaksi perbackan, tideklah mungkin seorsng
karyawan bank mampu mengussai semua jenis transaksi tersebut. Misalkan sajs,

Lintunrsitas Indonanin
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Si A menguasai bidang keuangan, lalu si B menguasai bidang kredit, dan si C

menguasai bidang tresuri dan luar negeri.

Dengan melibat kompetensi inti masing-masing orang, maka penempatan
Si A, pada unit keuangan tentu tepat. Hal ini akan berdampak positif haik bagi si
A maupun benknya, Akan terfjadi sebaliknyz apabila si B vang memiliki
kompetensi inti di bidang kredit, justry ditempatkan di unit luar negeri vang
menangani transaksi internasional yang membutuhkan keahlian khusus,

Kalau pun seseorang akan ditempatkan pada unit tertentu, sebaiknya
dilekukan pelatihan vang cukup terhadap yang bersangkutan ditambah dengan
proses on the job training sebelum penempatan yang permanen. Terkait dengun
aspek pengawssan, maka langkah yang paling ideal dan efektif untuk mencegah
terjadinya fraud di bank adalah meningkaikan fungsi pengawasan melekat (Built
in conirol} pada setiap diri peisbat bank. Apabila fungsi pengawasan melekat inl
berjalan baik, maka peluang sekecil apapun bagi teadinys tindakan froud ekan
dapat ditangkal sejak dini.

Tak kalah pentingnya adalzh saling mengingatkan di antara jajaran
internal bank schingga kalau ada seseorang akan berbuat tidak baik akan dapat
diingatkan oleh koleganya tanpa yang bersangkutan harus merasa malu. Dalam
hal ini dibutuhkan kepedulian yang tinggi deri setisp unsur manusianya.

Apabila seluran komunikasi intemal tersumbael, misalnya bawahan takut
menegur atau mengingatkan stasaanya, perlu dibuat saluran hotline khusus pada
nomor telepon ataw alamat surat elektronik (e-mail) tertentu atav kotak surst —
semacam P Box 56060 waktu dule— untuk menampung laporan dari dalem
dengan merahasiakan nama pelapor.®

Peningkatan kuglitss pengawasan intemnal juga harus dibarengi dengan
penerapan prinsip 1ata kelola perusabisan yang baik fgoed corporote governance)
dan sistem manajemen risiko yang handal. Tanpa dukungan ini semus, tak ada
gunanya pengawasan internal bank ditingkatkan.

2 Pengawnsan bank. <hity:
Dhakses 10 MNovember 2008

tinkuarsitas Incinnasty
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Yang terakhir adalah perlunya penegakan hukum yang tegas berupa sankst
yang sekeras-kerasnya scbagai shock therapy untuk membuat jera yang
bersangkutan dan mencegah yang lain berbuat sama.

Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam Bab V1 pasal 24- 35 secara
garis besar menyangkut teniang Bank Indonesia (BI) sebagal lembaga yang
bertugas mengatur dan mengawasi bank. Dimana dalam pasal 24 dikatakan:

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 hurufc, Bank Indonesia menctapkan peraturan, memberikan,
dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiaten usaha tertenty
dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mwgenakan sanksai
terhadap Bank sesuai deugan peraturan perundang-undangan.™

Iran selanjutmya dalam pasal 28 dikatakan bahwa:

1. Dalam rangka melaksanakan fugas mengatur Bank, Bank
Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbzakan
yang memuat prinsip kehati-hatian.

2. Pelaksanasn kewenangan scbagaimsns émaits&:i pada avat {I}
ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia ™

Dengan demikdan maka Bank Indonesia ssbagai pengawas perbankan
berwenang untuk menetapkan ketentuan- ketentuan perbankan vang memuat
prinsip kehati~ hatian, Bank Indonesia merupakan pengawas perbankan secars
external dari semua bank vang beroperasi datam wilaysh republik Indonesia. Dan
Bank Indonesia srempunyal kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin
atas kelembagaan dan kegistan useha tertentu dar bank yang melanggar dan tidak

mengikuti scmua peraturan yang dikelvarkan oleh bank Indonesia sebagat
regulator dari bank- bank yang beroperasi di seluruh wilavah Indonesia.

Tojuan dari  pengatwran dan  pengawasas bank adalah  unnik
mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:* Lembaga kepercayaan
masyarakal dalam kaitannya scbagai lerbaga penghimpun dan penyalur dana

© Indonesia, Undang- Undang Tenlang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun
1999, TI.N No 3843, Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Umilang Tentang Bank Indonesio
No.3 Tahun 2004, LN No. 7, TLN No. 4357, pasal, 24

“ Indonesia, Undarg- Undang Tentang Bank fndonesic No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tehun

1999, TLN No 3843, Scbagaimena {elah divhah dengan Undang- Uy Temtang Bank Indonesia
NoJ Tabum 2004, LN do. 7, TLN No. 4357, pasad 73,

s *rwum PENGA‘Z?}W BAN ?E‘NG&WASAN BANK.
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Pelaksana kebijakan moneter; Lembaga yang ikut berperan dalam membantu
perfumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar tercipta sisiem perbankan yang
sehat,baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu
memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan

bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilekukan dengan
menerapkan: “  perroma, Kebijaksn memberikan keleluasaan  beruseha
{deregulasi); kedun, Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking);
dan ketiga, Pengawasan back yang mendorong bank untuk melaksanakan secara
konsisten ketentuan intern yang dibuat sendifi (self regulaiory banking) dalam
melaksanakan kegisten operasionalnya dengan tetap mengscu kepada prinsip
kehati-hatian.

I. Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank.

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai
berikut:*’

}.  Kewenangan memberikan izin {right to ficense), yaitu kewenangan untuk
menetapkan tatscara perizinan dan pendiriin sustu bank. Cskupen
pemberian izin oleh Bl meliputi pemberian izin dan pencabigan izin usaha
bank, pemberian izin pernbukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank,
pemberian  persetujuan  atas Kepemilikan dan kepetngurusan  bank,
pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha
tertentu.

2. Kewenangan untuk mengatur (right lo regulate), yaitu kewenangan untuk
menetapkan ketentusn yang menyangkot aspek usaba dan kegiaten
perbankan dalam rangka menciptakan perbankan schat yang msmpu
memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat,

zugmammmp mms 0 Nowobo 2008,
* rhid
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Kewenanpan untuk mengawasi (fght fo comroll, yaitu kewenangan
melakukan pengawasan bank melalsi pengawasan langsung {on-site
supervisiony dan pengawasan tidak langsung (gff-site supervision).
Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan
khusus,yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan
keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuban bank terhadap
peraturan yang herlaku serta untuk mengetahul apakah terdapat praktik-
prakiik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank.
Pengawasan lidek lenpsung yaitu pengawasan melalui alal pemantauan
seperti lasporan berkala yang disampaikan bank kaporan hasil pemeriksaan
dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan Bl dapat
melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lsin yang meliputi
perusahaan induk, perusshaan ansk, pihak terkait, pihak tesafiliasi dao
debitur bank. BI dapat menugasi pibek lain uniuk dan ates pama BI
mejaksanakan tupes pemeriksagn,

Kewenangan untuk mengenakan sanksi (right to impose sanction), yaitu
kewenangan untuk menjatubkan  sanksi sesuai dengan  ketentuen
perundang-undangan terhadap bank apahila suatu bank kurang atau tidsk
memenvhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinasn apar
bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan vang sehat.

SISTEM PENGAWASAN BANK OLEH BANK INDONESIA

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ind Bl melaksanakan

sistem pengawassannya dengan miengpunakan 2 pendekatsn yskni pengawssan
berdasarkan kepatuban (compliance based sapervision) dan penpawssan
berdasarkan risiko (risk based sapervision/RBS}. Dengan adanys pendekatn
RBS tersebut, buken berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan
kepatuhan, namun merupakan upaya untuk menyempumakan sisiem pengawasan
sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan.
Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih
menjadi sepenuhinya pengawasan berdasarkan risiko.

Linlvarsitax Indanasin
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¥engawasar Berdasarkan Kepatubau (Compliance Based Supervision).

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya
menckankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanaken keteptuan
ketentuan vang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan
ini mengacu pada kondisi bank di masa klu dengan tujuan untuk
memastikan bahwa bank ieiah beroperasi dan dikelola secara balk dan
benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision).

Pendekatan pengawasan becdasarkan risiko merupakan pendekatan
pengawasan yang berorientasi ke depan {forward looking). Dengan
menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemerikssan susiu bank
difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherens risk) pada sktivitas
fungstonal bank serta sistem pengendalian dsike (risk comprol spstem).
Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan
bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahen terhadap permasalahan
yang potensiel timbul di bank., Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko
raemiliki siklus pengawasan sebagai berikut :

Hnivarsifan Inddonesis
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Jenis-Jenis Risiko Bank -

I.

Risiko Kredit © Ristko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty
memenuhi kewajibannya.

Risiko Pasar + Ristko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar
{adverse movemeny) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yaang depat
merogikan Bank, Varisbel pasar antara fain adalah suku bunga dan nilai
tukar.

Risiko Likwiditas : Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu
memenuhi kewajiban vang telah jatuh waktu.

Risiko Operssional : Risiko yang antars lain discbabkan adanya
ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal kesalahan
manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang
mempengarvhi operasional Bank.

Risiko Hukum : Ristko vang discbabkan oleh adanya kelemszhan aspek
yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabken adanya tuntutan
hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atay
kelemahan perikatan seperd tidak dipenuhinya syarat sahnya kontra.

Risiko Reputasi : Risiko vang antara lain disebabkan zdanya publikasi
negatif yang terkait dengan Kegiafan usaha Bank aisu persepsi negatif
terthadap Bank,

Risiko Strategik : Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan
dant pelaksangan sirategi Bank yang tidak tepat pengumbilan keputusan

bisnis yang tidak tepat ataw kurang responsifnya Bank terhadap perubshan
eksternal,

Risiko Kepatuhan @ Risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau
tidak melaksanakan peraturan perandang-undangsn dan ketentuan lain
yang berlaku,

>. Diskses 10 Movern
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Mored huzord atan diterjemahkan aji mumpung/ keadaan yang dapat
dimanfaatkan seseorang untuk mengambil keuntungan tanpa memikirkan adanya
Rerugian terhadap kepentingan orang lain melalui tindakannya tersebut,
merupakan indikator yang sulit diukur dikarenakan good will merupakan sesuatu
yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, Masalah moral hazard dan pengawasan
perbankan terhadap direksi dan pemilik bank merupakan satu paket vang rmit
untuk diawasi namun tetap bisa dilakukan pengawasannya. Kasus dibawah ini
merupzakan satu contoh kasus yang dapat merepreseniasikan moral hazard vang
teriadi dalam kasus perbankan:

“Kembali BNI dibobol oleh penjahat kerah putih untuk kesekian
kalinya. Kasus yang berawal dari pemberian Wesel Ekspor
Berjangka {(WEB) oloh BNI Cabang Utama Kebayoran Baru kepada
8 perusahaan ~PT Metratama, PT Basso Masindo, PT Seri Master
Indonesia dan lain-lain- yang diberikan secara bertahsp dari Juli
2002 hingga Juli 2003, paling fidak telah mengagetkan kita semus.
Banysk pihak telah menganggep keisis perbankan yang telah terjadi,
dun ditambal dengae kondisi Bank Indonssia yang independen
seperti sekarang ini adalzshk mustahil bahwa aksi-asksi pembobolan
bank dengan jumlsh triliunsn rupish itv gkan dapat terulang lagi.
DPengan kondisi Bl yang sudah independen ini dianggap tclah ada
jaminan bahws pesgawasan yang dilakukannya akan berjalan secara
efektif. Karena seperti didengar sebelumnya bahwa krisis perbankan
yang sudah-sudah, terjadi karena lemahnya pengawasan BI, dan itu
terjadi karena benyaknya intecvensi dari pemerintah. Tetapi yang
tegadi dengan BNI baru-baru ini seolah-olah telah menampar
kembali wajah Bank Indonesia.

Sebetulnya sejak Bl independen, banysk perubshan vang telah
dilakukan terutama dalam hal penpawasan. Setiap bank, terutama
bank-bank pemerintah diswssi secars intensif dengan alasen karenz
mereka telah go public dan di samping itu jugs untuk totap
mempertahankan  kepercayaan masysrskat ferhadap  indust
perbankan. Pertemuan-pertemuan  selalu  dilakukan  sesering
mungkis guna memantau perkembangan perbankan, di mana
banyak membicarakan hal-hal yang menysngicut tingkat keschatan
bank seperti CAMEL (eapital, asset, management, earning don
Gikudity) dan tingkat kepatuhan {compliance ). Dalam hal in
penyaluran kredit sangat dipantau guna menghindari pelanggaran
BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit), Bahkan BI juga telah
menempatkan  personelnya secars langsung ke bank-bank yang
sedang dalam proses rekap, yang biasa disebut dengan On-Site
Supervision Preserce (OSF). Den di situ diawasi dengan ketat aliran
kas bank {treasury), baik sumnber maupun penggunaannya.
Karenanya, sangat tidak diduga dengan pengawasan yang sudah
demikian ketat BNI masih juga kecolongan. Menjadi tandz tanya
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besar mengapa sistem pengawasan yang ftelah dikonsepkan
demikian baik tidak berjalan sebagaimana mestinya?"’

Kasus "pembobolan™ BNI int dapat dilihat sehagai pertandingan antars
kekuatan moral hozard dan pengawasan. Dan di sini kembali dibuktikan
bahwa kekuatan moral hurard yang menang. Kekustan ini bisa menang
karene beberapa sebab. Perfama, kaidah-kaidah hukum yang berjalan masih
lemah dan rapub. Kedua, rendahnya motivasi untuk berkompetisi. Ketiga,
orientasi jangka pendek dan kepentingan individu atau kelompok yang sanpat
kuat, Keempat, rendahnya tanggung jawab pengawas dalam melakukan
tugasnya.>

Dengan kejadian yang berulang seperti itu telah membukiikan babwa
pengawasan terhadap industri keusngan, terutama perbanken, memang masth
mengkhawatirkan, Padshal kalau mau tahu bahwa pengawasan perbankan
yang berjalan saat ini menerapkan pengawasan yang berlapis (tratisfied
supervisor). Lihat saia seperti BN, secars internal ia meroiliki pengawasan di
pusat vang disebut dengan SPI (Sstuan Pengawas Internal), dan di fingkat
wilayah dan ¢cabang ada KIW {Kesatuan Internal Wilaysh) dan KIC (Kesatuan
Internal Cabang). Sementars i tinghkat ckstemal, ada pengawasan yang
dilakukan Bl seperti pengawasan tek langsung {(offwite supervison) dan
pengawasan langsung (om-site supervision). Bl melakukan pemeriksaan
langsung ke bank-bank setiap tahun untuk mencocokkan hasil-hasil laporan
yang disampeikan, dan sekaligus wmemoaitor tingkat kepatuban veng
dilakuken, Babkan, aias tentutan kepatuhsn ini, bank belakangan telsh
memiliki direktor kepatuhsn (compliiance director).

Jadi mustahil kalag pembobolan bank BNI itu disebabkan oleh sistem
pengawasan yang buruk. Sccara logis tidak mungkin dengan model
pengawasan seperti di atas menciptakan pembobolan bank. Apalagi
belakangan dengan go publicnys BNI, keterlibatan Akuntan Publik pun
menjadi dibutubkan. Dengan kondisi yang demikian sulit untuk menjelaskan

131 1704700101 hivn! = Diakses 10 November
2008
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dengan kacamala pengawasan mengapa kasus seperti BNI dapat terjadi. Dan
yang lebih mengherankan lagi mengapa aksi penarikan dana hingga 50 kali
dari Juli 2002 hingga Juli 2003 tidek mampu terdeteksi maksud-maksud
penggunaannya, Padahal modus operandi seperti itu telah terjadi bemulang-
ulang, dan bank maupun Bl sudah harus mengantisipasinya.

Dengan demikian, tidaklah mengada-ada kalav ada dugaan bahwa
kejadian ini melibatkan orang dalam. Karena sulit aksi-aksi manipulasi uang
atay proyek dapat terjadi tanpa fasilitas orang dalam. Duly hal ini dapat terjadi
-seperti kasus Edi Tensil- karena adanys memo dari pejabat, Tapi situasi
sekarang sulit bagi pejabat untuk menerapkannya kembali, Sehingga yang
paling mungkin adalah kejadian itu merupakan kolusi antara nasabah dengan
pihak bank,

Tambahan lagi behwa orang-orang yang memperoleh kredit BN itu
sebagian besar masuk dalam DOT (Dafter Omang Tercela). Pertanyaan
kemudian mengapa kok mercka dapal memperoleh kiedit sebesar iw (1,7
triliun)? Padahal menurut ketentuan bank orang seperti itu tidak akan mungkin
lagi mengakses kepentingannya di bank. Meskipun mereka mengelabui S—
dengan menggunakan orang lain atay perusakaan lain, seharosnya tindakan ini
hisa terdeteksi.

Tindakan terhadsp moral hasord memang tidak bisa diselesaikan
dengan hanya mengandalkan hukum yang keras. Otorilas pengawas seperti BI
dan Depkeu haros mulai mencoba merumuskan blue print pengawasan di
sektor keuangan. Seperti banyak pibek menyorofi hingga saat ini fungsi
pengawasan dan regulasi masih bercampur menjadi satu. Schingga tidak ada
segregation of furction. Dengan mengumpulays fungsi perizinen, pembinaan,
pengawasan dan regulasi dalam satu badan, hal ini sering menciptakan banyak
kecurigasn bunyak kalangan akan timbulnya berbagai penyelewengan di
dalam lembaga tersebut.”’

Dengan tidsk fokusnya pengawasan, scperti BY harus disibukkss 7 :
dengan aktivitas untuk mengontrol moncter, akfivitus kliring dan mengatur

¥ gasus BNL Lecolt,
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sistemn pembayaran, Sementara, Depkeu yang disibukkan dengan kegiatan
menjalankan kebijakan fiskal, mengawasi Bapepam dan lembaga keuangan
non bank lainnya, maka tidaklah mungkin penpewasan yang dilakukannya
selama ini akan memberikan dampak efektif,

Mengingat sama-sama pentingnya antara pengawasan dan berbagai
kebijakan itu, maka tidak dapat ditawar-tawar lagi bahwa pengawasan yang
dilakukan di sektor industri keuangan harus fokus. Pengertian fokus di sini
adalah BI dan Depkeu harus Iehih berkonsentrasi di bidang moneter dan fiskal.
Pengawasan kemudian diserehkan ke lembaga Iain yang beriugas khusus
untule  mengawast  kegiatan industri  kevangan. Memang kita sudab
merencanakan mendirikan Lembags Pengawas Jasa Keuangan (LPJK)} seperti
yang diamanatkan oleh UU BI No. 23 tahun 1999, Tetapi lagi-lagi tegadi
kebuntuan. Semula lembaga ini hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi tiba-
tiba berubah menjadi OIK (Otoritas Jusa Keuangan), di mana fungsinya tidak
sckedar schagai pengawas namun melcbar ke fungsi lain seperti perizinan,
pembinaan, regulasi dan sksekusi, Jadi di sini jelas bahwa paradigma para
regulator ini masih menganut cara pikir tama, Padahal mercka harus sadar cara
pikir seperti it tidak produkiif dan mengakibatkan sekfor keuangsn tidak
tumbuh dengan schat,

Apa pun alasannya, apa pun lembaganye, segregation of function itn
sudah sangat mendesak Hal ini dikarenzkan alasag-alasan berikut: pertama,
mencegah terjadinya conflict of inrerest dalam tubuh lembaga-lembaga
otoritas yang ada; kedus, dapat menciptekan pengawasan yang efektif
sehingga dapat mencegah morol haword; kefiga, masing-masing lembaga
otoritas dapat berkonsentrasi df bidang moneter dan fiskal secarn penuh; dan
keempat, industri keuangan dapat turnbuh dengan sehat dan dipercaya oleh
masyarakat, yang pada akhimya peran intermediasi dapat dijalankan
sebagaimana mestinya.*

Pengawasan bank merupakan hal yang sulit dilakukan ferutama jika
jumiah bank terlalu banyak. Bank Indonesia sebagai Regulator dan pengawss

3 Kacus BNL Loc.cit.,
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setiap bank yang beroperasi di wilayah Indonesia tidak mungkin mengawasi
day to day husiness setisp bank tersebut. Qlch karena ity adanya direkiur
kepatuhan dirssakan sebagal perpanjangan tangan dari kehadiran BI dalam
bank tersebut. Hal tersebui pun bukan jaminan bahwa bank tersebut secire
dari kemauan $i pemilik maupun pengurus bank untuk merampok bank itn
sendiri. Sebab jika internad secure pun ditembus oleh si pengawas sendiri
bagaimana external secure dapat bertindak cepat. Bank jndonesia sehagai
lembaga pengewas perbankan sudah menctapkan cara dan peraturan untek
menerapkan perbankan dengan prinsip kehati- hatisn termasuk dengan
keluarnya kebijakan kepemilikan tunggal perbankan diharapkan membantu
mengurangi  kejshatan perbankan terkait keadasn cross ownership oleh
pemiliknya karens dengan disatukannya bank terscbut maka resiko untuk
melarikan dana ke bank lain miliknya mawpun untuk mengorbankan bank
yang satu dan menyelamatkan bank yang lainnya telah tereliminasi.

Lintvamitar inranania
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkar pembahasan sebagaiman diuraikan pada bab- bab terdahulu,
maka penalis merumuskan kesimpulan, sebagai berikut:

1.  Assitektur Perbankan Indonesia (APD merupakan kerangka dasar sistem
perbankan Indonesia yang bersifat menyelunh sntuk rentang waktu lima
sarpai sepulub tahun ke depan. Segala aspek yang berkaitan dengan
berlangsungnva industri perbankan itu sendiri skan ditampung dalam
AP], sehingge benar- bemer mencerminkan seluruh kegistan yang
hendak dicapai oleh industri perbankan ke depan. Kebijakan
kepemilikan funggal perbankan fsingle presemce policy) merupekan
kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesis dalam  rangka
mendorong konsolidasi perbaukan sgar dapat mewujudken struktar
perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Prinsip kehati- hatisn bank
(prudensial regulation) bertujuan untuk mencapal sistem perbankan
yang sehat dan efisien, Sehubungan dengen keluarnva kebijakan bahowa
ultitnate shareholder hanya boleh memjdi pemegang saham pengendali
pada sate bank maka menunjukan habwa kebijakan kepemitikan tunggal
perbankan Indonesia sudsh sejalan dengan  arsitektur perbankan
Indonesia dan prinsip kehati- hatian dengan dasar bahwa tujuan dari
ketiganya adalah untuk membentuk perbankan vang kuat dan sfisien
baik dari segi permodalan maupun struktur.

2.  Kebijakan kepemilikan funggal perbankan yang memberikan opsi berupa
pelepasan saham kepsda pihek lain {divesnzsi), merger atau konsolidasi
dan pembentukan bank Aolding compary membuat kerancuan hukum.
Kerancuan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yaitu
mengenai opst bk holding company (BHC) dimana dalam Undang-
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Undang Persercan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan
pengaturan tentang perusahaan hwlding. Bahkan dalam undang- undang
tersebut mewajibkan Perserpan Terbatas untuk mefakukan kegiatan
usaha tertentu. Hal ini membuat kerancuan hukum yaitu pembentukan
BHC hanya boleh sebagai pemegang saham dan tidak boleh melakukan
kegiatan usaha. Kebijakan kepemilikan tunggal perbankan membatasi
kepada pemegang saham baik perorangan maupun badan hukum untuk
hanya boleh menjadi satu pemegang saham pengendali pada sotu bank
telah inkonsisien dengsn Undang- Undang larangan Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Schat yaite bahwa pembaiasan tersebut dapat
membuat penyalahgunaan posisi dominan dan membatasi muang gerak
pelaku usaha serta dapat menghilangkan fiklim kompetisi,

Rebijakan kepemilikan Tungpal perbankan mewajibkan dua bank
berbeda dengan pemegang saham pengendali yang sama  untuk
melakukan pilihan divestasi, merger atau konsolidasi maupun membuat
bank holding company. Terkait keadaan kepemilikan silang fcross
ownerskipl maka kebijakan kepemilikan tunggal perbankan dapat
mengurangi keadaan penyalahgunaan keadaan terkait kepemilikan siang,
karena pemilik bank skan berkonsentrasi pada satu bank saja tidak pada
dug bank schingge unswr untuk memajukan satu bank dan tidak
memajukan bank yang lain sudsh terleliminir dengan kebijakan ini

B. Saran

L.

Pemerintah perlu merevisi Undang- Undang Persercan Terbatas Nomor
40 Tahun 2007 dan menambahkan pengaturan mengenai holding
company, karens holding company ini sudah dipakai sebagai unit usaha
di banyak negara dan juga berkaitan dengan kebijaken kepemilikan
tunggal perbankan dimana salah satu opsinya mengensi bank holding
company tidak bisa dijalankan dikarenakan tidak ada peraturan yang

menaunginya.
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Bank Indoncsia Untuk ke depan dalam mengeluarkan peraturan-
peraturan sgar merujuk kepada Undang- Undang yang sudah ada yang
berkaitan dengan perbankan juga fermasuk Undang- Undang Persercan
Terbatas dan Anti Monopoli, dengan timbulnya kerancuan hukum akan
membuat investor maupun pemilik dan pengorus bank meajadi ragu
mengambil keputusan dan pelaksanaan terhadep peraturan  yang
dikeluarkan Bank Indonesia tersebut, |

Perlu dibentuknyz badan Pengawas perbankan selain Bank Indonesia
uniuk mengawasi bank~ bank dibawahnya. Lembaga ini harus dapat
bersinergi dengan Bank Indonesia agar Bank Indonesia lebih wrfokus
dalam mengurns moneter. Untuk pengawasan kescharian eksterns! bank-
bank wmum di bawah Bank Indonesia maka lembaga baru inilah yang
akan melaksanakan sehingga fungsi pesgawasan vang seharusnya
diemban Bank Indonesia dapat dilaksanakan secara maksimal oleh
lembaga baru ini sehingga kasus- kasus perbankan vang berkaitan
dengan pemilik dan pengurus bank yang mempunyai moral heazard dapat
di kurangi.

Hindworaitan trafonasis
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Bank Indongsia Untuk ke depsn dalam mengeluarkan peraturen-
peraturan sgar merujuk kepads Undang. Undang yang sudah ade vang
berkaitan dengan perbankan juga termasuk Undang. Undang Persercan
Terbatas dan Anti Monopoli, dengan timbulnya kerancuan hukum akan
membuat investor maupun pemilik dan penpurus bank menjadi ragu
mengambil keputusan dan pelaksanaan terhadap peraturan yang
dikelearkan Bank Indonesia tersebut, .

Perlu dibentuknya badan Penpawas perbankan selain Bank Indonesia
untuk mengawssi bank- bank dibawahnya. Lembaga ini harus dapat
bersinergi dengan Bank Indonesis agar Bank ladonesia lebih terfokus
dalam mengurus moneter, Untuk pengawasan kescharian eksternal bank-
bank wmum di bawah Bank Indonesia maks lermbaga baru inilah vang
akan melaksanakan sehinges fungsi pengawasan yang seharusnya
dizmban Bank Indonesia dapat dilakssnakan secars maksimal oleh
lembaga barw ini schingga kasus- kasus perbankan yang berkaitan
dengan pemilik dan pengurus bank yang mempunyai moral hazard dapat
di kurangi.
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